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POPARAMETER LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi di tengah — tengah
masyarakat, menjadikan masyarakat lebih mudah mengakses berbagai informasi.

Termasuk informasi terkait kinerja dan kebijakan lembaga lembaga negara.

Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi dapat memudahkan masyarakat untuk
menyampaikan kritik, keluhan dan penilaian yang akan membentuk opini publik atas

pelayanan dari aparatur pemerintah.

Jika kritik, keluhan dan penilaian tersebut tidak segera di respon oleh pejabat publik dan
aparatur pemerintah, maka akan dapat berdampak buruk terhadap Lembaga negara yang
bersangkutan. Bahkan, jika tidak dapat dimitigasi dengan cepat, maka akan

menimbulkan konflik dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah.




POPARAMETER LATAR BELAKANG

Karena itu, penting bagi aparatur negara untuk memiliki sistem evaluasi dan jaring
aspirasi yang kredibel, cepat dan efisien guna memetakan dengan segera permasalahan -

permasalahan dan keluhan - keluhan agar dapat segera disikapi.

Telepolling menjadi salah satu solusi yang dapat memenuhi aspek kerdibilitas, efisiensi
dan kecepatan tersebut. Dengan telepolling, kita dapat menggali aspirasi dan pendapat
dari masyarakat dari berbagai pelosok negeri dengan waktu yang cepat tanpa harus

menghabiskan biaya yang besar.

Dengan telepolling, pihak - pihak terkait dapat memperoleh informasi dan hasil yang
cepat sehingga mampu merespon perubahan dan situasi yang terjadi di lapangan dengan

lebih cepat dan tepat.




TUJUAN / LINGKUP PENELITIAN
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METODOLOGI PENELITIAN

POPULASI SURVEI adalah warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih sesuai
Undang Undang yang berlaku.
KERANGKA SAMPEL adalah nomor telpon responden yang pernah diwawancarai

secara tatap muka dalam survei nasional yang diselenggarakan pada rentang waktu

September 2011 hingga Desember 2021.

SAMPEL sebanyak 1.200 responden. Diambil dengan menggunakan metode simple
random sampling dari 10.000 data target yang telah dipilih secara random dari

kerangka sampel yang ada.
MARGIN OF ERROR survei sebesar *+ 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

PENGUMPULAN DATA dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner

yang dilakukan oleh surveyor terlatih.
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SAMPLING PENELITIAN

¢ POPULASI SURVEI adalah warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang
diwakili oleh nomor telpon responden yang pernah diwawancarai secara tatap muka
dalam survei nasional yang diselenggarakan pada rentang waktu September 2011

hingga Desember 2021.

** NOMOR TELEPON tersebut merupakan nomor nomor telepon yang pada survei
tatap muka sebelumnya telah melalui proses sampling dengan menggunakan

multistage random sampling. Sehingga keacakan dan sebarannya dapat dijamin.

+* SAMPLING dilakukan dengan memilih secara acak sederhana 10.000 nomor telepon

dari data base yang ada.

< WAWANCARA dilakukan kepada responden dengan nomor telepon yang dipilih
secara acak dari 10.000 nomor telepon yang ada, yang di stratifikasi berdasarkan

populasi, gender dan karakter demografi lainnya.
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SAMPLING PENELITIAN

% JUMLAH SAMPEL survey ditetapkan sebesar 1.200 responden.

» PADA PROSESNYA survey dilakukan dengan melebihkan sampel guna mengantisipasi

sampel rusak. Sehingga pada akhirnya diperoleh sampel sebanyak 1.204 responden.

** MARGIN OF ERROR adalah sebesar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%, jika

dihitung dengan rumus Krejcie and Morgan.
B NA*PQ
- d*(N-1)+22PQ

+* SAMPLING dilakukan dengan metode simple random sampling dari data nomor

S

telepon yang tersedia.

** WAWANCARA dilakukan melalui sambungan telepon selama * 60 menit.

4
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PENYAJIAN DATA

- Univariat (Statistika Deskriptif)
Guna menjabarkan hasil penilaian dengan menggunakan
frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang
diwujudkan dalam grafik atau gambar.

- Bivariat (Analisa Crosstab / Tabulasi Silang)
Guna mencari hubungan antar variabel, khususnya variabel
karakter responden dengan variabel yang diteliti.
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PENGOLAHAN DATA

+* PERSEPSI RESPONDEN dikonversi dalam skala 1-4.

JAWABAN m JAWABAN m

Sangat Tidak Puas 1 Sangat Tidak Percaya 1
Tidak Puas 2 Tidak Percaya 2
Puas 3 Percaya 3
Sangat Puas 4 Sangat Percaya 4

¢ SKOR di hitung rata ratanya dan dikonversi kedalam kualitas lembaga.

SKOR PERSEPSI RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI KUALITAS

1 1,00 - 1,749 25.00 - 43.725 SANGAT TIDAK BAIK
2 1,75-2,499 43.75 - 62.475 TIDAK BAIK

3 2,50 - 3,249 62.50 - 81.225 BAIK

4 3,25-4,00 81.25 - 100.00 SANGAT BAIK

11
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PENGOLAHAN DATA KUALITATIF

+» DATA KUALITATIF diperoleh dari jawaban responden pada pertanyaan terbuka, yaitu
pertanyaan yang ditanyakan tanpa pilihan jawaban dan dapat dijawab secara bebas

dan spontan oleh responden.

+* DATA KUALITATIF yang serupa dan memiliki maksud yang sama di dikumpulkan
dalam kelompok kelompok jawaban, sehingga data menjadi lebih sederhana dan

dapat di counting.

+* DATA KUALITATIF lalu disajikan secara deskriptif dalam bentuk grafik dan di

interpretasikan.

12
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URGENSI VALIDASI SAMPEL

+* VALIDASI SAMPEL diperlukan untuk melihat apakah karakter data yang dikumpulkan
dari para responden serupa dengan karakter demografi dari populasi.

¢ POPULASI dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia.

+* DATA POPULASI diperoleh dari sumber sumber terpercaya seperti Badan Pusat
Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Indonesia.go.id.

+» KESESUAIAN antara karakter reponden dengan karakter populasi menunjukkan bahwa
aspirasi dan persepsi yang disampaikan oleh responden mampu mewakili dengan baik
aspirasi dan persepsi dari masyarakat Indonesia secara umum.

+» DATA KARAKTER yang diuji adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, suku, agama, dan

provinsi domisili responden.
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SEBARAN DOMISILI RESPONDEN

BANJABAR 25,8 25,7 SUMATERA 20,4 20,3
BANTEN 43 4.1 ACEH 1,8 1.9
DKI JAKARTA 4,1 4.1 BENGKULU 0,7 0.6
JAWA BARAT 17,4 17.5 el 13 1.3
KEP. BANGKA BELITUNG 0,5 0.5
KEPULAUAN RIAU 0,6 0.6
JATEJAYA 32,3 32,1 SAPINE 3,2 3.2
oIy n 14 RIAU 2,0 2.0
JAWA TENGAH e " SUMATERA BARAT 1,9 1.9
SUMATERA SELATAN 3,1 3.1

JAWA TIMUR 16,2 16.1
SUMATERA UTARA 5,1 5.2

(Kpu.go.id, 2019)

#
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SEBARAN DOMISILI RESPONDEN

KALIMANTAN 5,9 6,1 SULAWESI 7,0 6,8
KALIMANTAN BARAT 1,9 1.9 GORONTALO 0,4 0.4
KALIMANTAN SELATAN 1,5 1.6 SULAWESI BARAT 0,5 0.4
KALIMANTAN TENGAH 0,9 0.9 SULAWESI SELATAN 3,2 33
KALIMANTAN TIMUR 1,3 1.3 SULAWESI TENGAH 1,0 1.0
KALIMANTAN UTARA 0,2 0.4 SULAWESI TENGGARA 0,9 0.7
SULAWESI UTARA 1,0 1.0

INDTIM 3,3 3,5
MALUKU 0,7 0.7 BALINUSRA 5,3 55
MALUKU UTARA 0,4 0.5 BALI 1,6 1.7
PAPUA 1,9 1.9 NUSA TENGGARA BARAT 1,9 2.0
PAPUA BARAT 0,4 0.4 NUSA TENGGARA TIMUR 1,8 1.8

(Kpu.go.id, 2019)

#
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SEBARAN KOTA / KABUPATEN RESPONDEN

RESPONDEN TERSEBAR DI 222 KOTA / KABUPATEN
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ACEH
ACEH
ACEH
ACEH
ACEH
BALI
BALI
BALI
BALI
BALI
BALI
BANTEN
BANTEN
BANTEN
BANTEN
BANTEN
BANTEN
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU

ACEH BESAR
ACEH JAYA
ACEH SELATAN
ACEH TIMUR
KOTA BANDA ACEH
BADUNG
BULELENG
JEMBRANA
KARANGASEM
KLUNGKUNG
KOTA DENPASAR
KOTA TANGERANG
LEBAK
PANDEGLANG
SERANG
TANGERANG
TANGERANG SELATAN
BENGKULU SELATAN
BENGKULU TENGAH
BENGKULU UTARA
KOTA BENGKULU
SELUMA

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DKI JAKARTA
DKI JAKARTA
DKI JAKARTA
DKI JAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
GORONTALO
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT

SEBARAN KABUPATEN / KOTA RESPONDEN

JAKARTA BARAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR
JAKARTA UTARA
BOALEMO
GORONTALO
JAMBI
KERINCI
KOTA SUNGAI PENUH
MERANGIN
MUARO JAMBI
SAROLANGUN
TEBO
BANDUNG
BANDUNG BARAT
BEKASI
BOGOR
CIAMIS
CIANJUR
CIREBON
GARUT

#
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH

INDRAMAYU
KARAWANG
KOTA BANDUNG
KOTA BEKASI
KOTA BOGOR
KOTA DEPOK
KUNINGAN
MAJALENGKA
PURWAKARTA
SUBANG
SUKABUMI
SUMEDANG
TASIKMALAYA
BANJARNEGARA
BANYUMAS
BLORA
BOYOLALI
BREBES
CILACAP
DEMAK
GROBOGAN
JEPARA

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

#

JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

SEBARAN KABUPATEN / KOTA RESPONDEN

KENDAL
KLATEN
KOTA SEMARANG
KOTA SURAKARTA
KUDUS
MAGELANG
PATI
PEKALONGAN
PEMALANG
PURBALINGGA
SEMARANG
SRAGEN
SUKOHARIJO
TEGAL
WONOGIRI
WONOSOBO
BANGKALAN
BANYUWANGI
BLITAR
BOJONEGORO
BONDOWOSO
GRESIK



[/
e O PARAMETER

POLITIK INDONESIA

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR

JEMBER
JOMBANG
KEDIRI
KOTA BATU
KOTA SURABAYA
LAMONGAN
LUMAJANG
MADIUN
MAGETAN
MALANG
MOJOKERTO
NGANJUK
NGAWI
PAMEKASAN
PASURUAN
PONOROGO
PROBOLINGGO
SAMPANG
SIDOARJO
SITUBONDO
SUMENEP
TUBAN

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

#

JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR

SEBARAN KABUPATEN / KOTA RESPONDEN

TULUNGAGUNG
BENGKAYANG
KAPUAS HULU

KOTA PONTIANAK

KUBU RAYA
LANDAK
MELAWI
SAMBAS

KOTA SINGKAWANG
BANJAR
BARITO KUALA
KOTA BANJARMASIN
TABALONG
TANAH LAUT
BARITO TIMUR
KAPUAS
KATINGAN
KOTA PALANGKARAYA
KOTA BALIKPAPAN
KOTA BONTANG
KOTA SAMARINDA
KUTAI KARTANEGARA



POrarAMETER  SEBARAN KABUPATEN / KOTA RESPONDEN

133 KALIMANTAN TIMUR PENAJAM PASER UTARA 155 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK BARAT
134 KALIMANTAN UTARA BULUNGAN 156 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH
135 KALIMANTAN UTARA TARAKAN 157 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TIMUR
136 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA 158 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK UTARA
137 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  KOTA PANGKAL PINANG 159 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA
138 KEPULAUAN RIAU BINTAN 160 NUSA TENGGARA TIMUR FLORES TIMUR
139 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM 161 NUSA TENGGARA TIMUR KOTA KUPANG
140 KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNGPINANG 162 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI TIMUR
141 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG 163 NUSA TENGGARA TIMUR NAGEKEO

142 LAMPUNG KOTA METRO 164 NUSA TENGGARA TIMUR ROTE NDAO
143 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN 165 PAPUA JAYAWIJAYA
144 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR 166 PAPUA KEEROM

145 LAMPUNG PESAWARAN 167 PAPUA KOTA JAYAPURA
146 LAMPUNG PRINGSEWU 168 PAPUA BARAT FAKFAK

147 LAMPUNG TANGGAMUS 169 PAPUA BARAT KOTA SORONG
148 LAMPUNG TULANG BAWANG BARAT 170 PAPUA BARAT MANOKWARI
149 MALUKU KOTA AMBON 171 RIAU BENGKALIS
150 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT 172 RIAU KOTA PEKANBARU
151 MALUKU UTARA HALMAHERA TIMUR 173 RIAU ROKAN HULU
152 MALUKU UTARA KOTA TERNATE 174 RIAU SIAK

153 NUSA TENGGARA BARAT BIMA 175 SULAWESI BARAT MAJENE

154 NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM 176 SULAWESI BARAT MAMUJU

#
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177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI UTARA
SULAWESI UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA BARAT
SUMATERA BARAT
SUMATERA BARAT
SUMATERA BARAT
SUMATERA BARAT
SUMATERA BARAT
SUMATERA BARAT

GOWA
JENEPONTO
KOTA MAKASSAR
LUWU TIMUR
TAKALAR
WAJO
BANGGAI
KOTA PALU
SIGI
KONAWE
KOTA KENDARI
MUNA
WAKATOBI
KOTA MANADO
MINAHASA SELATAN
AGAM
KOTA BUKITTINGGI
KOTA PADANG
KOTA PARIAMAN
KOTA SAWAHLUNTO
PASAMAN
PESISIR SELATAN
SOLOK

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

#

SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

SEBARAN KABUPATEN / KOTA RESPONDEN

BANYUASIN
KOTA PALEMBANG
KOTA PRABUMULIH

MUARA ENIM

OGAN ILIR

OGAN KOMERING ILIR
OGAN KOMERING ULU TIMUR
BATU BARA
DAIRI
DAIRI
DELI SERDANG
KARO
KOTA BINJAI
KOTA MEDAN
KOTA PADANG SIDIMPUAN
KOTA SIBOLGA
LABUHANBATU
LANGKAT
SIMALUNGUNG
TAPANULI SELATAN
BANTUL
KOTA YOGYAKARTA
SLEMAN
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Jenis Kelamin

VALIDASI JENIS KELAMIN RESPONDEN

Sensus BPS, 2020

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Laki-laki 605 50.3 50.3 50.3
Perempuan 599 49.7 49.7 100.0
Total 1204 100.0 100.0
Pria 50.6 50,3
Wanita 49.4 49,7
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VALIDASI USIA RESPONDEN

Kel Usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Gen Z(17-24 Th) 185 154 154 154
Gen Y (25-40 Th) 448 37.2 37.2 52.6
Gen X (41-56 Th) 344 28.5 285 81.1
Boomer (57-75 Th) 207 17.2 17.2 98.3
Pre Boomer
(Diatas 75 Th) 20 1.7 1.7 100.0
Total 1204 100.0 100.0
Gen Z (17-24 Th) 15,4 15.4
Gen Y (25-40 Th) 36,1 37.2
Gen X (41-56 Th) 29,3 28.5
Boomer (57-75 Th) 16,8 17.2
Pre Boomer (Diatas 75 Th) 2,4 1.7

Sensus BPS, 2020
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VALIDASI PENDIDIKAN RESPONDEN

Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  Tidak Tamat SD / Tidak
Sekolah 204 16.9 16.9 16.9
Tamat SD/Setara 260 21.6 21.6 38.6
Tamat SMP/Setara 265 22.0 22.0 60.6
Tamat SMU/'SMK/Setara 382 31.7 31.7 92.2
Tamat Perguruan Tinggi 93 7.8 7.8 100.0
Total 1204 100.0 100.0
Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah 14.8 16.9
Tamat SD / Setara 24.8 21.6
Tamat SMP / Setara 21.8 22.0
Tamat SMU / SMK / Setara 29.1 31.7
Tamat Perguruan Tinggi 9.5 7.8

Sensus BPS, 2020
4
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VALIDASI AGAMA RESPONDEN

Agama
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Islam 1066 88.5 88.5 88.5
Katolik 37 3.0 3.0 91.6
Protestan 78 6.5 6.5 98.1
Hindu 18 15 15 99.6
Budha 4 4 A4 99.9
Konghuchu 1 a A 100.0
Total 1204 100.0 100.0
Islam 87,2 88,5
Protestan 6,9 6,5
Katolik 2,9 3,0
Hindu 1,7 1,5
Buddha 0,7 0,4
Konghuchu 0,05 0,1

Indonesia.go.id

26
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VALIDASI SUKU RESPONDEN

Kel Suku
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Ambon 14 12 1.2 12
Bal 34 8 8 40 Jawa 40,2 41,7
Banjar 29 24 24 6.4
Batak 32 26 26 9.0 Sunda 15,5 16,6
Betawi 16 13 13 104
Bugis 34 2.8 2.8 13.2 Batak 3,6 2,6
Dayak 24 2.0 2.0 151
Jawa 502 41.7 41.7 56.8 M a d ura 3 0 0 9
Madura 11 9 9 57.7 ! ’
Melayu 68 5.7 5.7 63.4 .
Minangkabau 17 14 14 64.8 Betawi 2'9 1'3
Papua (Asmat, .
Amungme, dll) 31 2.6 26 67.4 BUgIS 2,7 2,8
Sasak 18 15 15 68.9
Sunda 199 16.6 16.6 85.5 Minang 2,7 1,4
Tionghoa / Cina 2 2 2 85.6
Lainnya, tuliskan 173 14.4 14.4 100.0 Me| ayu 2’3 5’7
Total 1204 100.0 100.0
Lainnya 27,1 27,0

Indonesia.go.id

27
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PENDAPATAN RESPONDEN

Income
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang dari Rp. 1.250.000 478 39.8 39.8 39.8
Rp 1.250.001 - Rp 2.000.000 266 22.1 22.1 61.8
Rp 2.000.001 - Rp 2.500.000 171 14.2 14.2 76.0
Rp. 2.500.001 - Rp. 3.500.000 138 114 114 87.4
Rp 3.500.001 - Rp 5.000.000 95 7.9 7.9 954
Rp 5.000.001 - Rp 7.000.000 36 3.0 3.0 98.3
Rp 7.000.001 - Rp 10.000.000 12 1.0 1.0 994
Rp 10.000.001 - Rp 12.000.000 1 1 A 994
Rp 12.000.001 - Rp 15.000.000 4 3 3 99.8
diatas Rp 15.000.000 3 2 2 100.0
Total 1204 100.0 100.0
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PEKERJAAN RESPONDEN

PEKERJAAN
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Pegawai Negeri Sipil 22 1.8 18 18
Guru Sekolah (SD, SMP, SMA) 24 20 20 38
Dosen 5 4 4 4.2
Pegawai BUMD atau BUMN 8 T v 49
Karyawan Swasta 115 95 95 144
Wiraswasta/Pedagang 308 25.6 25.6 40.0
Petani 176 14.6 14.6 54.6
Nelayan 12 1.0 1.0 55.6
Buruh Tani/Buruh Kebun 105 8.7 8.7 64.3
Jasa Pariwisata 4 3 3 64.6
Professional (Dokter, Pengacara, di) 12 1.0 1.0 65.7
Jasa Transportasi 4 3 3 66.0
Ibu Rumah Tangga 237 19.7 19.7 85.7
Masih Sekolah/Kuliah 58 4.8 4.8 90.5
Pensiunan 46 3.8 3.8 94.4
Tidak Bekerja 58 4.8 4.8 99.2
Lainnya 10 8 8 100.0
Total 1204 100.0 100.0
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** Secara domisili, tampak sebaran dan proporsi responden di setiap provinsi yang
diambil bersesuaian dengan data KPU tahun 2019. Walaupun ada perbedaan namun
relatif kecil dan tidak mempengaruhi hasil penelitian.

+* Hal ini penting untuk dipastikan agar aspirasi dari responden survei dapat mewakili
dengan baik aspirasi masyarakat Indonesia.

+* Selain proporsi sampel yang telah bersesuaian dengan proporsi populasi. Sebaran
sampel juga merata di seluruh Indonesia. Sampel survei tersebar di 34 provinsi dan
222 Kota/Kabupaten, sehingga survei mampu mewakili aspirasi masyarakat yang

berada di perkotaan maupun di pedesaan.
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Karakter demografi responden juga bersesuaian dengan karakter demografi populasi
masyarakat Indonesia yang di ambil dari data BPS dan website resmi pemerintah
www.Ilndonesia.go.id.

Dari sisi pendidikan, responden di dominasi oleh kalangan berpendidikan rendah dan
menengah. Sementara dari sisi pendapatan, responden didominasi oleh kalangan
berpendapatan rendah. Hal ini sejurus dengan struktur demografi masyarakat
Indonesia yang memang masih didominasi oleh masyarakat kelas bawah.

Suku Jawa dan Sunda mendominasi hingga lebih dari separuh responden

Responden survei juga mayoritas didominasi oleh wirawastawan, ibu rumah tangga

dan petani.
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Awareness Lembaga Mahkamah Konstitusi

.ﬂ Anda pernah dengar / tidak, ada Lembaga Negara yang bernama Mahkamah
®2  Konstitusi ?

80.0
71.0
60.0 I
40.0
29.0
200 |
0.0
Ya, pernah Tidak Pernah
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% within Kel Usia

Crosstab

Level Awareness Terhadap MK

Symmetric Measures

Awareness MK Asymp.
Tahu Tidak Total Value Std. Errof* | Approx. T° | Approx. Sig.

Kel Gen Z (17-24 Th) 90.3% 9.7% 100.0% Interval by Interval Pearson's R 278 .026 10.017 .000°¢
Usia  GenY (25-40 Th) 79.5% 20.5% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation 278 026 10.020 .000°¢

Gen X (41-56 Th) 58.9% 41.1% 100.0% N of Valid Cases 1203

Boomer (57-75 Th) 60.4% 39.6% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

(P[;e Eoo%e_lr_h) 20.0% 80.0% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

iatas
c. imati

Total 71.0% 29 0% 100.0% Based on normal approximation.

¢ Dari sisi usia, tingkat Awareness terhadap Mahkamah Konstitusi tampak relatif lebih

kuat pada responden usia muda.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat

hubungan yang signifikan antara usia responden dengan level Awarenessnya terhadap

Mahkamah Konstitusi dengan derajat hubungan sebesar 0,278.

** Semakin muda usia responden, maka awareness nya terhadap MK cenderung semakin

tinggi pula.
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Level Awareness Terhadap MK

Crosstab
. . . Symmetric Measures
% within Jenis Kelamin
Awareness MK Asymp.
Tahu Tidak Total Value Std. Erro® ApProx. Tb Approx. Sig.

Jenis Kelamin Laki-laki 74.5% 25 506 100.0% Interval by Interval Pearson's R .079 .029 2.740 .006°¢

Perempuan 67.4% 32.6% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation 079 029 2.740 .006°
Total 71.0% 29.0% |  100.0% N of Valid Cases 1203

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

C. Based on normal approximation.

¢ Dari sisi jenis kelamin, tingkat Awareness terhadap Mahkamah Konstitusi tampak
relatif lebih kuat pada responden pria.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan level Awarenessnya
dengan derajat hubungan sebesar 0,079.

*»* Responden pria cenderung memiliki Awareness yang lebih tinggi terhadap Mahkamah

Konstitusi dibanding responden wanita.

35

4



/
emem UJI relasi Pendidikan dengan
Level Awareness Terhadap MK

Crosstab
% within Pendidikan Symmetric Measures
Awareness MK Asymp.
Tahu Tidak Total Interval by Interval Pearson's R Valu;% =4 E(r)rg;a Appigxé;; — il(?oc
Pendidikan Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah 68.1% 31.9% | 100% _V y . . h ’ e ’
Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation -.300 025 -10.908 .000°
Tamat SD/Setara 46.2% 53.8% | 100% .
N of Valid Cases 1204
Tamat SMP/Setara 62.6% 37.4% | 100% 2 ot the rull thosi
Tamat SMUISMK/Setara 89.3% 10.7% | 100% ) ot assuming the null iypothesis. _ _
Tamat Perguruan Tinggi 95.7% 4.3% 100% - Using the asymptotic sta.ndar.d error assuming the null hypothesis.
Total 71.0% 29.0% 100% C. Based on normal approximation.

¢ Dari sisi pendidikan, tingkat Awareness terhadap Mahkamah Konstitusi tampak relatif
lebih kuat pada responden berpendidikan tinggi.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan level

Awarenessnya dengan derajat hubungan sebesar -0,286.

4

» Semakin tinggi pendidikan responden, maka awareness nya terhadap MK cenderung

semakin tinggi pula.
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% within Income Symmetric Measures
Awareness MK Asymp.
Tahu Tidak Total Value Std. Erro | Approx. ° | Approx. Sig.

Income _ Kurang dari Rp. 1.250.000 57.4% 426% | 100% Interval by Interval  Pearsoris R - 247 022 -8.836 000¢

Rp 1.250.001 - Rp 2.000.000 76.7% 23.3% 100% Ordinal .by Ordinal  Spearman Correlation -.255 026 -9.137 .000°

Rp 2.000.001 - Rp 2.500.000 80.1% 19.9% | 100% N of valid Cases 1204

Rp. 2.500.001 - Rp. 3.500.000 66.7% 333% | 100% & Not assuming the null hypothesis.

Rp 3.500.001 - Rp 5.000.000 96.8% 3.204 100% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Rp 5.000.001 - Rp 7.000.000 100.0% 0% | 100% €. Based on normal approximation.

Rp 7.000.001 - Rp 10.000.000 100.0% 0% | 100%

Rp 10.000.001 - Rp 12.000.000 100.0% 100%

Rp 12.000.001 - Rp 15.000.000 100.0% 0% | 100%

diatas Rp 15.000.000 100.0% 100%
Total 71.0% 29.0% | 100%

¢ Dari sisi pendapatan, tingkat Awareness terhadap Mahkamah Konstitusi tampak relatif
lebih kuat pada responden dengan pendapatan tinggi.

* Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat hubungan
yang signifikan antara pendapatan responden dengan level Awarenessnya dengan derajat
hubungan sebesar -0,247.

* Semakin tinggi pendapatan responden, maka awareness nya terhadap MK cenderung

semakin tinggi pula. 3
4
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UJi relasi Agama dengan
Level Awareness Terhadap MK

Symmetric Measures

Asymp.

Value Std. Erro® ApProx. Tb Approx. Sig.
Interval by Interval ~ Pearson's R -.086 024 -2.992 .003°¢
Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation -.086 025 -2.985 .003°
N of Valid Cases 1203

Crosstab
% within Agama
Awareness MK
Tahu Tidak Total
Agama  Islam 69.6% 30.4% 100.0%
Katolik 77.8% 22.2% 100.0%
Protestan 83.3% 16.7% 100.0%
Hindu 77.8% 22.2% 100.0%
Budha 100.0% 100.0%
Konghuchu 100.0% .0% 100.0%
Total 71.0% 29.0% 100.0%
o

J
0.0

4

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

C. Based on normal approximation.

Dari sisi agama, tingkat Awareness terhadap Mahkamah Konstitusi tampak relatif lebih

kuat pada responden dengan agama selain islam.

Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat

hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan level Awarenessnya

dengan derajat hubungan sebesar -0,086.

Responden beragama selain islam cenderung memiliki Awareness yang lebih tinggi

terhadap Mahkamah Konstitusi dibanding responden beragama islam.

4
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PO PARAMETER Awareness Tupoksi Mahkamah Konstitusi

=

MENGUJI & MEMUTUS GUGATAN UNDANG-UNDANG 10.0
MEMUTUSKAN PERSELISIHAN PEMILU & PILKADA 5.0
MEMUTUS PEMBUBARAN PARPOL 4.8
Jawaban Benar
MEMUTUSKAN PERKARA ATAU SENGKETA UNDANG UNDANG || 2.4
25,2%
LEMBAGA YANG MENGUJI & MEMUTUSKAN PRODUK HUKUM | 1.2
PENENGAH PERSENGKETAAN ANTAR LEMBAGA NEGARA | (0.9
MENJAGA KONSTITUSI NEGARA | 0.9 -
° Tolong anda sebutkan, PENGAJUAN GUGATAN PENGADILAN | 2.5
®9 setahu anda apa saja
. MENGADILI YANG BERSALAH
Tugas Pokok dan Fungsi 23 | Jawaban Salah
dari Mahkamah MENCARI KEADILAN | 1.1 6,4%
Ly
Konstitusi MENGAWASI PEMERINTAH | 0.5  __
TIDAK TAHU 68.4
0 20 40 60 80
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POPARAMETER Awareness Putusan Mahkamah Konstitusi

SENGKETA PILPRES JOKOWI VS PRABOWO 7.4 =
SENGKETA PILKADA 3.4
KPK MENJADI PNS 2.0
MEREVISI & MENGESAHKAN UNDANG-UNDANG 1.8

UDANG UNDANG PERNIKAHAN

PUTUSAN PEMILU LEGISLATIF
KEPUTUSAN DEBT COLLECTOR
KEPUTUSAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI
KEPUTUSAN UU CIPTAKER/OMNIBUS LAW
TENTANG HUKUMAN MATI

Jawaban Benar

PENURUNAN GUSDUR 23,3%
DANA CORONA GA BISA DI AUDIT
.ﬂ Tolong anda sebutkan, MENOLAK KEKERASAN LGBT
®® keputusan Mahkamah UU PORNOGRAFI
C . TENTANG PENGADILAN PAJAK
Konstitusi yang mana JAMINAN FIDUSA
yang paling anda ingat ? HUTAN ADAT
GUGATAN MASA JABATAN PRESIDEN

PENGAJUAN PK LEBIH DARI 2 KALI

REKTOR MERANGKAP KOMISARIS

PERBANKAN SYARIAH

MENURUNKAN DAN MEMBUBARKAN PARTAI POLITIK
PEMBUBARAN FPI

DUALISME PARTAI

PENGESAHAN UU PPKM

DPR DIBIKININ RUMAH SAKIT

Jawaban Salah
1,1%

COOCOO0O00 OCPPOCOOCO0O0O0OoO0CORRLRRLRE
RiRRRNVND RiRRRRENWROVOLIDG

TIDAK TAHU 75.6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
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+* Walaupun masih ada 29,0% masyarakat yang belum mengetahui lembaga Mahkamah
Konstitusi, namun cecara umum tingkat awareness masyarakat terhadap Mahkamah
Konstitusi cukup baik (71,0%).
+* Sosialisasi perlu ditingkatkan khususnya pada beberapa segmen masyarakat yang
tingkat awarenessnya masih relatif rendah :
d Kelompok masyarakat berusia diatas 40 tahun
O Kelompok masyarakat berpendidikan rendah (lulusan SMP, SD & tidak sekolah)
1 Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (dibawah Rp. 2.000.000 per bulan)
1 Kelompok masyarakat beragama Islam

s Tingkat awareness terhadap MK terbukti dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, tingkat

pendidikan, tingkat pemasukan dan agama responden.
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+»» Pada aspek tupoksi awareness masyarakat kasih belum terlalu baik.
+* Total ada 25,2% masyarakat yang dapat menyebutkan dengan benar tugas pokok dan
fungsi dari Mahkamah Konstitusi.
+* Sementara ada 6,4% yang menyebutkan secara salah dan 68,4% tidak mengetahuinya
s Dari 4 tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi, tupoksi yang paling dikenal
masyarakat adalah :
1 Menguji dan memutus gugatan undang undang 14,5%
1 Memutus perselisihan pemilu & pilkada 5,0%
O Memutus pembubaran parpol 4,8%

O Penengah sengketa antar lembaga negara 0,9%
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+»* Hal serupa juga terlihat pada aspek putusan, awareness masyarakat terhadap putusan
yang pernah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi relatif belum terlalu baik.
s Ada 23,3% masyarakat yang dapat menyebutkan dengan benar secara spontan
putusan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
+** 3 putusan yang paling populer dan dingat oleh masyarakat adalah :
1 Putusan sengketa Pilpres 2019 (7,4%).
1 Putusan sengketa pilkada (3,4%)
 Putusan alih status pegawai KPK (2,0%)

** Walaupun demikian, masih ada 76,7% masyarakat yang tidak mampu menyebutkan

dengan baik dan benar putusan putusan yang telah dikeluarkan oleh MK.
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Level Kepercayaan Terhadap Putusan MK

.ﬂ Sejauh ini, Seberapa percayakah anda dengan kualitas dan netralitas dari putusan
®2  Mahkamah Konstitusi ?

00T TOTAL TOTAL
47,4% PERCAYA 40,0% TIDAK PERCAYA
| A ) f A L
22.5 22.6
20.2
20.0 16.5
12.5
4.7
0.9

0.0

Sangat Percaya Cukup Kurang Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab

Percaya Percaya Percaya Percaya
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POPARAMETER UJI relasi Usia dengan
Level Kepercayaan Terhadap Putusan MK

Crosstab
9% within Kel Usia Symmetric Measures
Kepercayaan Asymp. p "
. Value Std. Erro ApProx. Approx. Sig.
Percaya Tidak Percaya Total Interval by Interval Pearson's R -.029 .030 -.937 .349¢
Kel Gen Z (17-24 Th) 57.1% 42.9% 100.0% . . . c
Usia Gen Y (25-40 Th) £3 9% 46,19 100.0% Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation -.012 .031 -.404 .686
70 70 70 N of Valid Cases 1052
Gen X (41-56 Th) 47.3% 52.7% 100.0% - -
a. Not assuming the null hypothesis.
Boomer (57-75 Th) 59.2% 40.8% 100.0% ) ) . .
Pre Boomer b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
(Diatas 75 Th) 100.0% 0% 100.0% c. Based on normal approximation.
Tota 54.3% 45.7% 100.0%

¢ Secara usia, tingkat kepercayaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tampak
tersebar relatif merata disemua strata.
¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara usia responden dengan level kepercayaannya

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
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Crosstab
. . . S tric M
% within Jenis Kelamin ymmetric Measures
Kepercayaan Ajymp. p "
: Value Std. Erro Approx. Approx. Sig.

— Pef:‘;/ Tidak Pe;ge;‘f;‘ I&aloo/ Interval by Interval __ Pearson's R ~104 031 3395 001°

‘ . 0 ’ . 0 7 Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation -.104 031 -3.395 .001°

Perempuan 59.6% 40.4% 100.0% N of Valid Cases 1052

Total 54.3% 45.7% 100.0%

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
C. Based on normal approximation.

¢ Secara jenis kelamin, tingkat kepercayaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
tampak relatif lebih kuat pada responden perempuan.

¢ Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat hubungan
yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan level kepercayaannya terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi dengan derajat hubungan sebesar -0,104.

** Responden wanita cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi dibanding responden pria.
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Crosstab
% within Pendidikan Symmetric Measures
Kepercayaan Asymp.
Percaya Tidak Percaya Total Value Std. Errof* | Approx. T Approx. Sig.
— - Interval by Interval ~ Pearson's R -.096 031 -3.130 .002¢
0, 0,
Pendidikan Tidak Tamat SD /Tidak Sekolah 43.2% 56.8% | 100.0% Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation -.093 .031 -3.013 .003°
Tamat SD/Setara 56.5% 435% | 100.0% N of Valid Cases 1052
Tamat SMP/Setara 55.3% 44.1% | 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.
Tamat SMUSMK/Setara 54.8% 45.2% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Tamat Perguruan Tinggi 68.2% 31.8% 100.0% C. Based on normal approximation.
Total 54.2% 45.8% | 100.0%

¢ Dari sisi pendidikan, tingkat kepercayaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tampak
relatif lebih kuat pada responden dengan pendidikan tinggi.

¢ Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat hubungan
yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan level kepercayaannya terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi dengan derajat hubungan sebesar -0,096.

¢ Responden dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kepercayaan yang lebih

besar terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dibanding responden berpendidikan rendah.
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Level Kepercayaan Terhadap Putusan MK

Crosstab
o Symmetric Measures
% within Income
Kepercayaan Value S?ds.ygrrr)c.)ra Approx. T Approx. Sig.
Percaya | Tidak Percaya Total Interval by Interval  Pearson's R 034 031 1.101 271°
Income  Kurang dari Rp. 1.250.000 55.6% 44.4% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation 028 031 907 .365¢
Rp 1.250.001 - Rp 2.000.000 54.1% 45.9% 100.0% N of Valid Cases 1052
Rp 2.000.001 - Rp 2.500.000 47.8% 52.2% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.
Rp. 2.500.001 - Rp. 3.500.000 68.7% 31.3% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Rp 3.500.001 - Rp 5.000.000 39.8% 60.2% 100.0% C. Based on normal approximation.
Rp 5.000.001 - Rp 7.000.000 55.6% 44.4% 100.0%
Rp 7.000.001 - Rp 10.000.000 38.5% 61.5% 100.0%
Rp 10.000.001 - Rp 12.000.000 100.0% 100.0%
Rp 12.000.001 - Rp 15.000.000 50.0% 50.0% 100.0%
diatas Rp 15.000.000 50.0% 50.0% 100.0%
Total 54.2% 45.8% 100.0%

¢ Dari sisi pendapatan, tingkat kepercayaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
tampak tersebar relatif merata disemua strata.

** Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara pendapatan responden dengan level kepercayaannya

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
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POPARAMETER UJI relasi Ayama dengan
Level Kepercayaan Terhadap Putusan MK

Crosstab
% within Agama Symmetric Measures
Kepercayaan Asymp.
Percaya Tidak Percaya Total Value Std. Erro® ApDProx. Tb Approx. Sig.

Agama  Islam 53.3% 46.7% 100.0% Interval by Interval ~ Pearson's R -.038 031 -1.224 221°¢

Katolik 57.1% 42.9% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation -.047 .030 -1526 127¢

Protestan 65.3% 34.7% 100.0% N of Valid Cases 1052

Hindu 50.0% 50.0% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Budha 50.0% 50.0% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Konghuchu 0% 100.0% 100.0% C. Based on normal approximation.
Total 54.2% 45.8% 100.0%%

¢ Dari sisi agama, tingkat kepercayaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tampak
tersebar relatif merata disemua strata.

¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara agama responden dengan level kepercayaannya

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
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Secara umum, level kepercayaan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
relatif cukup baik. Hal ini ditandai dengan ada lebih banyak masyarakat yang puas
dengan kinerja Mahkamah Konstitusi (47,4%) dibanding dengan yang tidak puas
(40,0%).
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi di dirasakan relatif lebih
dominan pada beberapa segmen masyarakat :

1 Kaum perempuan ( 59,6% puas ).

 Masyarakat berpendidikan tinggi (68,2% puas)
Dengan demikian masyarakat pria dan berpendidikan rendah menjadi segmen

masyarakat yang memiliki kepercayaan relatif rendah terhadap putusan MK.
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Level Ketaatan Terhadap Putusan MK

.ﬂ Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu perkara, menurut anda seberapa
.& taatkah seharusnya masyarakat terhadap Putusan tersebut ?

80.0

60.0 57.3

40.0

26.7
200+ 13.4
2.6
0.0
Wajib Taat dalam segala Taat Jika Tidak Perlu Ditaati Tidak Jawab
kondisi Menguntungkan saja
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POPARAMETER UJI relasi Usia dengan
Level Ketaatan Terhadap Putusan MK

Crosstab
% within Kel Usia Symmetric Measures
Level Ketaatan Asymp.
T Jik Value Std. Erro® | Approx. T Approx. Sig.
aat Jika _ Interval by Interval  Pearson's R 005 031 161 872°
B Menguntu T'da_k Pgrlu Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation .037 031 1.180 .238°
Wajib Taat ngkan Ditaati Total N of Valid Cases 1043
Kel Gen Z (17-24 Th) 73.0% 20.4% 6.6% 100.0% 2. Not assuming the null hypothesis
Usia  GenY (25-40 Th 0 0 9 ' '
( ) 66.6% 29.0% 4.5% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Gen X (41-56 Th) 63.3% 36.7% 0% 100.0% ¢. Based on normal approximation
Boomer (57-75 Th) 62.9% 35.3% 1.8% 100.0% ‘
Pre Boomer
0 0
(Diatas 75 Th) 78.9% 21.1% 100.0%
Total 66.2% 30.8% 3.0% 100.0%

¢ Secara usia, tingkat ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tampak tersebar
relatif merata disemua strata.
¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara usia responden dengan level ketaatannya terhadap

putusan Mahkamah Konstitusi.
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Uli relasi Jenis Kelamin dengan
Level Ketaatan Terhadap Putusan MK

Crosstab
% within Jenis Kelamin Symmetric Measures
Level Ketaatan Asymp.
. Value Std. Error’ ApDProx. Tb Approx. Sig.
Taat Jka ) Interval by Interval ~ Pearson's R -.163 031 -5.330 .000°
. Menguntu Tlda_k Pgrlu Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation -.177 .030 -5.810 .000°
: : _ Waijib Taat ngkan Ditaati Total N of Valid Cases 1043
Jenis Kelamin Laki-laki 57.9% 39.0% 3.1% 100.0% - -
a. Not assuming the null hypothesis.
Perempuan 75.2% 22.0% 2.8% 100.0% b. Ui ) . .
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Total 66.2% 30.8% 3.0% 100.0%

C. Based on normal approximation.

¢ Secara jenis kelamin, tingkat ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tampak

relatif lebih kuat pada responden perempuan.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat

hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan level ketaatannya

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan derajat hubungan sebesar -0,163.

** Responden wanita cenderung memiliki ketaatan yang lebih besar terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi dibanding responden pria.
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Level Ketaatan Terhadap Putusan MK

Crosstab
% within Pendidikan Symmetric Measures
Level Ketaatan Asymp.
Taat Jika Value Std. Errof* | Approx. T Approx. Sig.
Menguntu | Tidak Perlu Interval by Interval ~ Pearson's R -.049 .030 -1.571 116°
Wajib Taat ngkan Ditaati Total Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation -.071 031 -2.299 .022¢
Pendidikan  Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah 59.6% 39.9% 5% | 100.0% N of Valid Cases 1043
Tamat SD/Setara 61.5% 36.5% 2.1% | 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.
Tamat SMP/Setara 69.3% 29.0% 1.7% | 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Tamat SMU/SMK/Setara 68.5% 25.1% 6.4% | 100.0% o
. C. Based on normal approximation.
Tamat Perguruan Tinggi 73.5% 25.3% 1.2% | 100.0%
Total 66.2% 30.7% 3.1% | 100.0%

¢ Dari sisi pendidikan, tingkat ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tampak
tersebar relatif merata disemua strata.

*» Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dengan level ketaatannya

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
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Level Ketaatan Terhadap Putusan MK

Income * Level Ketaatan Crosstabulation

. Symmetric Measures
% within Income

Lewvel Ketaatan Asymp.
Taat Jika Value Std. Error” | Approx. ™ Approx. Sig.
Menguntu | Tidak Perlu Interval by Interval Pearson's R .097 031 3.144 .002°
Waijib Taat ngkan Ditaati Total Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation .097 031 3.138 .002°¢
Income  Kurang dari Rp. 1.250.000 70.4% 27.9% 1.8% 100.0% N of Valid Cases 1043
Rp 1.250.001 - Rp 2.000.000 66.7% 30.8% 2.5% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.
Rp 2.000.001 - Rp 2.500.000 63.0% 3L.1% 5.9% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Rp. 2.500.001 - Rp. 3.500.000 68.9% 27.0% 4.1% 100.0% . o
Rp 3.500.001 - Rp 5.000.000 53.2% 43.6% 32% | 100.0% - Based on normal approximation.
Rp 5.000.001 - Rp 7.000.000 52.8% 41.7% 5.6% 100.0%
Rp 7.000.001 - Rp 10.000.000 50.0% 41.7% 8.3% 100.0%
Rp 10.000.001 - Rp 12.000.000 100.0% 0% 100.0%
Rp 12.000.001 - Rp 15.000.000 75.0% 25.0% 100.0%
diatas Rp 15.000.000 66.7% 33.3% 100.0%
Total 66.0% 30.9% 3.1% 100.0%

% Dari sisi pendapatan, tingkat ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tampak relatif
lebih kuat pada responden dengan pendapatan rendah.

» Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat hubungan
yang signifikan antara pendapatan responden dengan level ketaatannya terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi dengan derajat hubungan sebesar 0,082.

** Masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung lebih kritis dan tidak serta merta taat terhadap

putusan Mahkamah Konstitusi
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POPARAMETER UJI relasi Ayama dengan

Level Ketaatan Terhadap Putusan MK

Crosstab
9% within Agama Symmetric Measures
Level Ketaatan Asymp.
Taat Jika Value Std. Error’ | Approx. ™ Approx. Sig.
Menguntu Tidak Perlu Inter.val by Intewal Pearson's R . .001 035 .036 972°¢
W ajib Taat nokan Ditaai Total Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation -.038 .030 -1.213 .226°
Agama _lIslam 65.3% 31.6% 31% | 100.0% N of Valid Cases 1043
Katolik 80.0% 20.0% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.
Protestan 75.7% 24.3% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Hindu 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% C. Based on normal approximation.
Budha 20.0% 80.0% 100.0%
Konghuchu 100.0% 100.0%
Total 66.1% 30.8% 3.1% 100.0%

¢ Dari sisi agama, tingkat ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tampak

tersebar relatif merata disemua strata.

¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara agama responden dengan level ketaatannya terhadap

putusan Mahkamah Konstitusi.
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TEMUAN

s Secara umum mayoritas masyarakat (57,3%) sudah memiliki kesadaran untuk
mentaati putusan Mahkamah Konstitusi dalam segala situasi.
s Sementara yang secara definitif menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi
tidak perlu ditaati hanya 2,6% saja.
+* Level ketaatan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi di dirasakan relatif
lebih dominan pada beberapa segmen masyarakat :
1 Kaum perempuan ( 75,2% taat ).
d Masyarakat berpendidikan tinggi (73,5% taat )

% Tampak juga bahwa masyarakat berpenghasilan tinggi relatif lebih kritis dan tidak

serta merta taat terhadap putusan MK.
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UJI VALIDITAS

Kepuasan Kinerja Presiden 0.400 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja Wakil Presiden 0.424 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja MK 0.611 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja DPR RI 0.696 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja MPR RI 0.752 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja DPD Rl 0.745 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja MA 0.752 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja BPK 0.741 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja KY 0.605 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja KPK 0.710 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja TNI 0.587 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja POLRI 0.531 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja KEJAKSAAN 0.737 0.000 VALID
Kepuasan Kinerja Partai Politik 0.697 0.000 VALID
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UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems
892 14

¢ Uji validitas yang dilakukan terhadap 14 variable penelitian menunjukkan bahwa
seluruh variable valid. Hal ini ditunjukkan dari nilai Corrected item-total Correlation
yang sudah melebihi angka 0,06 yang merupakan ambang batas nilai korelasi untuk
1.204 sampel. Selain itu nilai signifikansi yang dihasilkan juga sudah dibawah 0,05.

+*» Uji reliabilitas juga menunjukkan skor hasil uji Alpha Cronbach’s yang mencapai 0.892.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini

memiliki reliabilitas yang baik.
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.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Joko Widodo Selaku Presiden
.& Republik Indonesia ?

TOTAL
60,9% PUAS
| ' | |
60.0 56.1
TOTAL

35,5% TIDAK PUAS

40.0 ; A X
27.8
200 r
1.7
4.8 3.6
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja Presiden

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Puas 58 4.8 4.8 4.8
Puas 676 56.1 56.1 60.9
Tidak Puas 334 27.8 27.8 88.7
Sangat Tidak Puas 93 1.7 7.7 96.4
Tidak Jawab 43 3.6 3.6 100.0
Total 1204 100.0 100.0

RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja KH. Ma’ruf Amin Selaku Wakil
.& Presiden Republik Indonesia ?

TOTAL
61,5% TIDAK PUAS

60.0 . "
TOTAL 52.0
34,6% PUAS
| . ) |
40.0 r
325
20.0
9.5
2.1 3.9
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja Wakil Presiden

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Puas 25 21 21 21
Puas 391 325 325 34.6
Tidak Puas 626 52.0 52.0 86.6
Sangat Tidak Puas 115 95 95 96.1
Tidak Jawab 47 3.9 3.9 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Lembaga Mahkamah
&2  Konstitusi Republik Indonesia ?

TOTAL
60.0 0
43,3% PUAS TOTAL
A 36,2% TIDAK PUAS
40.6 f A A
40.0 r
33.0
20.5
20.0
2.7 3.2
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja MK

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent
Sangat Puas 32 2.7 2.7 2.7
Puas 489 40.6 40.6 43.3
Tidak Puas 398 33.0 33.0 76.3
Sangat Tidak Puas 38 3.2 3.2 795
Tidak Jawab 247 205 205 100.0
Total 1204 100.0 100.0

RATA RATA SKOR

NILAI KONVERSI

BAIK
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.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan
&2 Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ?

TOTAL
55,2% TIDAK PUAS
00.0 1 TOTAL , A X
36,1% PUAS
47.0
| . ) |
00T 34.7
200 F
8.2 8.7
1.4
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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—#

Kepuasan Kinerja DPR RI

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Puas 17 14 14 14
Puas 417 34.7 34.7 36.1
Tidak Puas 566 47.0 47.0 83.1
Sangat Tidak Puas 99 8.2 8.2 91.3
Tidak Jawab 105 8.7 8.7 100.0
Total 1204 100.0 100.0
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.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Lembaga Majelis
.& Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) ?

TOTAL
600 - 47,4% TIDAK PUAS
' TOTAL
37,3% PUAS f A )
r A A 41.7

40.0 35.4

20.0 15.3
5.7

1.9
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja MPR RI

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent
Sangat Puas 22 1.9 1.9 1.9
Puas 427 354 354 373
Tidak Puas 502 41.7 41.7 79.0
Sangat Tidak Puas 69 5.7 5.7 84.7
Tidak Jawab 184 15.3 153 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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60.0

40.0

20.0

0.0

.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia (DPD-RI) ?

TOTAL
39,5% PUAS

0.5

Sangat Puas

TOTAL
50,6% TIDAK PUAS
| I |
2 45.0
39.0
9.8
5.6
Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja DPD RI

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent
Sangat Puas 6 5 5 5
Puas 469 39.0 39.0 395
Tidak Puas 542 45.0 45.0 84.5
Sangat Tidak Puas 68 5.6 5.6 90.2
Tidak Jawab 119 9.8 9.8 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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60.0

40.0

20.0

0.0

.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Lembaga Mahkamah Agung

Republik Indonesia ?

TOTAL
38,4% PUAS

1.9

Sangat Puas

TOTAL
45,5% TIDAK PUAS
| ' ) |
40.3
36.5
16.1
5.2
Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja MA

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Puas 23 19 19 1.9
Puas 440 36.5 36.5 384
Tidak Puas 485 40.3 40.3 78.7
Sangat Tidak Puas 62 5.2 5.2 83.9
Tidak Jawab 194 16.1 16.1 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Lembaga Badan Pemeriksa
.& Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ?

TOTAL
48,5% PUAS
60.0 r
p A \ TOTAL
47.5 35,2% TIDAK PUAS
| . ) |
40.0
29.3
20.0 | 16.4
5.9
1.0
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja BPK

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Puas 12 1.0 1.0 1.0
Puas 572 475 475 48.5
Tidak Puas 353 29.3 29.3 77.8
Sangat Tidak Puas 70 5.9 5.9 83.6
Tidak Jawab 197 16.4 16.4 100.0
Total 1204 100.0 100.0

RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI




[/
e O PARAMETER

POLITIK INDONESIA

Kepuasan Kinerja Komisi Yudisial

.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Lembaga Komisi Yudisial
.& Republik Indonesia ?

TOTAL
40,6% TIDAK PUAS
TOTAL
31,3% PUAS ' ! |
40.0 r
, A X 37.9
29.9
28.0

20.0 +

1.4 2.7
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Indeks Kepuasan Kinerja KY-RI

Kepuasan Kinerja KY

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent
Sangat Puas 17 14 14 14
Puas 360 29.9 29.9 313
Tidak Puas 457 37.9 37.9 69.2
Sangat Tidak Puas 33 2.7 2.7 72.0
Tidak Jawab 337 28.0 28.0 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Lembaga Komisi Pemberantasan
&2  Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) ?

TOTAL
51,9% TIDAK PUAS
600 - TOTAL
39,0% PUAS p A !
f A \ 43.6
40.0 r 35.0
20.0 +
8.3 9.1
4.0
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja KPK

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent
Sangat Puas 48 4.0 4.0 4.0
Puas 422 35.0 35.0 39.0
Tidak Puas 525 43.6 43.6 82.6
Sangat Tidak Puas 100 8.3 8.3 90.9
Tidak Jawab 109 9.1 9.1 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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Kepuasan Kinerja TNI
° Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) ?
a9
&
TOTAL
70,1% PUAS
| ' | |
60.0 55.8
TOTAL
23,1% TIDAK PUAS
400
| ' | |
21.1
200 1 14.3
6.7
2.0
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Indeks Kepuasan Kinerja TNI

Kepuasan Kinerja TNI

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Puas 172 14.3 14.3 14.3
Puas 672 55.8 55.8 70.1
Tidak Puas 255 21.1 21.1 91.2
Sangat Tidak Puas 24 20 20 93.3
Tidak Jawab 81 6.7 6.7 100.0
Total 1204 100.0 100.0

RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI
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Kepuasan Kinerja POLRI

..ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Kepolisian Republik Indonesia
®s (POLRI)?

TOTAL
51,7% PUAS
€00 - 0 TOTAL
A 42,8% TIDAK PUAS
42.3 f A .
40.0 37.5
200 r
9.4
5.3 5.5
0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Indeks Kepuasan Kinerja POLRI

Kepuasan Kinerja POLRI

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Puas 113 94 94 94
Puas 510 42.3 42.3 51.7
Tidak Puas 451 375 375 89.2
Sangat Tidak Puas 64 53 53 945
Tidak Jawab 66 55 55 100.0
Total 1204 100.0 100.0

RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI
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.ﬂ Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Lembaga Kejaksaan Republik
&2 Indonesia ?

TOTAL TOTAL
60.0 39,1% PUAS 47,0% TIDAK PUAS

A f A .
40.0

400 + 37.3

200+ 14.0

7.0
1.8

0.0
Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja Kejaksaan

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent
Sangat Puas 21 1.8 18 18
Puas 450 373 37.3 39.1
Tidak Puas 481 40.0 40.0 79.1
Sangat Tidak Puas 84 7.0 7.0 86.0
Tidak Jawab 168 14.0 14.0 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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‘. Hingga saat ini seberapa puaskah anda dengan kinerja Partai Politik di Indonesia ?

ah
TOTAL

50,5% TIDAK PUAS

600 - TOTAL
35,5% PUAS r A )
. | . 44.7
40.0 r
33.1
200+ 14.0
5.8
2.4

0.0

Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Jawab
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Kepuasan Kinerja Partai Politik

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent
Sangat Puas 29 24 24 24
Puas 399 33.1 33.1 355
Tidak Puas 538 44.7 44.7 80.2
Sangat Tidak Puas 70 5.8 5.8 86.0
Tidak Jawab 168 14.0 14.0 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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Rangkuman Persepsi Kepuasan Kinerja Lembaga Negara
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Peringkat Lembaga Puas U Skor Nilai .| Kualitas
Puas Konversi

1 TNI 70.09 23.16 2.8833 72.084 BAIK
2 Presiden 60.94 35.49 2.6021 65.052 BAIK
3 POLRI 51.72 42.78 2.5905 64.763 BAIK
4 Mahkamah Konstitusi 43.25 36.25 2.5381 63.454 BAIK
5 Badan Pemeriksa Keuangan 48.50 35.12 2.5223 63.059 BAIK
6 Mahkamah Agung 38.45 45.48 2.4198 60.495 TIDAK BAIK
7 Komisi Yudisial 31.30 40.70 2.4164 60.409 TIDAK BAIK
8 MPR RI 37.29 47.45 2.3941 59.853 TIDAK BAIK
9 Kejaksaan 39.11 46.94 2.3938 59.846 TIDAK BAIK
10 Komisi Pemberantasan Korupsi 39.04 51.88 2.3817 59.543 TIDAK BAIK
11 DPD RI 39.52 50.63 2.3806 59.516 TIDAK BAIK
12 Partai Politik 35.48 50.54 2.3736 59.339 TIDAK BAIK
13 DPR RI 36.09 55.21 2.3203 58.007 TIDAK BAIK
14 Wakil Presiden 34.61 61.50 2.2818 57.044 TIDAK BAIK

#
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afinfanint Alasan masyarakat puas dengan kinerja MK

KINERJANYA SUDAH BAIK

MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN DAMAI
KEPUTUSANNYA SESUAI ASPIRASI RAKYAT

TUGASNYA SUDAH ON THE TRACK

INDEPENDENSINYA TIDAK DIPENGARUHI OLEH APAPUN
TIDAK BANYAK KONFLIK

TRANSPARAN PROSESNYA

TEMPAT RAKYAT MENGADUKAN PERKARA

ORANG MK BERPENDIDIKAN TINGGI
Apa alasan anda puas

@ . .
.& dengan kinerja

AMANAH

MENJAGA KEUTUHAN NKRI

MENGAWAL DEMOKRASI

KEPUTUSANNYA CUKUP ADIL

PROFESIONAL

SUDAH DI SUMPAH JABATAN

14.5
6.8
5.3
4.5
2.8
2.3
1.8
1.5
13
13
1.0
1.0
0.8
0.8
0.5
0.3

92



/
e O PARAMETER

POLITIK INDONESIA

KURANG ADIL DALAM MEMUTUSKAN

KINERJANYA MASIH KURANG BAGUS

TIDAK NETRAL & JUJUR

KEPUTUSANNYA GA SESUAI LOGIKA TERLALU DI PAKSAKAN
KURANG PRO RAKYAT KECIL

KURANG PERCAYA

KONDISI SULIT SELAMA PANDEMI

MASIH BANYAK KONFLIK
o Apa alasan anda puas
® ..
L dengan kinerja

Mahkamah Konstitusi ?

KURANG ADA RASA TANGGUNG JAWAB

ADA INDIKASI KORUPSI

KURANG TEGAS DENGAN KEPUTUSAN

TERBURU-BURU MEMUTUSKAN

KURANG SOSIALISASI

KURANG BIJAKSANA

3.1
2.3
2.2
1.8
1.3
0.8
0.5
0.3
0.2
0.2

0.2

Alasan masyarakat tidak puas dengan kinerja MK

8.4
6.1
5.5
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POLITIK INDONESIA

TEMUAN

¢ Secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi lebih baik
dibanding lembaga lembaga negara lainnya.

¢ Mahkamah Konstitusi ada di peringkat ke-4 dari 14 lembaga yang diuji dengan kualitas baik.

¢ TNI masih menjadi lembaga negara dengan kinerja paling memuaskan masyarakat (skor
2,8833). Disusul lembaga kepresidenan (2,6021) dan kepolisian (2,5905).

¢ Adapun 5 lembaga negara dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah sebagai berikut :

Peringkat Lembaga Puas LTSkl Skor Nilai .| Kualitas
Puas Konversi
1 TNI 70.09 23.16 2.8833 72.084 BAIK
2 Presiden 60.94 35.49 2.6021 65.052 BAIK
3 POLRI 51.72 42.78 2.5905 64.763 BAIK
4 Mahkamah Konstitusi 43.25 36.25 2.5381 63.454 BAIK
5 Badan Pemeriksa Keuangan 48.50 35.12 2.5223 63.059 BAIK

4
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POPARAMETER

TEMUAN

+* Sementara itu wakil presiden menjadi lembaga dengan kepuasan kinerja terendah (skor 2,2218)
bersama dengan yang 2 lembaga yang memang secara konsisten selalu menjadi lembaga
dengan tingkat kepuasan terendah yaitu DPR-RI (skor 2,3203) dan partai politik (skor 2,3736)

+* Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara tradisional sering berada diperingkat atas lembaga
dengan kinerja paling memuaskan, saat ini justru berada ada peringkat 5 terbawah.

+* Adapun 5 lembaga negara dengan tingkat kepuasan terendah adalah sebagai berikut :

Peringkat Lembaga Puas Ll Skor Nilai .| Kualitas
Puas Konversi

10 Komisi Pemberantasan Korupsi 39.04 51.88 2.3817 59.543 TIDAK BAIK

11 DPD RI 39.52 50.63 2.3806 59.516 TIDAK BAIK

12 Partai Politik 35.48 50.54 2.3736 59.339 TIDAK BAIK

13 DPRRI 36.09 55.21 2.3203 58.007 TIDAK BAIK

14 Wakil Presiden 34.61 61.50 2.2818 57.044 | TIDAK BAIK

4
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TEMUAN

+* 5 Hal utama yang melatarbelakangi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah
Konstitusi adalah :
O MK dianggap sudah bekerja dengan baik ( 14,5%).
1 MK berhasil menyelesaikan sengketa dengan damai (6,8%)
L Keputusan MK dianggap sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat (5,3%)
1 MK dianggap mampu menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya (4,5%)
1 MK dianggap mampu menjaga independensinya (2,8%)
+* Selain itu masyarakat juga menganggap MK merupakan lembaga yang transparan,
menjaga keutuhan NKRI dan demokrasi serta menjadi tempat bagi rakyat yang

mencari keadilan.
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PO paRAVETER
TEMUAN

** Sementara 5 Hal utama yang melatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat terhadap
kinerja Mahkamah Konstitusi adalah :
O MK dianggap kurang adil dalam memutuskan perkara ( 8,4% ).
1 MK dianggap masih kurang baik kinerjanya (6,1%)
L MK dianggap belum berlaku adil dan jujur (5,5%)
O Keputusan MK dianggap tidak logis dan terlalu dipaksakan (3,1%)
1 MK dianggap kurang pro dengan rakyat kecil (2,3%)
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UJI VALIDITAS & RELIABILITAS
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PARAMETER

POLITIK INDONESIA

UJI VALIDITAS

Kepercayaan Terhadap MK 0.629 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap DPR 0.790 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap MPR 0.838 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap DPD 0.818 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap MA 0.792 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap BPK 0.760 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap KY 0.717 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap KPK 0.710 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap TNI 0.537 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap POLRI 0.580 0.000 VALID
Kepercayaan Terhadap KEJAKSAAN 0.744 0.000 VALID
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POLITIK INDONESIA

UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems
907 11

¢ Uji validitas yang dilakukan terhadap 14 variable penelitian menunjukkan bahwa
seluruh variable valid. Hal ini ditunjukkan dari nilai Corrected item-total Correlation
yang sudah melebihi angka 0,06 yang merupakan ambang batas nilai korelasi untuk
1.204 sampel. Selain itu nilai signifikansi yang dihasilkan juga sudah dibawah 0,05.

+*» Uji reliabilitas juga menunjukkan skor hasil uji Alpha Cronbach’s yang mencapai 0.907.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini

memiliki reliabilitas yang baik.
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PERSEPSI KEPERCAYAAN ATAS
INTEGRITAS LEMBAGA NEGARA
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
a9 . . . .
s Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ?

TOTAL TOTAL
42,7% PERCAYA 39,6% TIDAK PERCAYA
| . ) | | . ) |
40.0 r 37-6 36.1
200 17.7
5.1 3.5
0.0
Sangat Percaya Percaya Cukup Percaya Kurang Percaya Tidak Percaya
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Integritas MK

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 62 51 51
Percaya 452 37.6 42.7
Tidak Percaya 435 36.1 78.8
Sangat Tidak Percaya 42 35 82.3
Tidak Jawab 213 17.7 100.0
Total 1204 100.0

RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI

BAIK
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
.& Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ?

TOTAL
60.0 - TOTAL 51,1% TIDAK PERCAYA
37,4% PERCAYA .

r A ) 44.2
400 1 35.4
20.0

11.5
6.9
2.0
0.0
Sangat Percaya Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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POLITIK INDONESIAR

8’ PARAMETER
Indeks Persepsi Integritas DPR-RI

Integritas DPR

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 23 20 2.0 20
Percaya 427 354 354 374
Tidak Percaya 532 44.2 44.2 81.6
Sangat Tidak Percaya 83 6.9 6.9 88.5
Tidak Jawab 139 115 115 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
.& Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) ?

TOTAL TOTAL

60.0 42,3% PERCAYA 44,4% TIDAK PERCAYA

| . | [ | . 1

41.1 40.4
40.0 r
20.0
13.3
4.0
1.2
0.0
Sangat Percaya Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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Integritas MPR

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 15 12 12 12
Percaya 494 41.1 41.1 42.3
Tidak Percaya 486 404 40.4 82.7
Sangat Tidak Percaya 49 4.0 4.0 86.7
Tidak Jawab 160 13.3 133 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
.& Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) ?

TOTAL
60.0 - TOTAL 48,6% TIDAK PERCAYA
38,9% PERCAYA A

r 4 ) 43.8
40.0 | 37.7
20.0

12.5
4.8
1.2
0.0
Sangat Percaya Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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Integritas DPD

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 15 12 12 12
Percaya 454 37.7 37.7 38.9
Tidak Percaya 527 43.8 43.8 82.7
Sangat Tidak Percaya 57 4.8 48 87.5
Tidak Jawab 151 125 125 100.0
Total 1204 100.0 100.0
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
.& Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia ?

600 - TOTAL TOTAL

38,7% PERCAYA 43,4% TIDAK PERCAYA

A f A )
200 | 37.4 39.1
20.0 | 17.8
4.4
1.3
0.0
Sangat Percaya Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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POLITIK INDONESIAR

Integritas MA

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 15 13 13 1.3
Percaya 451 374 374 38.7
Tidak Percaya 470 39.1 39.1 7.7
Sangat Tidak Percaya 53 4.4 4.4 82.2
Tidak Jawab 215 17.8 17.8 100.0
Total 1204 100.0 100.0

RATA RATASKOR

#
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60.0

40.0

20.0

0.0

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan

.& Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ?

TOTAL
47,4% PERCAYA
r ! ! TOTAL
46.5 36,6% TIDAK PERCAYA
| . ) |
32.4
- 16.0
4.2
0.9
Sangat Percaya Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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e’ PARAMETER

Integritas BPK

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Sangat Percaya 11 9 9 9
Percaya 560 46.5 46.5 474
Tidak Percaya 390 324 324 79.8
Sangat Tidak Percaya 50 4.2 4.2 84.0
Tidak Jawab 193 16.0 16.0 100.0
Total 1204 100.0 100.0
RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI
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Persepsi Integritas Komisi Yudisial

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
.& Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia ?

TOTAL
TOTAL
o,
34,7% PERCAYA 38,8% TIDAK PERCAYA
A
| A . o 2
40.0 r
34.1 34.6
26.5
20.0
4.2
0.6
0.0
Sangat Percaya Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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POLITIK INDONESIAR

Indeks Persensi Integritas KY-Ri

Integritas KY

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 7 6 6 6
Percaya 411 34.1 34.1 34.7
Tidak Percaya 417 34.6 34.6 69.3
Sangat Tidak Percaya 50 4.2 4.2 735
Tidak Jawab 319 26.5 26.5 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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60.0

40.0

20.0

0.0

TOTAL

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) ?

41.5% PERCAYA

3.1

Sangat Percaya

TOTAL
47.9% TIDAK PERCAYA
| . ) |
38.4 40.5
10.7
7.4
Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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Integritas KPK

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 38 3.1 31 31
Percaya 462 384 384 415
Tidak Percaya 487 405 40.5 82.0
Sangat Tidak Percaya 89 74 74 89.3
Tidak Jawab 128 10.7 10.7 100.0
Total 1204 100.0 100.0

—#
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80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

Persepsi Integritas TNI

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
.& Tentara Nasional Indonesia (TNI) ?

TOTAL

75,1% PERCAYA

10.1

Sangat Percaya

65.0
TOTAL
19,6% TIDAK PERCAYA
| ' |
17.4
2.2 53
Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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POLITIK INDONESIA

Indeks Persepsi Integritas TNI

Integritas TNI

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 122 10.1 10.1 10.1
Percaya 782 65.0 65.0 75.1
Tidak Percaya 210 174 174 925
Sangat Tidak Percaya 26 2.2 2.2 94.7
Tidak Jawab 64 5.3 5.3 100.0
Total 1204 100.0 100.0

RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI
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Persensi Integritas POLRI

.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
.& Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ?

TOTAL
59,4% PERCAYA

| l |

60.0 TOTAL
52.3 35,6% TIDAK PERCAYA
| I |
40.0
32.4
20.0 +
7.1 3.2 5.0
0.0
Sangat Percaya Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab
Percaya
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Indeks Persepsi Integritas POLRI

Integritas POLRI

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 86 7.1 7.1 7.1
Percaya 630 52.3 52.3 594
Tidak Percaya 390 324 324 91.8
Sangat Tidak Percaya 38 3.2 3.2 95.0
Tidak Jawab 60 5.0 5.0 100.0
Total 1204 100.0 100.0

RATA RATA SKOR NILAI KONVERSI
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.ﬂ Seberapa percayakah anda terhadap Netralitas dan kejujuran atau kebersihan
.& Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia ?

TOTAL
TOTAL 46,4% TIDAK PERCAYA
00 7 38,5% PERCAYA .
' ; - 42.4
40.0 + 35.7
20.0 + 15.1
2.8 4.0
0.0
Sangat Percaya Percaya Tidak Percaya Sangat Tidak Tidak Jawab

Percaya
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Integritas KEJAKSAAN

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Sangat Percaya 34 2.8 2.8 28
Percaya 430 35.7 35.7 38.5
Tidak Percaya 510 42.4 42.4 80.9
Sangat Tidak Percaya 48 4.0 4.0 84.9
Tidak Jawab 182 15.1 15.1 100.0
Total 1204 100.0 100.0

124

—#



e'D

PARAMETER
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Peringkat Lembaga Puas UlELS Skor Nilai .| Kualitas
Puas Konversi

1 TNI 75.09 19.64 2.877 71.930 BAIK
2 POLRI 59.43 35.58 2.668 66.696 BAIK
3 Mahkamah Konstitusi 42.67 39.67 2.539 63.471 BAIK
4 Badan Pemeriksa Keuangan 47.45 36.57 2.526 63.155 BAIK
5 MPR RI 42.29 44.41 2.455 61.375 TIDAK BAIK
6 Kejaksaan 38.50 46.40 2.440 61.008 TIDAK BAIK
7 Mahkamah Agung 38.69 43.46 2.433 60.819 TIDAK BAIK
8 Komisi Yudisial 34.69 38.84 2.424 60.593 TIDAK BAIK
9 Komisi Pemberantasan Korupsi 41.48 47.86 2.417 60.432 TIDAK BAIK
10 DPD RI 38.92 48.53 2.406 60.138 TIDAK BAIK
11 DPRRI 37.40 51.06 2.366 59.155 TIDAK BAIK




/
O PARAMETER _ _
e, POLITIK INDONESIA Alasan masyarakat percaya integritas MK

PERCAYA INTEGRITAS LEMBAGANYA 8.4
SELAMA INI KINERJANYA SUDAH BAIK 8.0
MEREKA SUDAH DI LANTIK DAN DI SUMPAH 5.8
MK ADALAH LEMBAGA TINGGI NEGARA YANG KREDIBLE 3.5
MK SUDAH MEMUTUSKAN DENGAN ADIL 2.7
MENYELESAIKAN MASALAH DENGAN BAIK & DAMAI 2.7
INDEPENDENSI LEMBAGANYA SUDAH TERBUKTI 2.1
58 Apa alasan anda TEMPAT TERAKHIR MENCARI KEADILAN 1.9
‘. percaya dengan

C I i SELAMA INI SUDAH BERTANGGUNG JAWAB 1.6
Integritas

MK SUDAH BERPENGALAMAN MENGUIJI BANYAK UU
Mahkamah DENGAN TELITI 1.6

Konstitusi ?
MK SUDAH AMANAH 1.6

KARENA INDONESIA NEGARA HUKUM 1.6

KARENA MK SANGAT DIBUTUHKAN 0.4
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Apa alasan anda
tidak percaya
dengan integritas
Mahkamah
Konstitusi ?

Alasan masyarakat tidak puas dengan kinerja MK

KEPUTUSANNYA KURANG ADIL

PERTIMBANGANNYA TIDAK SESUAI FAKTA

KURANG NETRAL

KURANG PROFESIONAL

PUTUSANNYA MENYUSAHKAN ORANG KECIL

KURANG TEGAS

MASIH PERLU DIBUKTIKAN KINERJNYA

BANYAK INTERVENSI DARI PEMERINTAH DAN ELIT POLITIK

KURANG JUJUR & BERSIH

ADA OKNUM YANG BERMAIN

HASIL KEPUTUSANYA MEMBUAT GADUH

TIDAK MEMPERTIMBANGKAN EKONOMI YANG BELUM STABIL

KURANG TRANSPARANSI

ADA YANG MENGATUR SEMUA

HARUS LEBIH TAKUT SAMA TUHAN

KURANG TANGGUNG JAWAB

0.6
0.4
0.2

1.3
1.3
1.0

6.2
3.8
3.3
3.0
2.7
2.5
2.1
2.1
2.1
1.9
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TEMUAN

¢ Tingkat persepsi masyarakat terhadap integritas Mahkamah Konstitusi masuk kategori
baik dan relatif lebih baik dibanding lembaga lembaga negara lainnya.

** Mahkamah Konstitusi ada di peringkat ke-3 dari 11 lembaga yang diuiji.

* TNI masih menjadi lembaga negara dengan integritas paling dipercaya masyarakat. Disusul
kepolisian dan Mahkamah Konstitusi.

¢ Adapun 4 lembaga negara dengan persepsi intergritas tertinggi dan masuk dalam kategori

baik adalah sebagai berikut :

Peringkat Lembaga Puas LSS Skor Al .| Kualitas
Puas Konversi
1 TNI 75.09 19.64 2.877 71.930 BAIK
2 POLRI 59.43 35.58 2.668 66.696 BAIK
3 Mahkamah Konstitusi 42.67 39.67 2.539 63.471 BAIK
4 Badan Pemeriksa Keuangan 47.45 36.57 2.526 63.155 BAIK

4



POPARAMETER TEMUAN

+* Di satu sisi ada beberapa dasar utama kepercayaan publik terhadap integritas MK seperti
masyarakat sudah cukup percaya dengan integritas MK selama ini (8,4%) sebab kinerja MK
sudah dianggap baik (8,0%) dan publik juga percaya bahwa MK adalah lembaga negara
yang kredibel (3,5%) serta independensinya sudah terbukti (2,1%).

+* Namun disisi lain ada sebagian masyarakat yang memandang putusan MK tidak adil (6,2%)
dan tidak sesuai dengan fakta (3,8%).

+» Dalam beberapa kasus seperti pada uji materi UU Cipta Kerja, masyarakat juga memandang
putusan MK menyulitkan rakyat kecil dan tidak mempertimbangkan situasi ekonomi yang
belum stabil.

+* Pada beberapa putusan pilpres dan pilkada, masyarakat juga masih melihat kegaduhan
yang ditimbulkan dari putusan putusan MK.

** MK juga dipersepsikan masih rawan intervensi, khususnya dari presiden dan elit elit politik

lainnya.
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LAPORAN SURVEI

AWARENESS, PENILAIAN DAN KETAATAN
MASYARAKAT TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

BERBASIS TELEPOLLING

SEPTEMBER 2021







POPARAMETER LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi di tengah — tengah
masyarakat, menjadikan masyarakat lebih mudah mengakses berbagai informasi.

Termasuk informasi terkait kinerja dan kebijakan lembaga lembaga negara.

Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi dapat memudahkan masyarakat untuk
menyampaikan kritik, keluhan dan penilaian yang akan membentuk opini publik atas

pelayanan dari aparatur pemerintah.

Jika kritik, keluhan dan penilaian tersebut tidak segera di respon oleh pejabat publik dan
aparatur pemerintah, maka akan dapat berdampak buruk terhadap Lembaga negara yang
bersangkutan. Bahkan, jika tidak dapat dimitigasi dengan cepat, maka akan

menimbulkan konflik dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah.




POPARAMETER LATAR BELAKANG

Karena itu, penting bagi aparatur negara untuk memiliki sistem evaluasi dan jaring
aspirasi yang kredibel, cepat dan efisien guna memetakan dengan segera permasalahan -

permasalahan dan keluhan - keluhan agar dapat segera disikapi.

Telepolling menjadi salah satu solusi yang dapat memenuhi aspek kerdibilitas, efisiensi
dan kecepatan tersebut. Dengan telepolling, kita dapat menggali aspirasi dan pendapat
masyarakat dari berbagai pelosok negeri dengan waktu yang cepat tanpa harus

menghabiskan biaya yang besar.

Dengan telepolling, pihak - pihak terkait dapat memperoleh informasi dan hasil yang
cepat sehingga mampu merespon perubahan dan situasi yang terjadi di lapangan dengan

lebih cepat dan tepat.
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TUJUAN / LINGKUP PENELITIAN
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METODOLOGI PENELITIAN

POPULASI SURVEI adalah warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih sesuai
Undang Undang yang berlaku.

KERANGKA SAMPEL adalah nomor telepon responden yang pernah diwawancarai
secara tatap muka dalam survei nasional yang diselenggarakan pada rentang waktu

September 2011 hingga Desember 2020.

TARGET SAMPEL sebanyak 1.200 responden. Diambil dengan menggunakan metode
simple random sampling dari 10.000 data target yang telah dipilih secara random

dari kerangka sampel yang ada.
MARGIN OF ERROR survei sebesar * 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

PENGUMPULAN DATA dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner

yang dilakukan oleh surveyor terlatih.
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0

L4

o0

o0

SAMPLING PENELITIAN

POPULASI SURVEI adalah warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang
diwakili oleh nomor telpon responden yang pernah diwawancarai secara tatap muka
dalam survei nasional yang diselenggarakan pada rentang waktu September 2011

hingga Desember 2020.
NOMOR TELEPON tersebut merupakan nomor nomor telepon yang pada survei

tatap muka sebelumnya telah melalui proses sampling dengan menggunakan

multistage random sampling. Sehingga keacakan dan sebarannya dapat dijamin.

SAMPLING dilakukan dengan memilih 10.000 calon responden secara acak
sederhana dari data base yang ada.

WAWANCARA dilakukan kepada responden yang terpilih dari 10.000 nomor telepon
yang ada, yang di stratifikasi berdasarkan populasi, gender dan karakter demografi

lainnya.
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SAMPLING PENELITIAN

*

JUMLAH SAMPEL survei ditetapkan sebesar 1.200 responden.

+* PADA PROSESNYA survei dilakukan dengan melebihkan sampel guna mengantisipasi

sampel rusak. Sehingga pada akhirnya diperoleh sampel sebanyak 1.201 responden.

»* MARGIN OF ERROR adalah sebesar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%, jika

dihitung dengan rumus Krejcie and Morgan.
B NA*PQ
- d*(N-1)+22PQ

WAWANCARA dilakukan melalui sambungan telepon selama * 60 menit.

S

*
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PENYAJIAN DATA

- Univariat (Statistika Deskriptif)
Guna menjabarkan hasil penilaian dengan menggunakan
frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang
diwujudkan dalam grafik atau gambar.

- Bivariat (Analisa Crosstab / Tabulasi Silang)
Guna mencari hubungan antar variabel, khususnya variabel
karakter responden dengan variabel yang diteliti.
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PENGOLAHAN DATA KUALITATIF

+» DATA KUALITATIF diperoleh dari jawaban responden pada pertanyaan terbuka, yaitu
pertanyaan yang ditanyakan tanpa pilihan jawaban dan dapat dijawab secara bebas

serta spontan oleh responden.

+* DATA KUALITATIF yang serupa dan memiliki maksud yang sama dikumpulkan dalam
kelompok kelompok jawaban, sehingga data menjadi lebih sederhana dan dapat di

counting serta di analisa.

s DATA KUALITATIF lalu disajikan secara deskriptif dalam bentuk grafik dan di

interpretasikan.

11
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URGENSI VALIDASI SAMPEL

+* VALIDASI SAMPEL diperlukan untuk melihat apakah karakter data yang dikumpulkan
dari para responden serupa dengan karakter demografi dari populasi.

** POPULASI dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia.

+* DATA POPULASI diperoleh dari sumber sumber terpercaya seperti Badan Pusat
Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Indonesia.go.id.

+» KESESUAIAN antara karakter reponden dengan karakter populasi menunjukkan bahwa
aspirasi dan persepsi yang disampaikan oleh responden mampu mewakili dengan baik
aspirasi dan persepsi dari masyarakat Indonesia secara umum.

+» DATA KARAKTER yang diuji adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, suku, agama, dan

provinsi domisili responden.
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SEBARAN DOMISILI RESPONDEN

BANJABAR 25,8 25,7 SUMATERA 20,4 20,4
BANTEN 43 4.1 ACEH 1,8 1.9
DKI JAKARTA 4,1 4.1 BENGKULU 0,7 0.7
JAWA BARAT 17,4 17.5 Il 13 1.3
KEP. BANGKA BELITUNG 0,5 0.5
KEPULAUAN RIAU 0,6 0.6
JATEJAYA 32,3 32,2 SAPINE 3,2 3.2
oIy n 14 RIAU 2,0 2.0
JAWA TENGAH e 147 SUMATERA BARAT 1,9 1.9
SUMATERA SELATAN 3,1 3.1

JAWA TIMUR 16,2 16.1
SUMATERA UTARA 5,1 5.2

(Kpu.go.id, 2019)

#
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SEBARAN DOMISILI RESPONDEN

KALIMANTAN 5,9 6,2 SULAWESI 7,0 6,7
KALIMANTAN BARAT 1,9 1.9 GORONTALO 0,4 0.4
KALIMANTAN SELATAN 1,5 1.6 SULAWESI BARAT 0,5 0.4
KALIMANTAN TENGAH 0,9 0.9 SULAWESI SELATAN 3,2 33
KALIMANTAN TIMUR 1,3 1.3 SULAWESI TENGAH 1,0 1.0
KALIMANTAN UTARA 0,2 0.5 SULAWESI TENGGARA 0,9 0.6
SULAWESI UTARA 1,0 1.0

INDTIM 3,3 3,2
MALUKU 0,7 0.4 BALINUSRA 5,3 5,6
MALUKU UTARA 0,4 0.5 BALI 1,6 1.7
PAPUA 1,9 1.9 NUSA TENGGARA BARAT 1,9 2.0
PAPUA BARAT 0,4 0.4 NUSA TENGGARA TIMUR 1,8 1.9

(Kpu.go.id, 2019)

#
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SEBARAN KOTA / KABUPATEN RESPONDEN

RESPONDEN TERSEBAR DI 220 KOTA / KABUPATEN
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VALIDASI JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin

Sensus BPS, 2020

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Laki-laki 606 504 50.4 504
Perempuan 595 49.6 49.6 100.0
Total 1201 100.0 100.0
Pria 50.6 50,4
Wanita 49.4 49,6
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VALIDASI USIA RESPONDEN

Kel Usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Gen Z (17-24 Th) 185 154 154 154
Gen Y (25-40 Th) 448 373 373 52.7
Gen X (41-56 Th) 344 28.6 28.6 81.3
Boomer (57-75 Th) 204 17.0 17.0 98.3
Pre Boomer (Diatas 75 Th) 20 17 1.7 100.0
Total 1201 100.0 100.0
Gen Z (17-24 Th) 15,4 15.4
Gen Y (25-40 Th) 36,1 37.3
Gen X (41-56 Th) 29,3 28.6
Boomer (57-75 Th) 16,8 17.0
Pre Boomer (Diatas 75 Th) 2,4 1.7

Sensus BPS, 2020
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VALIDASI PENDIDIKAN RESPONDEN

Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah 204 17.0 17.0 17.0
Tamat SD/Setara 260 217 217 38.7
Tamat SMP/Setara 261 218 218 60.4
Tamat SMU/SMK/Setara 382 318 318 922
Tamat Perguruan Tinggi 94 7.8 7.8 100.0
Total 1201 100.0 100.0
Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah 14.8 17.0
Tamat SD / Setara 24.8 21.7
Tamat SMP / Setara 21.8 21.8
Tamat SMU / SMK / Setara 29.1 31.8
Tamat Perguruan Tinggi 9.5 7.8

Sensus BPS, 2020

19
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VALIDASI AGAMA RESPONDEN

Agama
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Islam 1066 88.8 88.8 88.8
Katolik 37 3.1 3.1 91.8
Protestan 75 6.2 6.2 98.1
Hindu 18 15 15 99.6
Budha 4 A4 4 99.9
Konghuchu 1 d 1 100.0
Total 1201 100.0 100.0

Islam 87,2 88,8

Protestan 6,9 6,2

Katolik 2,9 3,1

Hindu 1,7 1,5

Buddha 0,7 0,4

Konghuchu 0,05 0,1

Indonesia.go.id
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VALIDASI SUKU RESPONDEN

Kel Suku
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Am.bon 11 9 9 9 Jawa 40,2 41,8
Bali 34 2.8 2.8 3.7
Banjar 29 24 24 6.1 Sunda 15.5 16.6
Batak 31 26 26 8.8 ! !
Betawi 16 1.3 1.3 10.1
Bugis 34 2.8 2.8 12.9 Batak 3’6 2’6
Dayak 24 20 2.0 14.9
Jawa 502 418 418 56.7 Madura 3,0 0,9
Madura 11 9 9 57.6
Melayu 69 5.7 5.7 63.3 Betawi 2,9 1,3
Minangkabau 17 14 14 64.8
Papua (Asmat, Bugis 2,7 2,8
Amungme, di) 31 26 26 673 g ’ ’
Sasak 18 15 15 68.8 .
Sunda 199 16.6 16.6 85.4 Minang 2,7 14
Tionghoa / Cina 2 2 2 85.6
Lainnya, tuliskan 173 14.4 14.4 100.0 Melayu 2'3 5'7
Total 1201 100.0 100.0 .

Lainnya 27,1 26,9

Indonesia.go.id

21
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PENDAPATAN RESPONDEN
Income
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang dari Rp. 1.250.000 479 39.9 399 39.9

Rp 1.250.001 - Rp 2.000.000 266 22.1 221 62.0
Rp 2.000.001 - Rp 2.500.000 168 14.0 14.0 75.9
Rp. 2.500.001 - Rp. 3.500.000 138 115 115 874
Rp 3.500.001 - Rp 5.000.000 95 7.9 7.9 954
Rp 5.000.001 - Rp 7.000.000 36 3.0 3.0 98.3
Rp 7.000.001 - Rp 10.000.000 13 1.0 1.0 994
Rp 10.000.001 - Rp 12.000.000 1 1 A 994
Rp 12.000.001 - Rp 15.000.000 4 3 3 99.8
diatas Rp 15.000.000 3 2 2 100.0
Total 1201 100.0 100.0
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PEKERJAAN RESPONDEN

PEKERJAAN
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Pegawai Negeri Sipil 22 18 18 18
Guru Sekalah (SD, SMP, SMA) 24 2.0 2.0 3.8
Dosen 5 4 4 4.2
Pegawai BUMD atau BUMN 8 v T 4.9
Karyawan Swasta 115 9.6 9.6 145
Wiraswasta/Pedagang 305 254 254 39.9
Petani 176 14.6 14.6 545
Nelayan 12 1.0 1.0 555
Buruh Tani/Buruh Kebun 105 8.7 8.7 64.2
Jasa Pariwisata 4 3 3 64.5
Professional (Dokter, Pengacara, dll) 12 1.0 1.0 65.6
Jasa Transportasi 4 3 3 65.9
Ibu Rumah Tangga 237 198 19.8 85.7
Masih Sekolah/Kuliah 58 4.8 4.8 90.5
Pensiunan 46 39 39 944
Tidak Bekerja 58 4.8 48 99.2
Lainnya 10 8 8 100.0
Total 1201 100.0 100.0

23
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TEMUAN

** Secara domisili, tampak sebaran dan proporsi responden di setiap provinsi yang
diambil bersesuaian dengan data KPU tahun 2019. Walaupun ada perbedaan namun
relatif kecil dan tidak mempengaruhi hasil penelitian.

+* Hal ini penting untuk dipastikan agar aspirasi dari responden survei dapat mewakili
dengan baik aspirasi masyarakat Indonesia.

+* Selain proporsi sampel yang telah bersesuaian dengan proporsi populasi. Sebaran
sampel juga merata di seluruh Indonesia. Sampel survei tersebar di 34 provinsi dan
220 Kota/Kabupaten, sehingga survei mampu mewakili aspirasi masyarakat yang

berada di perkotaan maupun di pedesaan.

24
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Karakter demografi responden juga bersesuaian dengan karakter demografi populasi
masyarakat Indonesia yang di ambil dari data BPS dan website resmi pemerintah
www.Ilndonesia.go.id.

Dari sisi pendidikan, responden di dominasi oleh kalangan berpendidikan rendah dan
menengah. Sementara dari sisi pendapatan, responden didominasi oleh kalangan
berpendapatan rendah. Hal ini sejurus dengan struktur demografi masyarakat
Indonesia yang memang masih didominasi oleh masyarakat kelas bawah.

Suku Jawa dan Sunda mendominasi hingga lebih dari separuh responden

Responden survei juga mayoritas didominasi oleh wirawastawan, ibu rumah tangga

dan petani.

25



Tentang pekerja yang menikah dengan pekerja lainnya
dalam satu kantor
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.ﬂ Apakah anda tahu / tidak, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan
.& tentang aturan yang memperbolehkan pernikahan rekan kerja yang sekantor ?

100.0

78.5
80.0 r

60.0 |

40.0

21.5
200

0.0
Ya, Tahu Tidak Tahu

27
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.ﬂ Jika dulu rekan kerja yang satu kantor dilarang menikah, maka sekarang Mahkamah
.& Konstitusi telah mengeluarkan putusan baru bahwa rekan kerja yang satu kantor
boleh menikah. Apakah anda setuju atau tidak dengan putusan MK tersebut ?

00T 54.2
40.0
33.1
200 |
12.7
0.0
Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab

28
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POPARAMETER Uji Relasi Usia dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
% within Kel Usia Symmetric Measures
Setuju Nikah Sekantor Asymp. a »
; ; : Value Std. Errol ApPprox. Approx. Sig.
Kel Gen Z (17-24 Th Setuluo Tidak Setulou Total Interval by Interval Pearson's R -.060 .030 -1.934 053¢
e. enz (17- ) 67.0% 33.0% 100.0% Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.062 030 -2.016 044¢

Usia  GenY (25-40 Th) 54.0% 46.0% 100.0% N of Valid Cases 1048

Gen X (41-56 Th) 63.8% 36.2% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Boomer (57-75Th) 73.3% 26.7% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Pre Boomer (Diatas 75 Th) 57.9% 42.1% 100.0% C. Based on normal approximation.
Total 62.1% 37.9% 100.0%

* Secara usia, tingkat persetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
13/PUU-XV/2017 tampak tersebar relatif merata disemua strata.

¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara usia responden dengan persetujuan terhadap

putusan tersebut.
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Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
- } . Symmetric Measures
% within Jenis Kelamin
Setuju Nikah Sekantor Asymp. _
Setuju Tidak Setuju Total Value Std. Erro” | Approx. T Approx. Sig.
Jenis Kelamin Laki-laki 62.4% 37.6% 100.0% Interval by Interval Pearson's R .006 031 208 835¢
. . _ .
Perempuan 61.8% 38.2% 100.0% Ordinal .by Ordinal ~ Spearman Correlation .006 031 208 835
Total 62.1% 37.9% |  100.0% N of Valid Cases 1048

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
C. Based on normal approximation.

¢ Dari sisi jenis kelamin, tingkat persetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 13/PUU-XV/2017 tampak tersebar relatif merata disemua strata.
¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan persetujuan

terhadap putusan tersebut.
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Crosstab
% within Pendidikan Symmetric Measures
Setuju Nikah Sekantor Asymp. » .
— - - Setuju Tidak Setuju Total Interval by Interval Pearson's R Va'_“"iso =4 Eggf App_r;)');34 AEprOn iléloc

Pendidikan Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah 48.5% 51.5% 100.0% Ordiral by Ordinal ~ Spearman Correlation . 031 a1ar 000°

Tamat SD/Setara 59.0% 41.0% 100.0% N of Valid Cases 1047

Tamat SMP/Setara 66.8% 33.2% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Tamat SMUSMK/Setara 68.9% 31.1% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tamat Perguruan Tinggi 61.7% 38.3% 100.0% C. Based on normal approximation.
Total 62.1% 37.9% 100.0%

* Dari sisi pendidikan, tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor 13/PUU-
XV/2017 tampak relatif lebih kuat pada responden berpendidikan tinggi.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan persetujuan
terhadap putusan dengan derajat hubungan sebesar -0,130.

** Semakin tinggi pendidikan responden, persetujuan terhadap putusan MK Nomor

13/PUU-XV/2017 cenderung semakin kuat pula.
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Crosstab
% within Income Symmetric Measures
Setuju Nikah Sekantor Asymp. Tb _
- Setuju Tidak Setuju Total Interval by Interval Pearson's R Val-L.JiZQ =4 E(r)r?(:(r)a ApprZEZZ S §IOQOC

Income  Kurang dari Rp. 1.250.000 61.6% 38.4% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation 122 .030 -3.968 .000°

Rp 1.250.001 - Rp 2.000.000 40.1% 59.9% 100.0% N of Valid Cases 1047

Rp 2.000.001 - Rp 2.500.000 75.2% 24.8% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Rp. 2.500.001 - Rp. 3.500.000 84.2% 15.8% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Rp 3.500.001 - Rp 5.000.000 67.0% 33.0% 100.0% ¢. Based on normal approximation.

Rp 5.000.001 - Rp 7.000.000 86.1% 13.9% 100.0%

Rp 7.000.001 - Rp 10.000.000 76.9% 23.1% 100.0%

Rp 10.000.001 - Rp 12.000.000 100.0% .0% 100.0%

Rp 12.000.001 - Rp 15.000.000 100.0% .0% 100.0%

diatas Rp 15.000.000 66.7% 33.3% 100.0%
Total 62.2% 37.8% 100.0%

¢ Dari sisi pendapatan, tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor 13/PUU-
XV/2017 tampak relatif lebih kuat pada responden berpenghasilan tinggi.

* Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan responden dengan persetujuan
terhadap putusan dengan derajat hubungan sebesar -0,129.

¢ Semakin tinggi pendapatan responden, maka persetujuannya terhadap putusan MK

Nomor 13/PUU-XV/2017 cenderung semakin kuat pula. .
4
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Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
% within Agama Symmetric Measures
Setuju Nikah Sekantor Asymp.
Setuju Tidak Setuju Total Value Std. Error® ApDProx. Tb Approx. Sig.
Agama Islam 61.6% 38.4% 100.0% Interval by Interval ~ Pearson's R -.038 029 -1.239 216°
Katolik 53.6% 46.4% 100.0% Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation -.028 .030 -.913 .362°¢
Protestan 72.6% 27.4% 100.0% N of Valid Cases 1048
Hindu 50.0% 50.0% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.
Budha 100.0% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Konghuchu 100.0% 100.0% C. Based on normal approximation.
Total 62.0% 38.0% 100.0%

¢ Dari sisi agama, tingkat persetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
13/PUU-XV/2017 tampak tersebar relatif merata disemua strata.

¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara agama responden dengan persetujuan terhadap

putusan tersebut.
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.ﬂ Tolong anda sebutkan,
.& mengapa anda setuju
dengan putusan
Mahkamah Konstitusi

tersebut ?

Alasan setuju terhadap putusan MK
Nomor 13/PUU-XV/2017

HAK ORANG MEMILIH SIAPA UNTUK DINIKAHI 11.7
JODOH SUDAH DIATUR TUHAN 10.0
BISA LEBIH SEMANGAT DALAM KERJA 8.4
DALAM AGAMA TIDAK DILARANG 7.2
YANG PENTING PROFESIONALITAS TETAP HARUS DIJAGA 6.5
SELAMA TIDAK MENGANGGU DALAM BEKERJA 5.7
CINTA GA BISA DI HINDARI, ASAL SAMA SUKA 5.4

ASAL MASIH SAMA-SAMA SENDIRI 0.8
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ﬂ Tolong anda sebutkan,
.& mengapa anda tidak
setuju dengan putusan
Mahkamah Konstitusi
tersebut ?

Alasan tidak setuju terhadap putusan MK
Nomor 13/PUU-XV/2017

BISA MENGGANGGU PROFESIONALITAS 25.1
MERUGIKAN PERUSAHAAN 10.0
BISA MENGGANGGU PEKERJAAN 8.5
BISA TERJADI NEPOTISME 5.8
KURANG ETIS SEPERTINYA 3.0

HARUS ADA YANG KELUAR SALAH SATU 0.3
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Tingkat Ketaatan terhadap Putusan

.ﬂ Menurut anda seberapa taatkah seharusnya perusahaan atau kantor melaksanakan
.& putusan tersebut ?

60.0 55.3
40.0
25.8
200 |
11.6
7.4
0.0
Wajib Taat Taat Jika Tidak Perlu Ditaati Tidak Jawab
Menguntungkan

36
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Sepengetahuan anda, bagaimana pelaksanaan putusan ini dilapangan, apakah sudah
.& dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan atau belum ?

60.0
40-3 42-0
40.0 |
200 | 17.7
0.0
Sudah Baik Belum Baik Tidak Tahu
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POLITIK INDONESIA

TEMUAN

** Walaupun awareness terhadap putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 hanya sebesar
21.5%. Namun setelah disosialisasikan, ada lebih banyak yang setuju dengan putusan
tersebut (54.2%) dibanding dengan yang tidak setuju (33,1%).

+* Segmen masyarakat yang relatif setuju dengan putusan tersebut adalah :

1 Kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (tamatan SMU/SMK dan Perguruan
Tinggi)
1 Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi

+ Hal ini disebabkan karena memang putusan ini lebih berdampak bagi masyarakat yang

bekerja di sektor formal yang mayoritas di isi oleh masyarakat lulusan SMU/SMK dan

perguruan tinggi serta memiliki penghasilan diatas UMP/UMR




PO paRAVETER
TEMUAN

¢ Persetujuan publik terhadap putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 lebih didasarkan pada hak
dasar manusia dalam memilih pasangan (11,9%), yang juga dijamin oleh agama (7,2%).
¢ Selain itu adanya persepsi jika pasangan bekerja dalam satu kantor, maka semangat dalam
bekerja juga akan meningkat (8,4%).
¢ Berikut alasan alasan masyarakat yang setuju dengan putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017:
O Hak orang memilih siapa untuk dinikahi (11.7 %)
O Jodoh sudah diatur tuhan (10.0 %)
O Bisa lebih semangat dalam kerja (8.4 %)
O Dalam agama tidak dilarang (7.2 %)
O Profesionalitas tetap harus dijaga (6.5 %)
O Selama tidak menganggu dalam bekerja (5.7 %)
[ Cinta ga bisa di hindari, asal sama suka (5.4 %)

L Asal masih sama-sama sendiri (0.8 %)
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POLITIK INDONESIA

TEMUAN

** Sementara itu, publik yang tidak setuju dengan putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017
mendasarkan penilaiannya pada persepsi bahwa pasangan yang bekerja pada satu kantor
dapat mengganggu profesionalisme (25,1%), mengganggu pekerjaan (8,5%) dan dapat
menyebabkan terjadinya nepotisme (5,8%) sehingga pada akhirnya akan merugikan
perusahaan (10,0%).

¢ Berikut alasan alasan masyarakat yang setuju dengan putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 :

O Bisa mengganggu profesionalitas (25.1%)
O Merugikan perusahaan (10.0%)

O Bisa mengganggu pekerjaan (8.5%)

Q) Bisa terjadi nepotisme (5.8%)

O Kurang etis sepertinya (3.0%)

O Harus ada yang keluar salah satu (0.3%)
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TEMUAN

+ Tingkat ketaatan publik terhadap putusan ini cukup tinggi yaitu mencapai 55.3%, ekuivalen
dengan tingkat persetujuan (54,2%). Sementara yang taat dengan syarat ada 25,8% dan yang
tidak taat mencapai 7,4%.

+ Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa implementasi dari putusan ini di lapangan
cenderung belum baik (40,3%) dibanding yang menganggap sudah baik (17,7%).

** Ini artinya masyarakat masih banyak melihat dan merasakan terjadinya kasus pelanggaran

atas putusan mahkamah yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi terkait.
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Tentang eksekusi langsung objek jaminan fidusia
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Apakah anda tahu / tidak, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan
.& tentang aturan yang melarang para penagih hutang / debt collector untuk menyita
atau menarik barang dari para penunggak kredit secara sembarangan ?

80.0

62.2
60.0

400 | 37.8

20.0 ¢

0.0
Ya, Tahu Tidak Tahu
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Jika dulu para penagih hutang / debt collector boleh menyita atau menarik barang dari

.& orang yang menunggak kredit dimana saja dan kapan saka, maka sekarang Mahkamah
Konstitusi telah mengeluarkan putusan baru yang melarang hal tersebut dan
merekomendasikan kepada para debt collector meminta permohonan ke pengadilan
negeri atau bermusyarawah terlebih dahulu dengan si penunggak kredit. Apakah anda

setuju atau tidak dengan keputusan MK tersebut ?

80.0 r 74.7
60.0
40.0
20.0 17.3
8.0
0.0
Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab
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Uji Relasi Usia dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

POLITIK INDONESIA

[/
e O PARAMETER

Crosstab
9% within Kel Usia Symmetric Measures
Setuju Debt Asymp. " _
Setu Tidak Setuju Total Interval by Interval Pearson's R Valuleise =4 Eg?(:f ApprgXS.Ql S ilogoc
Kel Gen Z(17-24 Th) 90.9% 9.1% 100.0% Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation .155 .030 5.202 'OOOC
Usia  GenY (25-40 Th) 82.1% 17.9% 100.0% > P ' ' ' '
N of Valid Cases 1104
Gen X (41-56 Th) 83.5% 16.5% 100.0% - -
a. Not assuming the null hypothesis.
Boomer (57-75 Th) 67.0% 33.0% 100.0% b. Using th otic standard ing the null hvpothes
Pre Boomer (Diatas 75 Th) 60.0% 400% |  100.0% ' 'ngd ¢ asymplo ¢ slangarc errorassuming e ull iypothests.
c.
Total 81.1% 18.9% 100.0% Based on normal approximation.

¢ Dari sisi usia, tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-XVIII/2019

tampak relatif lebih kuat pada responden berusia muda.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat

hubungan yang signifikan antara usia responden dengan persetujuan terhadap

putusan dengan derajat hubungan sebesar -0,166.

** Semakin muda usia responden, maka persetujuannya terhadap putusan MK Nomor

18/PUU-XVIII/2019 cenderung semakin kuat pula.

4
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emem Uji Relasi Jenis Kelamin dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
Symmetric Measures
% within Jenis Kelamin
Setuju Debt Asymp. - " _

Setuju Tidak Setuju Total — | = — Value Std. Erro Appro>;27 Approx. S;;.C
Jenis Kelamin __ Laki1ak 78.5% 215% | 100.0% e b -7 0304 2 026
Perempuan 83.8% 162% |  100.0% ﬁr f'r\‘/a |'dy(§)r " pearman Correlation - 067 030 -2.221 026

Total 81.1% 189% |  100.0% of Vald ases 1104

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

C. Based on normal approximation.

¢ Dari sisi jenis kelamin, tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-
XVI111/2019 tampak relatif lebih kuat pada responden perempuan.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan persetujuan
terhadap putusan dengan derajat hubungan sebesar -0,067.

** Persetujuan responden wanita terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-XVIII/2019

terbukti cenderung lebih kuat dibanding responden pria.
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eoﬂ’ﬁwuﬂﬁﬁ Uji Relasi Pendidikan dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
mmetric Measures
% within Pendidikan >
Setuju Debt val SAij‘p- 2 | Aporox. 7 | Aporox. Si
. - . ue td. Errol roX. rox. Sig.
—— — Segglgo/ Tidak igtg{; I&alm/ interval by Interval _ Pearson's R ~204 032 6,932 000°
endidikan dak lama : € ) 00 ’ oo 0 Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation -.195 .032 -6.617 .000°¢
Tamat SD/Setara 80.0% 20.0% 100.0% N of Valid Cases 1104
Tamat SMP/Setara 91.2% 8.8% 100.0% 2. Not assuming the null hypothesis
Tamat SMU/SMK/Setara 86.0% 14.0% 100.0% '
. ° ° ° b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Tamat Perguruan Tinggi 84.5% 15.5% 100.0% o
Total 811% 18.9% 100.0% C. Based on normal approximation.

s Dari sisi pendidikan, tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-
XVII1/2019 tampak relatif lebih kuat pada responden berpendidikan tinggi.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan persetujuan
terhadap putusan dengan derajat hubungan sebesar -0,204.

s Semakin tinggi pendidikan responden, maka persetujuan terhadap putusan MK

Nomor 18/PUU-XVIII/2019 cenderung semakin kuat pula.
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Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
% within Income Symmetric Measures
Setuju Debt Asymp.
Setuju Tidak Setuju Total Value Std. Error” | Approx. ™ Approx. Sig.

Income  Kurang dari Rp. 1.250.000 81.9% 18.1% 100.0% Interval by Interval ~ Pearson's R .068 032 2.256 .024¢

Rp 1.250.001 - Rp 2.000.000 82.9% 17.1% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation 057 .032 1.878 .061°¢

Rp 2.000.001 - Rp 2.500.000 85.4% 14.6% 100.0% N of Valid Cases 1102

Rp. 2.500.001 - Rp. 3.500.000 89.9% 10.1% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Rp 3.500.001 - Rp 5.000.000 59.6% 40.4% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Rp 5.000.001 - Rp 7.000.000 58.3% 41.7% 100.0% ¢. Based on normal approximation.

Rp 7.000.001 - Rp 10.000.000 30.8% 69.2% 100.0%

Rp 10.000.001 - Rp 12.000.000 100.0% 0% 100.0%

Rp 12.000.001 - Rp 15.000.000 50.0% 50.0% 100.0%

diatas Rp 15.000.000 33.3% 66.70 100.0%
Total 81.1% 18.9% 100.0%

¢ Dari sisi pendapatan, tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-
XVI11/2019 tampak relatif lebih kuat pada responden berpendapatan rendah.

* Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan responden dengan persetujuan
terhadap putusan dengan derajat hubungan sebesar 0,068.

¢ Semakin rendah pendapatan responden, maka persetujuannya terhadap putusan MK

Nomor 18/PUU-XVIII/2019 cenderung semakin kuat pula.
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POPARAMETER Ujii Relasi Agama dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

Agama * Setuju Debt Crosstabulation
Symmetric Measures

% within Agama
Setuju Debt Asymp.
Setuju Tidak Setuju Tota Value Std. Error® | Approx. T° | Approx. Sig.

Agama  Islam 30.5% 19.5% 100.0% Interval by Interval Pearson's R -.043 .026 -1.413 .158°¢

Katolik 93.1% 6.9% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation -.045 027 -1.511 131°

Protestan 81.5% 18.5% 100.0% N of Valid Cases 1105

Hindu 88.9% 11.1% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Budha 100.0% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Konghuchu 100.0% 100.0% ¢. Based on normal approximation.
Total 81.1% 18.9% 100.0%

¢ Dari sisi agama, tingkat persetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVIII/2019 tampak tersebar relatif merata disemua strata.

¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara agama responden dengan persetujuan terhadap

putusan tersebut.
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Tolong anda sebutkan,
.& mengapa anda setuju
dengan putusan
Mahkamah Konstitusi

tersebut ?

Alasan setuju terhadap putusan MK
Nomor 18/PUU-XVIII/2019

MENGHINDARI KERIBUTAN & KEKERASAN 13.8
KASIH KERINGANAN WAKTU, KARENA PANDEMI 9.6
AGAR TIDAK SEWENANG-WENANG 8.1
HARUSNYA MUSYAWARAHKAN DULU 5.8
MENAGIH HARUS SOPAN 5.1
SERING DISALAHGUNAKAN UNTUK KEJAHATAN 4.1
SUPAYA TIDAK AMBIL SEMBARANGAN 3.4
HARUS SESUAI DENGAN KONTRAK PEMINJAMAN 2.7
MELINDUNGI RAKYAT KECIL YANG SERING DITINDAS 2.4
MEMANUSIAKAN MANUSIA 2.2
HARUSNYA URUSAN KEJAKSAAN / KEPOLISIAN 1.9
NAGIH HUTANG ADA ATURANNYA 1.8

TERLALU KERAS/KEJAM 0.4
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POLITIK INDONESIA

ﬂ Tolong anda sebutkan,
.& mengapa anda tidak
setuju dengan putusan
Mahkamah Konstitusi
tersebut ?

Alasan tidak setuju terhadap putusan MK
Nomor 18/PUU-XVIII/2019

SUPAYA TIDAK MEREMEHKAN UTANG 9.2
YANG BERHUTANG HARUS TAHU KEWAJIBAN 6.8
SUDAH ADA DALAM PERJANJIANNYA 6.3
PERUSAHAAN BISA BANGKRUT 6.3
PENAGIH BUTUH KEKUATAN HUKUM 4.8
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POLITIK INDONESIA

Tingkat Ketaatan terhadap Putusan

.ﬂ Menurut anda seberapa taatkah seharusnya perusahaan peminjam atau leasing
.& melaksanakan putusan tersebut ?

80.0 r

72.8
60.0 I
400
18.7
200 |
6.4
2.1
0.0
Wajib Taat Taat Jika Tidak Perlu Ditaati Tidak Jawab
Menguntungkan
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Sepengetahuan anda, bagaimana pelaksanaan putusan ini dilapangan, apakah sudah
.& dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan atau belum ?

60.0
53.0
40.0 |
30.3
20.0 F 16.7
0.0
Sudah Baik Belum Baik Tidak Tahu
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POLITIK INDONESIA

TEMUAN

¢ Awareness terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-XVIII/2019 adalah sebesar
37,8%, lebih tinggi dibanding awareness putusan tentang penikahan sekantor yang
sebesar 21.5%.
¢ Setelah disosialisasikan, ada lebih banyak yang setuju dengan putusan tersebut
(74,7%) dibanding dengan yang tidak setuju (17,3%).
¢ Segmen masyarakat yang relatif setuju dengan putusan tersebut adalah :
O Kelompok masyarakat berusia muda (dibawah 40 Tahun)
0 Kelompok perempuan
0 Kelompok masyarakat berpendidikan tinggi

0 Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
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s Tingginya segmen masyarakat usia muda dan berpenghasilan rendah yang setuju
dengan putusan tersebut disebabkan karena mereka adalah segmen yang lebih sering
mengakses institusi pemberi pinjaman.

** Sementara segmen perempuan lebih khawatir dan takut dengan kekerasan yang
sering diperontonkan oleh para debt collector saat menyita jaminan fidusia.

** Hal ini tergambar dari alasan alasan responden menyetujui putusan MK Nomor

18/PUU-XVIII/2019 tersebut
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+* Mayoritas dari masyarakat yang setuju dengan putusan tersebut beralasan pada hal hal yang
terkait dengan kekerasan dan kesewenang wenangan para debt collector seperti :
L Menghindari Keributan & Kekerasan (13.8%)
O Agar Tidak Sewenang-wenang (8.1%)
O Sering Disalahgunakan Untuk Kejahatan (4.1%)
O Melindungi Rakyat Kecil Yang Sering Ditindas (2.4%)
L Memanusiakan Manusia (2.2%)
O Terlalu Keras/Kejam (0.4%)
¢ Selain itu ada juga masyarakat yang setuju karena petimbangan pandemi, sehingga
membutuhkan keringanan kredit (9,6%), harus musyawarah terlebih dahulu (5,8%), menagih
dengan cara yang sopan (5,1%) dan sesuai aturan (1,8%)
¢ Ada juga yang setuju dengan alasan bahwa penyitaan seharusnya di dampingi oleh aparat

hukum (1,9%) dan tidak sembarangan (3,4%) 56
4
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POLITIK INDONESIA

TEMUAN

** Adapun masyarakat yang tidak setuju dengan putusan MK Nomor 18/PUU-XVIII/2019
mendasarkan penilaiannya pada persepsi bahwa penyitaan dibutuhkan untuk menertibkan
dan menyadarkan para penunggak hutang.

+ Selain itu ada juga yang beralasan bahwa perusahaaan leasing bisa bangkrut jika pada
penunggak kredit tidak ditindak tegas.

¢ Berikut alasan alasan masyarakat yang setuju dengan putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 :

O Supaya tidak meremehkan utang (9.2%)

O Yang berhutang harus tahu kewajiban (6.8%)
O Perusahaan bisa bangkrut (6.3%)

O Sudah ada dalam perjanjiannya (6.3%)

O Penagih butuh kekuatan hukum (4.8%)
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TEMUAN

** Sementara itu tingkat ketaatan publik terhadap putusan ini juga sangat tinggi (72,8%).
Sejalan dengan tingkat persetujuan masyarakat yang juga mencapai 74,7%. Ini menandakan
bahwa putusan ini memang sangat sejalan dengan keinginan masyarakat.

** Namun demikian, masyarakat menilai bahwa implementasi dari putusan ini di lapangan
cenderung belum baik (53,0%) dibanding yang menganggap sudah baik (16,7%).

+* Hal ini wajar, mengingat berita berita tentang tindak kekerasan debt collector masih dapat

kita jumpai di berbaga media massa belakangan ini.
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Tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Apakah anda tahu / tidak, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan
.& tentang pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai
negeri sipil ?

60.0 55.6

44.4

40.0

200

0.0
Ya, Tahu Tidak Tahu
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Saat ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang memperbolehkan
.& adanya proses pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dari
sebelumnya non pegawai negeri menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat bahwa

proses tersebut tidak merugikan pegawai KPK. Apakah anda setuju atau tidak dengan

c00 .  Pbutusan MK tersebut?
41.6
= 35.6
22.9
200
0.0
Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab
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POPARAMETER Uji Relasi Usia dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
% within Kel Usia Symmetric Measures
Setuju KPK Asymp.
Setuju Tidak Setuju Total Value Std. Error’* | Approx. T Approx. Sig.

Kel Gen Z (17-24 Th) 63.0% 37.0% 100.0% Interval by Interval Pearson's R .043 .033 1.316 .189¢
Usia Gen Y (25-40 Th) 50.4% 49.6% 100.0% Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation .036 .033 1.101 271¢

Gen X (41-56 Th) 52.7% 47.3% | 100.0% | [NofvaidCases 926

Boomer (57-75 Th) 59.2% 40.8% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Pre Boomer (Diatas 75 Th) 21.1% 78.9% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Total 53.9% 46.1% 100.0% C. Based on normal approximation.

¢ Secara usia, tingkat persetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
70/PUU-XVII/2019 tampak tersebar relatif merata disemua strata.
¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara usia responden dengan persetujuan terhadap

putusan tersebut.
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Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
. : . Symmetric Measures
% within Jenis Kelamin
Setuju KPK Asymp. .
Setuju Tidak Setuju Total Value Std. Errof” | Approx. T Approx. Sig.

Jenis Kelamin Laki-laki 56.9% 43.1% 100.0% Interval by Interval Pearson's R 063 033 1.915 056

. . . c
Perempuan 50.6% 49.4% 100.0% Ordinal .by Ordinal  Spearman Correlation .063 033 1.915 056
Total 53.9% 461% | 10000 | LNofvaidCases 926

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
C. Based on normal approximation.

¢ Dari sisi jenis kelamin, tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor 70/PUU-
XVI1/2019 tampak cenderung lebih kuat pada responden laki laki.

** Namun dengan level signifikansi yang masih di atas 0,05, maka kecenderungan
tersebut disimpulkan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

** Sehingga dapat disimpulkan tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor

70/PUU-XVII/2019 relatif sama baik pada laki laki maupun perempuan.
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eoﬂ’ﬁwuﬂﬁﬁ Uji Relasi Pendidikan dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
% within Pendidikan Symmetric Measures
Setuju KPK Asymp.
Setuju Tidak Setuju Total Value Std. Error” | Approx. I Approx. Sig.

Pendidikan  Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah 71.0% 29.0% 100.0% Interval by Interval  Pearson's R 122 032 3.721 .000°

Tamat SD/Setara 56.8% 43.2% 100.0% Ordinal by Ordinal Spearman Correlation 112 .032 3.440 .001¢

Tamat SMP/Setara 40.6% 59.4% 100.0% N of Valid Cases 926

Tamat SMU/SMK/Setara 51.2% 48.8% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Tamat Perguruan Tinggi 51.7% 48.3% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Total 54.0% 46.0% 100.0% . .

C. Based on normal approximation.

* Dari sisi pendidikan, tingkat persetujuan terhadap putusan MK Nomor 70/PUU-
XVI11/2019 tampak relatif lebih kuat pada responden berpendidikan rendah.

** Dengan level signifikansi yang sudah dibawah 0,05, maka disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan persetujuan
terhadap putusan dengan derajat hubungan sebesar 0,122.

** Semakin rendah pendidikan responden, maka persetujuan terhadap putusan MK

Nomor 70/PUU-XVII/2019 cenderung semakin kuat.
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eoﬂ’ﬁwuﬂﬁﬁ Uji Relasi Pendapatan dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
9% within Income Symmetric Measures
Setuju KPK Asymp.
Setju Tidak Setuju Total Value Std. Error® Approx. Tb Approx. Sig.

Income _ Kurang dari Rp. 1.250.000 54.1% 459% | 100.0% Interval by Interval  Pearson's R 058 033 1.759 079°

Rp 1.250.001 - Rp 2.000.000 67.5% 325% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation 057 .033 1.744 .081°¢

Rp 2.000.001 - Rp 2.500.000 42.6% 57.4% | 100.0% | | NofVaidCases 926

Rp. 2.500.001 - Rp. 3.500.000 42.2% 57.8% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Rp 3.500.001 - Rp 5.000.000 55.3% 44.7% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Rp 5.000.001 - Rp 7.000.000 60.0% 40.0% 100.0% c. Based on normal approximation.

Rp 7.000.001 - Rp 10.000.000 15.4% 84.6% 100.0%

Rp 10.000.001 - Rp 12.000.000 .0% 100.0% 100.0%

Rp 12.000.001 - Rp 15.000.000 50.0% 50.0% 100.0%

diatas Rp 15.000.000 66.70 33.3% 100.0%
Total 54.0% 46.0% 100.0%

*» Dari sisi pendapatan, tingkat persetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/PUU-XVII/2019 tampak tersebar relatif merata disemua strata.

*» Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan responden dengan persetujuan

terhadap putusan tersebut.




[/
POPARAMETER Ujii Relasi Agama dengan
Persetujuan Terhadap Putusan

Crosstab
% within Agama Symmetric Measures
Setuju KPK Asymp.
Setuju Tidak Setuju Total Value Std. Erro® ApProx. Tb Approx. Sig.

Agama  Islam 53.6% 46.4% 100.0% Interval by Interval ~ Pearson's R -.004 .033 -.110 913°¢

Katolik 71.4% 28.6% 100.0% Ordinal by Ordinal ~ Spearman Correlation -.012 .033 -.367 714°

Protestan 49.0% 51.0% 100.0% N of Valid Cases 926

Hindu 41.2% 58.8% 100.0% a. Not assuming the null hypothesis.

Budha 80.0% 20.0% 100.0% b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Konghuchu 100.0% . C. Based on normal approximation.
Total 53.9% 46.1% 100.0%

¢ Dari sisi agama, tingkat persetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
70/PUU-XVII/2019 tampak tersebar relatif merata disemua strata.

¢ Dengan level signifikansi yang masih diatas 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara agama responden dengan persetujuan terhadap

putusan tersebut.
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.ﬂ Tolong anda sebutkan,
.& mengapa anda setuju
dengan putusan
Mahkamah Konstitusi

tersebut ?

Alasan setuju terhadap putusan MK
Nomor 70/PUU-XVII/2019

MENINGKATKAN KINERJA & SEMANGAT KPK 15.9
BAGUS UNTUK KARIR & KESEJAHTERAAN 8.5
SUPAYA TIDAK ADA KORUPSI 7.0
SEBAGAI PENGHARGAAN 6.6
GAIJINYA JADI TERUKUR 6.0
ASAL TIDAK MENGGANGGU KERJA KPK 4.6

IKUT PEMERINTAH SAJA 3.6
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.ﬂ Tolong anda

.& sebutkan, mengapa
anda tidak setuju
dengan putusan
Mahkamah
Konstitusi tersebut ?

Alasan tidak setuju terhadap putusan MK
Nomor 70/PUU-XVII/2019

KPK HARUS NETRAL/ INDEPENDEN 14.1
MENJADI TIDAK PROFESIONAL 9.1
TAKUT KORUPSI SEMAKIN MERAJALELA 5.9
SELEKSINYA BERMASALAH 5.6
GERAKNYA JADI TERBATAS 4.3
AKAN ADA INTERVENSI & TEKANAN PEMERINTAH 3.2
MENAMBAH ANGGARAN GAJI PNS 2.7

SELEKSINYA KURANG ADIL 1.6

LEBIH BAIK PNSKAN YANG LAIN, SEPERTI GURU 1.5
HONORER :

KINERJA KPK SEKARANG SUDAH BAIK 0.7
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Tingkat Ketaatan terhadap Putusan

.ﬂ Menurut anda seberapa taatkah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi
.& melaksanakan putusan tersebut ?

60.0
42.5
40.0
23.3 21.6
200 |
12.6
0.0
Wajib Taat Taat Jika Tidak Perlu Ditaati Tidak Jawab
Menguntungkan
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Sepengetahuan anda, bagaimana pelaksanaan putusan ini dilapangan, apakah sudah
.& dilaksanakan dengan baik oleh KPK atau belum ?

60.0 r 54.9
40.0 |
30.6
200 1 14.6
0.0
Sudah Baik Belum Baik Tidak Tahu
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TEMUAN

s Awareness terhadap putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebesar 44,4%, paling
tinggi dibanding awareness putusan tentang penikahan sekantor yang sebesar 21.5%,
maupun sita jaminan fidusia (37,8%).

+* Hal ini disebabkan oleh ekspose berita terkait pemberhentian pegawai KPK banyak
yang menyinggung putusan Mahkamah Konsitusi tersebut.

+* Setelah disosialisasikan, ternyata masyarakat relatif terbelah. Ada 41,6% yang setuju
dengan putusan tersebut, ada pula 35,6% masyarakat yang tidak setuju (17,3%).

s Segmen masyarakat yang relatif setuju dengan putusan tersebut adalah level
masyarakat berpendidikan rendah.

** Sementara masyarakat berpendidikan tinggi cenderung menolak putusan tersebut.
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TEMUAN

s Tingginya persetujuan segmen masyarakat berpendidikan rendah disebabkan karena
persepsi mereka terhadap status pegawai negeri sipil.

*»» Pegawai negeri sipil dianggap profesi idaman oleh masyarakat berpendidikan rendah
sehingga alih status pegawai KPK menjadi ASN dianggap merupakan berkah dan
penghargaan bagi pegawai KPK (6,6%) yang baik untuk karir dan kesejahteraan mereka
(8,5%) sehingga dengan demikian semangat kerja para pegawai KPK akan semakin
meningkat (15,9%) dan potensi korupsi di tubuh KPK bisa ditiadakan (7,0%).

+* Alasan lain publik setuju keputusan tersebut adalah :

1 Gajinya jadi terukur (6.0%)
O Asal tidak mengganggu kerja KPK (4.6%)
O Ikut pemerintah saja (3.6%)
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TEMUAN

** Adapun masyarakat yang tidak setuju dengan putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019
mendasarkan penilaiannya pada persepsi bahwa alih status akan membuat KPK kehilangan
independensi (14,1%), profesionalitas (9,1%), terbatasnya gerakan KPK (4,3%) dan rawan
terhadap intervensi dan tekanan pemerintah (3,2%).

+ Disamping itu juga ada masyarakat yang menganggap bahwa proses seleksi yang dilakukan
KPK bermasalah (5,6%) dan tidak adil (1,6%).

¢ Selain itu alasan masyarakat yang tidak setuju putusan tersebut adalah :

O Takut korupsi semakin merajalela (5.9%)

0 Menambah anggaran gaji PNS (2.7%)

O Lebih baik PNSkan yang lain, seperti guru honorer (1.5%)
O Kinerja KPK sekarang sudah baik (0.7%)
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TEMUAN

s Selain itu tingkat ketaatan masyarakat terhadap putusan ini juga menjadi yang terendah
(42,5%) dibanding dua putusan yang diuji sebelumnya.

++ Disisi lain tingkat ketidaktaatan masyarakat justru menjadi yang tertinggi (21,6%) dibanding
dua putusan sebelumnya.

+* Masyarakat lebih cenderung meminta KPK untuk tidak perlu mentaati putusan ini.

+* Disamping itu persepsi atas implementasi dari putusan ini juga menjadi yang terendah
(14,6%) dibanding 2 putusan yang diuji sebelumnya.

+* Hal ini wajar, mengingat berita berita tentang perselisihan dan pemberhentian pegawai KPK

yang tidak lolos seleksi masih hangat diperbincangkan dan diberitakan di media massa.
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Apakah anda tahu / tidak, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan
®2 berikut ini ?

60.0
44.4
40.0 | 37.8
21.5
200
0.0
Alih Status Pegawai KPK Eksekusi Jaminan Fidusia Pernikahan Sekantor
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POLITIK INDONESIA

o) Apakah anda setuju atau tidak dengan putusan MK berikut ini ?
-

Y
80.0 r 74.7
60.0 54.2

41.6
400
200 |
0.0
Eksekusi Jaminan Fidusia Pernikahan Sekantor Alih Status Pegawai KPK
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POLITIK INDONESIA

.ﬂ Menurut anda seberapa taatkah seharusnya putusan tersebut dilaksanakan ?

80.0

40.0 r

72.8
55.3
200 42.5
0.0
Eksekusi Jaminan Fidusia Pernikahan Sekantor Alih Status Pegawai KPK
Wajib Taat M Tidak Perlu Taat
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POLITIK INDONESIAR

.ﬂ Sepengetahuan anda, bagaimana pelaksanaan putusan ini dilapangan, apakah sudah
.& dilaksanakan dengan baik atau belum ?

80.0

60.0

| .

200

17.7 16.7 14.6
0.0
Pernikahan Sekantor Eksekusi Jaminan Fidusia Alih Status Pegawai KPK
Sudah Baik B Belum Baik
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TEMUAN

** Putusan terkait alih status pegawai KPK menjadi putusan paling populer dengan tingkat
awareness mencapai (44,4%) sebagai akibat dari begitu gencarnya pemberitaan terkait
konflik proses seleksi pegawai KPK dimedia massa.

+* Hal serupa juga membuat putusan terkait sita langsung jaminan fidusia menjadi cukup
populer (37,8%). Kasus kasus kekerasan para debt collector yang masih dapat kita jumpai
dalam pemberitaan di media massa menjadi salah satu penyebab populernya putusan ini.

+* Sementara putusan terkait pernikahan rekan sekantor tampak tidak terlalu populer (21,5%),
selain karena jarang di beritakan, putusan ini juga menjadi konsern sebagian masyarakat saja

(pegawai sektor formal).
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TEMUAN

+» Dalam hal persetujuan dan tingkat ketaatan, putusan jaminan fidusia menjadi yang paling
tinggi dengan angka lebih dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa putusan ini telah sejalan
dengan aspirasi masyarakat luas.

*» Sementara persetujuan atas putusan alih status pegawai KPK menjadi yang paling rendah
(dibawah 45%) akibat konflik berkepanjangan yang menyertai proses seleksinya.

** Namun demikian, jumlah masyarakat yang setuju dengan putusan alih status pegawai KPK
masih lebih besar (41,6%) dibanding yang menolak (35,6%). Hal ini disebabkan oleh
banyaknya persepsi di masyarakat yang menganggap bahwa status PNS adalah sesuatu yang
tinggi derajatnya, sehingga pemberian status PNS bagi pegawai KPK adalah suatu anugerah

yang baik bagi karir dan masa depan para pegawai KPK.
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POLITIK INDONESIA

TEMUAN

s Ekspose negatif media atas kejadian yang terkait dengan putusan juga berdampak pada
persepsi atas implementasi putusan tersebut.

+* Putusan alih status pegawai KPK dipersepsikan menjadi yang paling rendah implementasinya
(14,6% sudah baik dan 54,9% tidak baik). Kemudian disusul persepsi atas implementasi
putusan eksekusi jaminan fidusia (16,7% baik dan 53,0% tidak baik).
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e O PARAMETER

POLITIK INDONESIA

1.6. PENILAIAN VARIABEL LAYANAN PERSIDANGAN (HOSPITALITY
KEPROTOKOLAN PENANGANAN PERKARA)



“ 1.6.1. SKOR LAYANAN PERSIDANGAN (HOSPITALITY
KEPROTOKOLAN PENANGANAN PERKARA)

1.6.1.1. Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 6.5
Puas 56.5
Sangat Puas 37.0

1.6.1.2. Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait permohonan yang
diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan

Kategori Persentase
Kurang Puas 13.1
Puas 47.8
Sangat Puas 39.1




“ 1.6.1. SKOR LAYANAN PERSIDANGAN (HOSPITALITY
KEPROTOKOLAN PENANGANAN PERKARA)

1.6.1.3. Kepuasan proses pemeriksaan persidangan

Kategori Persentase
Tidak Puas 4.4
Kurang Puas 13.0
Puas 47.8
Sangat Puas 34.8

1.6.1.4. Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan persidangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 41.3
Sangat Puas 56.5




“ 1.6.1. SKOR LAYANAN PERSIDANGAN (HOSPITALITY
KEPROTOKOLAN PENANGANAN PERKARA)

1.6.1.5. Pengamanan di dalam persidangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 34.8
Sangat Puas 60.9

1.6.1.6. Kebersihan Ruang Sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 26.1
Sangat Puas 71.7

—‘



“ 1.6.1. SKOR LAYANAN PERSIDANGAN (HOSPITALITY
KEPROTOKOLAN PENANGANAN PERKARA)

1.6.1.7. Kenyamanan Ruang Tunggu persidangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 26.1
Sangat Puas 69.6

1.6.1.8. Kemampuan petugas kepaniteraan dalam melayani persidangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 26.1
Sangat Puas 71.7

—‘



“ 1.6.1. SKOR LAYANAN PERSIDANGAN (HOSPITALITY
KEPROTOKOLAN PENANGANAN PERKARA)

\ET Kualitas
Konversi Pelayanan

Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang 3.304 82.6 B BAIK
5 E:{:Iriss:oisr;f:;r:;s;:?Esr;gssgzitd\;ir:ﬁucgzampaikan MK terkait permohonan yang diajukan 3961 815 B BAIK
3 Kepuasan proses pemeriksaan persidangan 3.130 78.3 B BAIK
4  Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan persidangan 3.543 88.6 A SANGAT BAIK
5 Pengamanan di dalam persidangan 3.565 89.1 A SANGAT BAIK
6 Kebersihan Ruang Sidang 3.696 92.4 A SANGAT BAIK
7 Kenyamanan Ruang Tunggu persidangan 3.652 91.3 A SANGAT BAIK
8 Kemampuan petugas kepaniteraan dalam melayani persidangan 3.630 90.8 A SANGAT BAIK

TOTAL SKOR LAYANAN PERSIDANGAN 3.473 86.8 B BAIK




“ 1.6.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN PERSIDANGAN

1.6.2.1. Adakah Fasilitas sarana yang perlu ditambahkan atau diperbaiki untuk layanan
persidangan

100.0

78.3

80.0 |

60.0 |

40.0 r

21.7

200 |

0.0
Ya Tidak




“ 1.6.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN PERSIDANGAN

1.6.2.2. Fasilitas sarana yang perlu ditambahkan atau diperbaiki untuk layanan persidangan

N
N

Video sidang

N
N

Mesin fotokopi dan printer

ketersediaan dokumen-dokumen yang dijadikan dalam bentuk elektronik (discan )

N
N

Ketersediaan Ruang Baca dan Diskusi

N
N

Audio diperbaiki kualitasnya

N
N

adanya alat penerjemah bahasa bagi yang tidak paham bahasa indonesia

N
N

=
Y

Ruang Televisi

Ruang advokat

=
Y

=
=

Cafetaria Tempat Makan Minum

[N
[y




“ 1.6.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN PERSIDANGAN

1.6.2.3. Penggunaan fasilitas persidangan jarak jauh (video conference)

60.0

52.2

47.8

Pernah Tidak

—‘

40.0



“ 1.6.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN PERSIDANGAN

1.6.2.4. Lokasi mengakses fasilitas video conference media

5.0

4.4
3.3
I 1.1 11 1.1 11
0.0 - - - -

rumah Melalui Zoom Karawang Terakhir di Dumai Universitas Andalas  UNS Surakarta

—‘




“ 1.6.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN PERSIDANGAN

1.6.2.5. Kemudahan mengakses tayangan video conference (page load time)

Kategori Persentase
Kurang Puas 17.4
Puas 41.3
Sangat Puas 41.3

1.6.2.6. Kesesuaian waktu tayang jadwal video conference dengan jadwal sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 15.2
Puas 47.8
Sangat Puas 37.0




“ 1.6.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN PERSIDANGAN

1.6.2.7. Kualitas visual grafik (gambar) tayangan video conference sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 10.9
Puas 45.7
Sangat Puas 43.4

1.6.2.8. Kualitas audio (suara) tayangan video conference sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 15.2
Puas 34.8
Sangat Puas 50.0




“ 1.6.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN PERSIDANGAN

1.6.2.9. Kesuaian durasi tayangan video conference sidang dengan waktu sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 13.0
Puas 43.5
Sangat Puas 43.5

—‘



“ 1.6.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN PERSIDANGAN

1.6.2.10. Saran Terhadap Layanan Sidang

Sudah bagus, mohon dipertahankan saja 15.2

Petugas harus siaga dari persiapan sidang sampai akhir

N
N

Para hakim di mahkamah sesuai dengan backgroundnya

Kualitas suara mesti ditingkatkan

N
N

Hakim harus antusias

Dipercepat Prosesnya

N
0
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2.8. PENILAIAN VARIABEL LAYANAN BERITA DI WEBSITE MK



“ 2.8.1. SKOR LAYANAN BERITA

2.8.1.1. Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita

Kategori Persentase
Kurang Puas 10.9
Puas 41.3
Sangat Puas 47.8

2.8.1.2. Kesesuaian isi berita dengan judul berita

Kategori Persentase
Kurang Puas 8.7
Puas 41.3
Sangat Puas 50.0




“ 2.8.1. SKOR LAYANAN BERITA

2.8.1.3. Kejelasan gaya bahasa penulisan berita

Kurang Puas 10.9
Puas 45.7

Sangat Puas 43.5




“ 2.8.1. SKOR LAYANAN BERITA

Nilai Kualitas .
Konversi Pelayanan

Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita 3.370 BAIK
2 Kesesuaian isi berita dengan judul berita 3.413 85.3 B BAIK
3 Kejelasan gaya bahasa penulisan berita 3.326 83.2 B BAIK

TOTAL SKOR LAYANAN BERITA 3.370 84.2 B BAIK




“ 2.8.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN BERITA

2.8.2.1. pencarian jenis berita di website Mahkamah Konstitusi

1200 ¢
100.0 | 95.7
80.0 |
60.0 |
400 |

200

4.3
I

0.0
Berita Sidang Berita non sidang




“ 2.8.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN BERITA

2.8.2.2. Mengunduh file video untuk berita yang memiliki file video

60.0

52.2

47.8

Ya, Mengunduh Tidak Mengunduh

—‘

40.0



“ 2.8.2. PERTANYAAN TERBUKA LAYANAN BERITA

2.8.2.3. Saran Terhadap Layanan Berita

Ditingkatkan lagi agar lebih update untuk setiap sidang 4.3

N
N

Perlu diberagamkan jadi tidak harus masalah MK saja

N
N

penggunaan kata-kata (redaksi) nya dibenahi

N
N

Pullblikasikan melalui media visual agar bisa sebagai pembelajaran ke warga negara

Perbanyak berita terbaru mengenai kajian-kajian putusan MK

N
N

Judul dan isi dibaca lebih teliti, krn ada beda penafsiran

N
N

Perlu dipublikasikan lebih luas

N
N

permudah akses (sering loading lama)

=
Y

0 1
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2.12. TEMUAN DAN REKOMENDASI

158



‘. Temuan dan Rekomendasi

 Secara umum indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi
sudah baik dengan skor mencapai 87,5 atau meningkat dibanding tahun lalu yang
mendapat skor 84,2.

* Dari 6 variabel yang di uji, variabel yang paling banyak mendapat skor diatas rata rata |
adalah layanan jadwal sidang elektronik dengan skor 89,7. W
e Dari 23 indikator yang di uji, 5 indikator yang memperoleh skor tertinggi yaitu :

1. Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan dengan skor 91.85

2. Kemudahan mencarijadwal sidang perkara yang dituju di website MK dengan
skor 91,30

3. Kejelasanisi risalah sidang dengan skor 91,30
Kualitas taxt putusan (softcopy) dengan skor 90,76

5. Kemudahan mengunduh salinan putusan dengan skor 89,67




“ Temuan dan Rekomendasi

e Dari 6 variabel yang di uji, variabel yang paling banyak mendapat skor dibawah rata

rata adalah layanan berita di website MK dengan skor 84,2.

* Sedangkan 5 indikator yang memperoleh skor terendah yaitu :

1.
2.
3.

Kejelasan gaya bahasa penulisan berita dengan skor 83,15

Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang dengan skor 83,70
Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita dengan skor
84,24

Kesesuaian isi berita dengan judul berita dengan skor 85,33

Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui email dengan skor 85,33

A




“ Temuan dan Rekomendasi

* Hasil uji performance importance menunjukkan bahwa ada setidaknya 2 indikator yang
masuk dalam kuadran |, yaitu indikator yang dianggap penting oleh responden namun
kinerja nya masih dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan :

1. Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (page load time)
2. Keindahan dan kerapihan susunan tampilan website MK (display layout) pada
Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah

 Sementara itu ada 4 indikator yang dianggap cukup penting namun kinerjanya jauh
dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan :

1. Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal sidang

o

2. Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang
3. Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang
4. Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu sidang




‘. Temuan dan Rekomendasi

 Sementara itu setidaknya ada 9 indikator yang dianggap penting oleh responden dan
kinerja nya sudah maksimal, sehingga perlu dipertahankan :

Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website MK

Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website MK

!
Kesesuaian rincian jadwal siding W
Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK

Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan

Kejelasan isi risalah sidang
Kemudahan mengunduh salinan putusan
Kualitas taxt putusan (softcopy)

o008 = Gy Wn e W R =

Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website MK (user
friendly) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah.




‘. Temuan dan Rekomendasi

* Titik lemah dan fokus perbaikan pada indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
sistem informasi Mahkamah Kosntitusi ada pada layanan Live Streming di Website MK.
* Walaupun skor Layanan Live Streaming masih lebih baik dari pada layanan berita di MK, '

o

namun layanan Live Streaming dianggap lebih urgent untuk diperbaiki dibandingkan

layanan berita MK.

e Layana berita dianggap sesuatu yang komplementer atau pelengkap saja pada seluruh
aspek layanan website MK.

* Sementara layanan Streaming memiliki posisi yang dianggap strategis bagi para pihak
yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
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* Adapun beberapa masukan terkait dengan layanan Live Streaming adalah :
1. Perbaikan kualitas suara agar tidak terlalu kecil dan terputus putus.
2. Bandwith internet ditambah agar video streming tidak terputus putus.
3. Video tidak hanya memuat majelis dan dokumen saja, namun juga memuat
argumentasi para pihak lainnya.
4. Judul video memuat nama undang undang yang diuji sehingga memudahkan

pencarian.

5. Video juga di upoad di Youtube
Pengeditan Video tidak mengurangi esensi dari persidangan.
Server website ditingkatkan agar tidak error (request time out)
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 Sementara itu beberapa masukan lain terkait dengan sistem informasi antara lain :

1. Website dibuat lebih simpel, agar dapat difahami oleh masyarakat yang lebih awam.

2. Secepatnya mengupdate jadwal sidang, putusan maupun risalah sidang dan
menginformasikannya kepada para pihak menggunakan berbagai media komunikasi
baik itu email ataupun WhatsApp.

3. Memudahkan para pihak dengan tidak perlu mewajibkan menyediakan dan membawa
hardcopy dokumen.

4. Berita yang ditampilkan harus dibuat lebih beragam, tidak hanya terkait dengan MK
saja sehingga menarik minat publik yang lebih luas. Termasuk berita berita tentang
kajian atau diskusi publik terkait putusan putusan MK juga perlu diperbanyak.

5. Gaya penulisan dan kesesuaian antara judul berita dengan isinya harap lebih
diperhatikan, karena ada yang beda penafsiran.
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€4 o1anpata Profil Responten

Kedudukan Gender
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Pemohon 96 92.3 92.3 92.3 Valid Pria 92 88.5 88.5 88.5

Akademisi 5 4.8 4.8 97.1 Wanita 12 115 115 100.0

Pemerhati MK 3 29 29 100.0 Total 104 100.0 100.0

Total 104 100.0 100.0

Usia
Peran
. Cumulative
) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent
Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 17-25 Tahun 9 87 87 8.7

Valid Perorangan 69 66.3 66.3 66.3 26-35 Tahun 32 308 308 394

Badan Hukum 23 221 221 88.5 36-45 Tahun o7 26.0 26.0 65.4

Lembaga Negara 5 48 48 933 46-55 Tahun 22 21.2 21.2 86.5

Kuasa Hukum 5 4.8 48 98.1 56-65 Tahun 12 115 115 98.1

Partai Politik 2 1.9 19 100.0 Diatas 65 Tahun 2 19 19 100.0

Tod 104 100.0 100.0 Total 104 100.0 100.0




€4 o1anpata Profil Responten

Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Vaid  SMU/Dibawahnya 3 29 29 29

Diploma 2 19 19 4.8

Sarjana (S1) 40 385 385 43.3

Pasca Sarjana (S2) 52 50.0 50.0 93.3

Doktor (S3) 7 6.7 6.7 100.0

Total 104 100.0 100.0

Jenis
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valiid  Penguijian Undang-undang 97 93.3 93.3 93.3

Sengketa Pilpres 3 29 29 96.2

Sengketa Pilkada 4 3.8 38 100.0

Total 104 100.0 100.0

Lama
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang dari 1 Bulan 5 4.8 4.8 48
1-2 Bulan 17 16.3 16.3 212
3-6 Bulan 53 51.0 51.0 72.1
7-11 Bulan 10 9.6 9.6 81.7
1-2 Tahun 19 18.3 18.3 100.0
Total 104 100.0 100.0
Jumlah_Perkara
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 Kali 51 49.0 49.0 490
2 Kali 14 135 135 62.5
3 Kali 4 3.8 38 66.3
4 Kali 12 115 115 77.9
5 Kali 23 22.1 221 100.0
Total 104 100.0 100.0




€4 skorlayanan

Descriptive Statistics

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
INDIKATOR1A 104 2 4 3.54 .653
INDIKATOR1B 104 2 4 3.65 563
INDIKATOR1C 104 2 4 3.57 616
INDIKATOR2A 104 1 4 3.50 718
INDIKATOR2B 104 2 4 3.48 718
INDIKATOR2C 104 2 4 348 687
INDIKATOR2D 104 2 4 348 .654
INDIKATOR2E 104 2 4 3.35 .670
INDIKATOR2F 104 2 4 3.46 .653
INDIKATOR3A 104 2 4 3.57 580
INDIKATOR3B 104 1 4 343 715
INDIKATOR3C 104 2 4 3.67 516
INDIKATOR3D 104 2 4 3.65 563
INDIKATOR4A 104 3 4 348 502
INDIKATOR4B 104 2 4 3.59 577
INDIKATORAC 104 2 4 3.63 568
INDIKATOR4D 104 2 4 341 .648
INDIKATOR5A 104 2 4 3.37 674
INDIKATOR5B 104 2 4 341 .648
INDIKATOR5C 104 2 4 3.33 .664
INDIKATOR6A 104 2 4 3.46 582
INDIKATOR6B 104 2 4 3.52 544
INDIKATOR6C 104 2 4 3.50 583
Valid N (listwise) 104




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Akhir

Survei Pegukuran Kinerja

Mahkamah Konstitusi
Tahun Anggaran 2021

JI. Medan Merdeka Barat No. é Jakarta Pusat
Telp. 021-23529000
Fax. 021-3520177
www.mbkri.id



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Memaksimalkan pelayanan masyarakat sesuai asas yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu komitmen
unit penyelenggara pelayanan publik. Komitmen tersebut tercermin dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
merupakan penilaian dan pengukuran kinerja dari unit penyelenggara pelayanan publik.
Penilaian dan pengukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dalam

bentuk kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pada periode Tahun 2021, Mahkamah Konstitusi selaku unit penyelenggara
pelayanan publik bekerja sama dengan Parameter Politik Indonesia melakukan kegiatan
penyusunan Survei Pengukuran Kinerja. Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja
secara detail terbahas di dalam laporan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
mendukung upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
serta mendorong partisipasi stakeholder.

Parameter Politik Indonesia selaku pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih
atas dukungan seluruh responden yang terlibat dalam proses survei dan Mahkamah
Konstitusi atas partisipasinya dalam memberikan informasi kebutuhan laporan ini.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dapat menindaklanjuti hasil dari Survei Pengukuran

Kinerja ini agar dapat meningkatkan mutu layanan dan kepercayaan masyarakat.

Hormat kami,

Parameter Politik Indonesia
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BAB |

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi bermuara pada kualits pelayanan publik.
Semakin tinggi kualitas pelayanan publik, maka semakin tinggi pula indeks pemerintahan
tersebut. Dalam pelaksanaan pemerintahan, good governance merupakan sebuah desain
yang mengatur pelayanan publik terlepas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah
satu pelayanan publik adalah bidang hukum yang meliputi hukum konstitusi, hukum
pidanan, dan perdata. Mahkamah kosntitusi merupakan lembaga agung negara yang

mengadili dalam hal pemerintahan.

Standar pelayanan pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara.
Standar pelayanan pengadilan juga mengamanatkan pembentukan standar pelayanan
kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara. Terdapat beberapa aspek
yang menjadi tolok ukur berhasilnya penyelenggaraan pelayanan publik, pertama,
pengadilan akan memperoleh kepercayaan dan sipati positif dari publik setelah proses
pengadian tersebut selesai dilakukan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Kedua,
masyarakat sebagai pelapor merasa puas terhadap pelayanan pengadilan, hal ini akan
meningkatkan kualitas kredibel dan akuntabilitas pemerintahan dalam pelaksanaan
hukum. Pelayanan publik di Indonesia akan menjadi layanan yang bersifat
customeroriented dan akan selalu berbenah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Evaluasi
kinerja lembaga peradilan juga terus dilakukan agar pelaksanaan peradilan sesuai dengan

asas-asas hukum dan berorientasi pada nilai.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal
ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui
media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur

pemerintah.
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Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka

pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan amanat

peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14

tahun 2017 maka perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala

sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di

lingkup Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah diselenggarakannya survei

pengukuran kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2021. Beberapa indikator kinerja yang

diukur sesuai amanat Renstra Mahkamah Konstutusi tahun 2020-2024 meliputi 3 (tiga)

ruang lingkup, diantaranya:

1.

1.2.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.
Survei pada variabel ini menggunakan responden eksternal yaitu para pihak yang
pernah berperkara dan merasakan layanan Mahkamah Konstitusi.

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi dengan menggunakan responden
eksternal.

Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Penelitian dan Pengkajian dengan

menggunakan responden internal, yaitu para pegawai Mahkamah Konstitusi.

Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi adalah:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Permerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi;
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1.3.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik;

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:
006/PER/SET.MAHKAMAH KONSTITUSI/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah

Konstitusi yakni:

1.4.

Mengukur kinerja di Mahkamah Konstitusi;

Mengidentifikasi dan menginventarisasi masukan untuk perbaikan kinerja pada data
dan sistem informasi penanganan perkara, serta kebijakan di Mahkamah Konstitusi;
Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Mahkamah Konsitusi.
Mengevaluasi kinerja pelayanan administrasi umum dalam hal Penelitian Pengkajian
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;

Memberikan rekomendasi perbaikan kinerja pada administrasi umum dalam hal

Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Ruang Lingkup

Kegiatan Survei Pengukuran Kinerja pada Mahkamah Konstitusi ini akan

menghasilkan keluaran sebagai berikut:
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No Ruang Lingkup Keluaran

1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi | terhadap Pelayanan Penanganan

Perkara Konstitusi

2 | Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Tingkat Kepuasan Masyarakat
Informasi terhadap Sistem Informasi

Penanganan Perkara

3 | Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan | Tingkat Kepuasan Pegawai
Penelitian dan Pengkajian terhadap Layanan Penelitian
Pengkajian Perkara dan

Perpustakaan
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BAB I1
PROFIL ORGANISASI

2.1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman
yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi
sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan,
keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru.
Oleh karena itu, ketika UUD 1945 dirumuskan gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum
muncul. Perdebatan yang muncul ketika dirumuskannya UUD 1945 adalah perlu tidaknya
UUD 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam kekuasaan kehakiman.
Namun, di kalangan Negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-
negara yang mengalami perubahan dari otoriatan menjadi demokrasi pada perempatan
terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjaadi sangat popular.
Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratis seperti
sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima. Di
samping adanya pengadilan tata usaha Negara yang di harapkan memberikan jaminan
tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga Negara, Negara hukum modern juga lazim

mengadopsikan gagasan pembentukan

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah
Konstitusi (constitutional court) ini dalam upaya cheks and balances antara cabang-
cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya,
Mahkamah ini berfugsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-
undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan
berbagai bentuk sengketa antar lembaga Negara yang mencerminkan cabang-cabang
kekuasaan Negara yang di pisah-pisahkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini di



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

berbagai Negara demokrasi makin di anggap penting dan karena itu dapat di tambahkan
menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.

Dalam prakteknya tidak ada keseragaman di negara-negara di dunia ini
mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan disesuaikan dengan sejarah dan
kebutuhan masing-masing Negara. Ada konstitusi Negara yang menyatukan fungsi
Mahkamah Konstitusi ke dalam Mahkamah Agung, ada pula konstitusi Negara yang
memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman yaitu MA dan MK.
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (R1) diawali
dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana
dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang
Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide
pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan
kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.5 Setelah disahkannya perubahan ketiga
UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan
Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur
dalam Pasal 11l Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan
Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah
Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui
secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13
Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus
2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi
untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim

konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke
MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK
sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.6
Berdasarkan uraian di atas, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri serta

terpisah dari Mahkamah Agung secara duality of jurisdiction.7 Mahkamah Konstitusi
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berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Keduanya adalah penyelenggara
tertinggi dari kekuasaan kehakiman. Namun, la hanya berkedudukan di ibu kota Negara
tidak seperti halnya Mahkamah Agung yang memiliki beberapa badan peradilan di
bawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota. Setelah adanya amandemen
terhadap UUD 1945, maka selain Mahkamah Agung sebagai puncak pelaksana
kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan yang berbeda di bawahnya, juga terdapat
Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan Mahkamah Agung.
Kedua lembaga tersebut mamiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman, akan tetapi berbeda dalam yurisdiksi atau kompetensinya.

2.2. Profil Mahkamah Konstitusi

Berikut merupakan profil dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

Nama Instansi :  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat
10110 P.O. Box. 999 Jakarta 10000

Nomor Telepon » 021-23529000, Fax: 021-3520177

Website : www.mahkamahkonstusi.go.id

Visi . Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan

Modern dan Terpercaya
Misi . 1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang
Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai
Hak Konstitusional Warga Negara.

Kedudukan . Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu
lembaga negara yang melakukan kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
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Kewenangan . Mahkamah Konstitusi Rl mempunyai 4 (empat)
kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Memutus pembubaran partai politik;

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum; dan

5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan
pelanggaran (impeachment).

Disamping kewenangan di atas, berdasarkan

Uundang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan

tambahan, yaitu: Memutus Perselisihan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota

Biaya Pelayanan . Berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut
biaya
Susunan Organisasi : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderal adalah aparatur negara yang



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua

Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang

menjalankan tugas teknis administratif peradilan

Makhamah Konstitusi. Kepaniteraan dikoordinasi

oleh seorang Panitera. Susunan organisasi di bawah

Panitera adalah:

1. Panitera Muda

2. Panitera Pengganti Tingkat |

3. Panitera Pengganti Tingkat Il

Sekretariat Jenderal, menjalankan tugas teknis

administrasi Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

5. Biro Umum

6. Inspektorat

7. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan

Pengelolaan Perpustakaan

8. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

9. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jumlah Pegawai . Terdapat 288 orang pegawai Mahkamah Konstitusi
(jabatan) yakni:

1. Jabatan Struktural : 59 orang

2. Jabatan Fungsional Umum : 150 orang

3. Jabatan Fungsional Khusus : 18 orang

4. Jabatan Fungsional Tertentu: 61 orang

Struktur Organisasi
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Alur Pelayanan Permohonan Perkara Secara Online:

Pemohon atau kuasanya menjawab konfirmasi
dengan menyampaikan secara tertulis kepada Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu Selambat-
lambatnya 3 hari sejak permohonan diterima oleh
Mahkamah Konstitusi, dengan disertai penyerahan
12 rangkap dokumen asli (hard copy) permohonan

Pemohon atau kuasanya mengajukan
permohonan online. Selanjutnya
pemohon atau kuasanya mengunjungi
laman Mahkamah Konstitusi:
https://mkri.id

Penata Peradilan Registrasi Perkara menerima

Pemohon atau kuasanya melakukan registrasi dan menyampaikan konfirmasi kepada pemohon atau
secara online untuk mendapatkan nama kuasanya dalam 1 hari setelah dokumen permohonan
identifikasi (username) dan kode akses PENDAFTARAN masuk dalam SIMPEL Mahkamah Konstitusi
(password) untuk mengakses PERMOHONAN (pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 18 tahun 2009
https://simpel.mkri.id ONLINE
N i Permohonan online diterima dalam
Mengupload softcopy permohonan \\___‘_/

Sistem Informasi Manajemen
Penerimaan Permohonan Perkara
(SIMPEL) Mahkamah Konstitusi

(syarat permohonan online diatur dalam
pasal 8 PMK nomor 18 tahun 2009)
ke dalam SIMPEL

Mencetak atau mem-print tanda terima
pengajuan permohonan online yang
telah tersedia dalam SIMPEL

Alur Pelayanan Permohonan Perkara Secara Langsung di Gedung Mahkamah Konstitusi:

Pemohon datang menghadap Pranata
Peradilan Registrasi Perkara untuk
Mendaftarkan permohonan

Pemohon telah selesai melakukan
pendaftaran permohonan

Pranata Peradilan Registrasi Perkara

menerima dan mencatat pihak yang Penata Peradilan Perkara menerima berkas

mengajukan permohonan PENDAFTARAN permohonan yang telah lengkap dan memenuhi
dalam buku penerimaan, selanjutnya PERMOHONAN syarat. Kemudian mencatat dalam BRPK dan
LANGSUNG membuat tanda terima permohonan untuk

Pemohon menyerahkan berkas permohonan

Sebanyak 12 rangkap selanjutnya diserahkan kepada Pemohon

\ Yy

Pranata Peradilan Perkara memeriksa

kelengkapan berkas permohonan sesuai Berkas diproses oleh internal
dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU nomor Mahkamah Konstitusi
8 tahun 2011, yang hasilnya dituangkan dalam
formulir ceklis dan membuat lembar disposisi
selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda
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BAB Il
KERANGKA TEORI

3.1. Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu rangkaian pelaksanaan yang mencakup interaksi
antara manusia dan atau mesin untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Pelayanan
hakikatnya hakikatnya merupakan sebuah sistem yang mengatur mekanisme pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan sektor dan kebutuhan. Pelayanan publik merupakan sebuah sistem
yang mengatur pelaksanaan pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun daerah.
Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut, terdapat sebuah konsep good governance

yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan pelayanan yang bersih dan akuntabel.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, harus terdapat
sinergitas yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Aktor tersebut
mempunyai peran sebagai pengelola ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan, sosial
dan budaya. Good Governance merupakan sebuah strategi dalam pencapaian
pembangunan yang lebih baik melalui tata kelola pemerintahan. Sebagaimana menurut
United Nations Development Programme (UNDP), Istilah Good Governance merupakan
upaya pengelolaan kebijakan yang dilakukan oleh p[emerintah untuk membuka
partisipasi masyarakat secara aktif. Fokusnya yaitu ada pada konteks politik dari Negara
dan pemahaman struktur kekuasaan serta bagaimana perubahan struktur kekuasaan secara
demokratis. World Bank juga menjelaskan tentang Good Governance sebagai solusi
terhadap sebuah sistem pemerintahan dan politik untuk memperbaiki dinamika korupsi
melalui keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengecekan dan evalusai kinerja
pemerintah. Menurut World Bank, prinsip-prinsip good governance penting diterapkan
terutama dalam sistem kerja administrasi publik sebagai cara untuk meningkatkan
hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya sebagai upaya mengurangi pelaku korup

di dalam birokrasi pemerintahan.

United Nations Development Programme (UNDP) menguraikan good
governance sebagai konsep demokrasi. Namun demikian, tidak semua negara mampu

mengimplementasikan good governance tersebut. Hal ini dikarenakan setiap negara
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memiliki karakteristik yang berbeda, dengan demikian sebuah konsep pemerintahan tidak
dapat diimplementasikan disemua negara merupakan sebuah fenomena yang wajar.
Menurut UNDP, bagi negara-negara berkembang akan sulit mengimplementasikan good
governance secara maksimal. (Scholte, 2012). Terdapat beberapa indikator yang
menghambat pengimplementasian konsep ini yaitu budaya, sistem negara dan
pemerintahan serta belum mampu membuat komitmen yang kuat antara pemerintah,

swasta dan masyarakat sipil. (Andalus & Ichsana, 2019).

Indonesia megawali berlakunya sistem Good Governance dimulai pasca
reformasi. Munculnya Good Governance dimulai ketika era reformasi, dimana terdapat
berbagai maslah birokrasi yang muncul di pemerintahan pusat. Hal tersebut berasal dari
akibat buruknya kinerja lembaga tinggi negara dan beberapa kementerian dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terdapat gerakan reformasi hingga
diterbitkannya beberapa peraturan perundang undangan baru yang berkaitan dengan

desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-undang itu meliputi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3.2 Kualitas Pelayanan Publik

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama,
yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan
dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan

fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan
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(welfare state). Kedua fungsi ini menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaanya dipercayakan kepada
aparatur negara tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang bidang

tertentu kedua fungsi tersebut.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, yaitu:

1. Perihal atau cara melayani.
2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan.

3. Kemudahan yang diberikan sehubungan jual beli barang atau jasa.

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang,
sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan. Menurut Monir (2013:16), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan
melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah sebagai bentuk
kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

Kualitas pelayanan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan
dalam pelayanan publik, istilah kualitas pelayanan publik tentunya tidak dapat dipisahkan
dari persepsi tentang kualitas pelayanan. Menurut Sampara (1999) dalam Hardiansyah
(2011:35), mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan
kepada konsumen sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan dalam
memberikan layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik. Menurut lbrahim
(2008:22) dalam Hardiansyah (2011:40), kualitas pelayanan publik merupakan suatu
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan
dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik.
Menurut Goetsch dan Davis dalam Hardiyansyah (2011:36), menyatakan bahwa kualitas
pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan
pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk
dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Berdasarkan
penjelasan diatas, kami dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik adalah

bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila
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dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Pasolong (2011:135) untuk

mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, terdapat

indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan

menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut, yaitu:

1.

Tangibles (bukti langsung), Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran,
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dll.

Reliability (kehandalan), Kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan
yang terpercaya.

Responsiveness (daya tanggap), Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan
pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap terhadap keinginan konsumen.
Assurance (jaminan), Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam
meyakinkan kepercayaan konsumen.

Empaty (empati), Sikap tegas, tulus dan penuh perhatian terhadap konsumen.

Sedangkan menurut Garvin dalam Tjiptono dan Diana (2003:27), terdapat

delapan dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:

1.
2.

Kinerja (performance), karakteristik operasi pokok dari produk inti.

Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder atau
pelengkap.

Kehandalan (realibility), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau
gagal dipakai.

Kesesuaian dengan spesifikasi (corformance to specification), yaitu sejauh mana
karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus
dilakukan.

Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi,
penanganan keluhan yang memuaskan.

Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.
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Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk serta
tanggung jawab perusahaan terhadapnya.

Didalam pelayanan publik, harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

Hak dan kewajiban bagi pemberi pelayanan harus jelas dan diketahui secara pasti
oleh masing-masing pihak.

Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan
kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.
Kualitas, proses dan hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat memberi
keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Apabila pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal,
maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada

masyakaat untuk ikut menyelenggarakannya.

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Tjiptono, 1998:69) yang

melalukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan, mengidentifikasi

sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan publik, yakni:

1.

Realibility, yang mencakup konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk
dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanannya
secara tepat sejak awal (right the first time) dan telah memenuhi janji (iklan)nya.
Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan
pelayanan yang dibutuhkan pelanggan.

Competence, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan
ketrampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu.

Access, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti lokasi fasilitas
pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi
mudah dihubungi.

Courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan dari para
kontak personal perusahaan

Communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan serta

selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

7. Credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Disini menyangkut nama dan reputasi
perusahaa, karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan.

8. Security, yaitu aman (secara fisik, finansial dan kerahasiaan) dari bahaya, resiko atau
keragu-raguan.

9. Understanding/knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan
pelanggan.

10. Tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, tampilan fisik

dari pelayanan misalnya kartu kredit plastic.

Kualitas pelayanan publik bisa dikatakan berkualitas ataupun tidak berkualitas
sebenarnya didasarkan pada penilaian dari pelayanan yang diberikan. Menurut
Parasuraman dalam Hardiyansyah (2011:92), Penilaian kualitas pelayanan sebagai suatu
pertimbangan global atau sikap yang berhubungan dengan keungggulan (superiority) dari
suatu pelayanan. Penilaian kualitas pelayanan sama dengan sikap individu secara umum
terhadap Kinerja perusahaan. Selanjutnya, ditambahkan bahwa penilaian kualitas

pelayanan adalah tingkat dan arah perbedaan antara harapan dan persepsi pelanggan.

Dalam rangka menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan
oleh aparatur negara, perlu ada kriteria/faktor kualitas pelayanan publik yang sudah
dibahas sebelumnya untuk menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan
dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Organisasi pelayanan publik
mempunyai ciri publik accountability, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk
mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan akan sangat
sulit untuk dinilai tanpa melibatkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dari

aparat pelaksana pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan
oleh aparatur negara sesungguhnya tidak terlepas dari perilaku internal birokrasi itu

sendiri.



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

3.3. Teori Servqual

Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (ServQual) yang dikemukakan
oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) yang mengatakan bahwa kualitas layanan
jasa dipengaruhi oleh 5 dimensi, yaitu dimensi Fisik Nyata (Tangible), Keandalan
(Reliablity), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Kepedulian
(Empathy).

1. Tangible (Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran). Dimensi ini berkaitan
dengan kekinian peralatan yang digunakan, kerapian personil dan kelengkapan media
atau peralatan komunikasi.

2. Reliability bisa diartikan kemampuan atau keandalan untuk menepati janji dengan
akurat. Dimensi ini berkaitan dengan janji menyelesaikan sesuatu seperti
penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, penanganan keluhan,
serta tuntutan pada kesalahan pencatatan.

3. Responsiveness bisa diartikan kemauan untuk membantu pelanggan dan
menyediakan pelayanan secara cepat. Dimensi ini mencakup pemberitahuan petugas
kepada Pelanggan tentang pelayanan yang diberikan, pemberian pelayanan dengan
cepat, kesediaan petugas memberikan bantuan kepada pelanggan serta petugas tidak
pernah merasa sibuk untuk melayani permintaan pelanggan

4. Assurance bisa diartikan pengetahuan dan kesopanan petugas serta kemampuan
mereka menyampaikan kepercayaan dan meyakinkan pelanggan. Dimensi ini
mencakup kepercayaan diri petugas ketika melayani, perasaan aman Pelanggan dan
kemampuan petugas untuk menjawab pertanyaan Pelanggan.

5. Sedangkan Empathy artinya adalah kepedulian dan perhatian kepada pelanggan.
Dimensi ini memuat diantaranya petugas memberikan perhatian khusus kepada

pelanggan, serta petugas memahami kebutuhan spesifik dari pelanggannya.

3.4. New Public Management (NPM)

Konsep New Public Management secara tidak langsung muncul dari kritik keras
terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan dan tuntutan terhadap

reformasi manajemen sektor publik. New Public Management kemudian mempengaruhi
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proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif hampir diseluruh dunia.
Pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pemberian pelayanan publik
merupakan penekanan gerakan New Public Management. Istilah New Public
Management pada awalnya dikenalkan oleh Christoper Hood pada tahun 1991 yang
kemudian disingkat dengan istilah NPM.

New Public Management telah menjadi normatif yang menandakan pergeseran
besar dalam cara berpikir tentang peran administrator public. Menurut Bovaird dan loffer
(2013:17) New Public Management adalah sebuah gerakan perampingan sektor publik
dan membuatnya lebih komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang
lebih responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran ekonomi,
efesiensi dan efektifitas (value for money), fleksibilitas pilihan, dan transparansi.
Implementasi konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau
reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitasi kekuasaan, atau desentralisasi
wewenang yang mendorong demokrasi. Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma New
Public Management merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari
proses global. Konsep NPM begitu cepat mempengaruhi praktik manajemen publik di

berbagai negara sehingga membentuk sebuah gerakan yang mendunia.

Konsep New Public Management pada dasarnya mengandung tujuh komponen

utama, yaitu:

Manajemen profesional di sektor publik

Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome
Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik

Menciptakan persaingan di sektor publik

Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik

N oo g bk~ wDd e

Penekanan kedisiplinan dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan

sumber daya.
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3.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan pemerintah tentang pelayanan publik untuk melakukan penilaian
terhadap kinerja unit pelayanan publik adalah Peraturan Menteri PAN dan Reformasi
Birokrasi Nomor Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur minimal yang harus ada dalam

Survei Kepuasan Masyarakat meliputi 9 ruang lingkup, yaitu:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
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8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut;

9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
digunakan untuk benda bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang

tidak bergerak (gedung)

3.6. Statistika Deskriptif

Menurut Walpole, Myers, Myers dan Ye (2012) menyatakan bahwa statistika
deskriptif adalah sebuah metode yang berkaitan dengan pengumpulan hingga penyajian
suatu data sehingga dapat digunakan untuk mengetahui sifat dan karakteristik dari
sekumpulan data. Selain itu, pada metode ini juga dapat disajikan dalam bentuk grafis.
Dalam statistika deskriptif terdapat dua jenis ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran
penyebaran. Ukuran pemusatan terdiri dari rata-rata (mean) dan median (nilai tengah),
sedangkan ukuran penyebaran terdiri dari range, simpangan baku dan varians. Adapun

ukuran pemusatan yang digunakan pada penelitian ini adalah mean.

Ukuran mean suatu data sangat bagus digunakan jika penyebaran datanya adalah
simetri dan leptokurtik. Ukuran mean sebaiknya digunakan ketika data yang diuji
memiliki grafik yang simetris dan tidak memiliki nilai-nilai ekstrim. Leptokurtik
merupakan data yang memiliki grafik runcing. Keruncingan data tidak menjadi masalah

selama data tersebut masih memiliki grafik yang simetris.
3.7. Teknik Sampling

Sampling adalah proses pengambilan atau memilih n buah elemen dari
populasi yang berukuran N (Lohr, 1999). Dalam melakukan sampling, terdapat teori dasar
yang disebut teori sampling. Teori sampling mencoba mengembangkan

metode/rancangan pemilihan sampel, sehingga dengan biaya sekecil mungkin dapat

10
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menghasilkan pendugaan parameter yang mendekati parameter populasinya. Teori

sampling bertujuan untuk membuat sampling menjadi lebih efisien. Pengertian efisien

dalam teori dasar sampling adalah rancangan sampling yang menghasilkan dugaan yang

paling mendekati parameter populasi, membutuhkan biaya pengumpulan data yang

sekecil-kecilnya (Cochran, 1991). Secara garis besar, metode penarikan sampel atau

teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu:

a.

Teknik Sampling Random (Probability Sampling) Probability sampling adalah setiap

unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel.

Dengan cara random, bias pemilihan dapat diperkecil sekecil mungkin. Ini

merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Pemilihan sampel dengan teknik sampling random ini mempunyai lima cara, yaitu:

1.

Sampel Random Sederhana (Simple Random Sampling) Sampel random
sederhana adalah teknik pengambilan sampel secara acak dimana masing-
masing subjek atau unit dari populasi memiliki peluang yang sama dan
independen (tidak bergantung) untuk terpilih sebagai sampel. Keuntungan dari
teknik ini adalah memungkinkan peneliti mengetahui besarnya sampling error
(margin of error) penelitian dan memberikan sampel yang secara rata-rata
representatif terhadap populasi.

Cluster Sampling Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana
unit tempat pengambilan adalah kelompok atau klaster subjek dan bukan
individu.  Meskipun  unit  pengambilan  adalah  klaster, namun
pengamatan/pengukuran variabel dilakukan pada masing-masing individu
dalam klaster terpilih, sesuai dengan batasan populasi sasaran.

Systematic Sampling Systematic sampling menuntut kepada peneliti untuk
memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa
dijadikan sampel adalah yang keberapa. Pengambilan sampel ini lebih
menekankan pada sistem interval dari hasil proses random. Pengambilan sampel
sistematik lebih menghemat waktu dan lebih sederhana. Jika peneliti dihadapkan
pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat pengambil data secara

random maka cara pengambilan sampel sistematis dapat digunakan.

11
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3.8.

Teknik Sampling Non-Random (Non-Probability Sampling) Teknik sampling

nonrandom adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel dan memilih hanya yang memenuhi syarat saja. Pemilihan sampel

dengan teknik sampling nonrandom ini mempunyai empat cara, yaitu:

1.

Sampling Purposive Sampling purposive merupakan teknik pemilihan sampel
yang bertujuan untuk mendapatkan subjek-subjek yang memiliki sejumlah
karakteristik tertentu, atau mendapatkan kelompok-kelompok penelitian yang
sebanding sehingga dapat dianalisis dengan valid. Atau dalam kata lain,
sampling purposive disesuaikan dengan tujuan dan keinginan dari peneliti.
Sampling Kuota Sampling kuota merupakan teknik pemilihan sampel
nonrandom dimana peneliti membagi populasi ke dalam kategori (strata), lalu
memberikan jatah jumlah subjek untuk masing-masing stratum tersebut.
Sampling Aksidental/Kebetulan Sampling Aksidental adalah teknik penentuan
sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak
sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri
yaitu masyarakat yang menjadi pelanggan atau berkepentingan terhadap unit
tertentu maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden.
Snawball Sampling Snawball sampling atau sampling bola salju merupakan
sebuah metode pemilihan sampel dengan pertama-tama menghubungi seseorang
atau sekelompok responden, lalu meminta untuk memberikan saran tentang
orang yang dipandang memiliki informasi penting dan bersedia untuk
berpartisipasi dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel ini dapat digunakan

untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif.

Skala Likert

Skala likert merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap

responden dengan cara responden diminta untuk menandai derajat persetujuan atau

ketidak setujuan terhadap masing-masing serangkaian pernyataan mengenai obyek

situmulus (Malhotra, 2009). Skala ini pertama kali dikenalkan oleh Rensis Likert. Pada
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umumnya skala Likert sering digunakan dalam riset bidang pemasaran karena mudah
untuk dimodifikasi dan diadaptasi sehingga cukup mudah dalam penggunaannya. Jumlah
titik pada skala likert yang sering digunakan dalam pengukuran adalah 4, 5, 6, 7, 9 dan
10. Selain itu, peneliti dalam riset di bidang pemasaran juga memperlakukan skala Likert
sebagai ordinally interval scale yang artinya skala yang terlihat seperti skala ordinal
namun pada setiap tingkatan titiknya memiliki interval yang sama (Suhartanto, 2014).

Skala Likert memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dipahami dan
diterapkan. Responden juga cepat memahami bagaimana menggunakan skala Likert.
Selain itu juga sesuai apabila diterapkan dalam suatu survei melalui surat, telepon atau
wawancara secara personal. Namun, kelemahan utama dari skala Likert adalah skala ini
memerlukan waktu pengerjaan lebih lama daripada skala pemeringkatan terperinvci

lainnya karena responden harus membaca setiap pernyataan dengan seksama

3.9. Margin of Error

Margin of error adalah salah satu ukuran tingkat kesalahan sampel atas populasi
yang dibatasi oleh peneliti. Margin of error akan berpengaruh terhadap seberapa besar
jumlah sampel yang diambil dan margin of error tidak berhubungan sama sekali dengan
representasi/keterwakilan basis sampel (Huang, H. 2014). The margin of error is a
statistic expressing the amount of random sampling error in a survey's results. (Newbold,
2013). Artinya margin of error adalah statistik yang menunjukkan jumlah kesalahan

pengambilan sampel dalam sampling acak dari suatu hasil survei.

13



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

Sample Size = 2,401
Margin of Error = 2%

Sample Size = 600
Margin of Error = 4%

Sample Size = 384
Margin of Error = 5%

Sample Size = 96
Margin of Error = 10%

Margin of error secara matematis dapat dihitung melalui rumus berikut ini.
Margin of Error (ME)=zx (s/\Nn)
Keterangan:
n :Sample size
S : Simpangan baku (biasanya dianggap 0,5)

Z :nilai z untuk tingkat kepercayaan tertentu yaitu untuk 95% adalah 1,96 dan untuk 99%
adalah 2,58

Dalam pengambilan data sampel, seringkali ditemui error. Error dalam survei
ada dua penyebabnya yaitu sampling error dan non-sampling error. Sampling error
adalah kesalahan berkaitan dengan proses pengambilan sampel pada suatu populasi.
Kesalahan ini dapat terjadi akibat ketidakmerataan sampel acak yang dipilih, ukuran
sampel yang tidak sesuai atau hal lainnya yang menyebabkan data sampel tersebut jauh
dari data pada populasi sesungguhnya. Non-sampling error adalah kesalahan statistik
akibat manusia. Kesalahan ini terletak pada analisis statistik yang digunakan, kesalahan
pemasukan data, dan kesalahan lainnya. Kedua kesalahan tersebut selalu ada dalam
pengambilan data sampel. Namun, margin of error hanya mempertimbangkan kesalahan

dalam pengambilan sampel (sampling error) (Krisna, 2010). Seberapa baik suatu sampel
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mewakili populasi dapat dilihat dari banyak hal, antara lain margin of error, tingkat
kepercayaan, penyebaran data, metode survei hingga metode pengambilan data.
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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi survei ini meliputi 6 (enam) tahap yaknil. Persiapan, 2. Penyusunan
Data, 3. Pengolahan Data, 4. Analisa Data, 5. Kerangka Konsep, 6. Penyusunan Laporan.
Keenam tahap metodologi survei akan dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan oleh Tim Konsultan meliputi 1. penentuan
variabel penelitian, 2. penyusunan kuesioner, 3. pengolahan bentuk jawaban, 4. penetapan

responden dan lokasi. Berikut merupakan penjelasan pada tahap persiapan yakni:

4.1.1. Penentuan Variabel Penelitian

Survei Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan pengembangan dari
9 unsur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi dari Biro terkait di Mahkamah Konstitusi. Variabel Pelayanan pada Survei Indeks

Kepuasan pada) ruang lingkup tersebut, terdiri dari:

4.1.1.1. Layanan Penanganan Perkara

Terdapat 6 (enam) variabel penilaian Layanan Penanganan Perkara Konstitusi
yakni: 1. Layanan Penerimaan Permohonan, 2. Ketepatan waktu persidangan, 3. Layanan
Persidangan (Hospitality keprotokolan penanganan perkara), 4. Layanan penyerahan
salinan permohonan, 5. Layanan putusan, dan 6. Tingkat transparansi informasi

penanganan perkara. Berikut indikator penilaian pada setiap variabel:

. Layanan Penerimaan Permohonan
1. Kemudahan proses pengajuan permohonan melalui pendaftaran langsung.
2. Kemudahan prosedur penyerahan dokumen asli (hard copy) dan fotokopi

permohonan kepada Kepaniteraan MK.
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N oo o &

Kemampuan petugas (jelas, tepat, tanggap, dan mudah dimengerti) dalam
melayani konsultasi dan menjelaskan hasil pemeriksaan dokumen yang perlu
diperbaiki atau dilengkapi.

Kecepatan petugas pelayanan penerimaan permohonan.

Kesopanan dan keramahan petugas penerimaan permohonan.

Kemudahan penyerahan hasil perbaikan/melengkapi dokumen permohonan.
Kejelasan informasi penerimaan dokumen permohonan yang telah memenuhi

syarat akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Pertanyaan terbuka:

L

4
5
6.
;
8
9

Media memperoleh Informasi pelayanan di MK.

Pernah meminta informasi tentang Peraturan/Keputusan MK.

Kemudahan memperoleh informasi tentang Peraturan MK/ Peraturan Ketua
MK.

Dikenakan biaya saat melakukan permohonan.

Adanya kuitansi/bukti pembayaran resmi.

Jenis biaya yang dibebankan.

Pengetahuan tentang keberadaan sarana/pengaduan/saran di MK.

Pengajuan keluhan/pengaduan.

Media penyampaian keluhan/pengaduan.

10. Isi keluhan/pengaduan yang disampaikan

Ketepatan Waktu Persidangan

1.
2.

Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang.

Ketepatan realisasi jadwal sidang

Pertanyaan terbuka:

a & w0 N e

Penerimaan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK).

Kepastian jadwal sidang setelah menerima ARPK.

Ketepatan waktu pelaksanaan siding.

Kepastian waktu perubahan jadwal siding.

Waktu yang dibutuhkan dalam menunggu perubahan jadwal sidang.
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6.

Alasan Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan jadwal sidang.

Layanan Persidangan (Hospitality keprotokolan penanganan perkara)

1.
2.

5
6
7.
8

Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang

Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait permohonan
yang diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan

Kepuasan proses pemeriksaan persidangan

Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan
persidangan

Pengamanan di dalam persidangan

Kebersihan Ruang Sidang

Kenyamanan Ruang Tunggu persidangan

Kemampuan petugas kepaniteraan dalam melayani persidangan

Pertanyaan terbuka:

1.

© N o ok~ D

Fasilitas sarana yang perlu ditambahkan atau diperbaiki untuk layanan
persidangan

Penggunaan fasilitas persidangan jarak jauh (video conference)

Akses fasilitas video conference

Kemudahan mengakses tayangan video conference (page load time)
Kesesuaian waktu tayang jadwal video conference dengan jadwal sidang
Kualitas visual grafik (gambar) tayangan video conference sidang

Kualitas audio (suara) tayangan video conference sidang

Kesuaian durasi tayangan video conference sidang dengan waktu sidang

Layanan Penyerahan Salinan Permohonan

1.

2.

Ketepatan waktu MK menyerahan Salinan Permohonan kepada DPR dan
Presiden
Kesesuaian berkas pemohonan yang diserahkan dengan berkas permohonan

yang diperiksa

Pertanyaan terbuka:
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VI.

1. Pengetahuan jadwal Salinan Permohonan diserahkan kepada DPR dan
Presiden

2. Kesesuaian waktu Salinan Permohonan diserahkan kepada DPR dan Presiden

3. Penerimaan bukti tanda terima berkas permohonan (Daftar Pemeriksaan

Kelengkapan Permohonan Pemohon dari Panitera)

Layanan Putusan
1. Kecepatan Penyampaian putusan kepada para pihak
2. Kemudahan memperoleh informasi putusan

3. Kecepatan penerbitan salinan putusan
Pertanyaan terbuka:

Perkara telah diputuskan atau belum
Media menerima informasi putusan
Lama waktu memperoleh informasi putusan

Putusan langsung diserahkan kepada para pihak

A A

Pendapat jika penyerahan salinan putusan diserahkan melalui email

Tingkat Transparansi Informasi Penanganan Perkara
1. Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada:
e Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman
https://mkri.id/
e SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Eektronik) pada laman

https://simpel.mkri.id/

e  Whistleblowing System pada laman https://wbs.mkri.id/
2. Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi
di MK melalui aplikasi whistleblowing system
Pertanyaan terbuka:
1. Pengetahuan sistem informasi penanganan perkara
2. Pelaporan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK

melalui aplikasi whistleblowing system
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4.1.1.2. Layanan Sistem Informasi

Terdapat 6 (enam) variabel penilaian Layanan Sistem Informasi Penanganan
Perkara melalui website MK (www.mkri.id) yakni: 1. Layanan Jadwal Sidang Elektronik,
2. Layanan Live Streaming, 3. Layanan Penelusuran Risalah, 4. Layanan Penelusuran
Putusan, 5. Layanan Berita, dan 6. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara di
website MK (www.mkri.id). Berikut indikator penilaian pada setiap variabel:

. Layanan Jadwal Sidang Elektronik di Website MK
1. Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website MK
2. Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website MK

3. Kesesuaian rincian jadwal sidang

1. Layanan Livestreaming di Website MK
Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (page load time)
Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal sidang
Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang

1
2
3
4. Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang
5. Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang

6

Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu sidang
Pertanyaan terbuka:

1. Penggunaan fasilitas Live Streaming persidangan di website MK
M. Layanan Penelusuran Risalah di Website MK

1. Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK

2. Kemudahan mengunduh file tertulis (pdf) risalah sidang

3. Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang
4. Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan
5

Kejelasan isi risalah sidang
Pertanyaan terbuka:

1. Lama waktu memperoleh hasil risalah sidang
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VI.

Layanan Penelusuran Putusan di Website MK

1. Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak berkepentingan
dalam perkara

2. Kemudahan mengunduh salinan putusan

3. Kualitas taxt putusan (softcopy)

4. Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui email
Pertanyaan terbuka:

1. Telah menerima salinan putusan

2. Lama waktu menerima salinan putusan

Layanan Berita di Website MK

1. Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita
2. Kesesuaian isi berita dengan judul berit

3. Kejelasan gaya bahasa penulisan berita
Pertanyaan terbuka:

1. Jenis berita yang dibaca

2. Kemudahan mengakses/mengunduh file video untuk berita yang memiliki
file video

Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK

1. Kecepatan mengakses informasi di Website MK (page load time) pada
Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah.

2. Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website MK (user
friendly) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah.

3. Keindahan dan kerapihan susunan tampilan website MK (display layout)

pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah.

4.1.1.3. Layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan

Perpustakaan

Terdapat 2 (dua) variabel penilaian Layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan: 1. Layanan administrasi umum penelitian dan
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pengkajian, dan 2. layanan pengelolaan perpustakaan. Berikut indikator penilaian pada

setiap variabel:

Layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara

1.
2.
3.

Kemudahan mendapatkan informasi Hasil Penelitian

Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian

Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan Penulisan dan Peluncuran
Buku yang dilaksanakan oleh MK

Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku yang
dilaksanakan oleh MK

Kemudahan mendapatkan informasi Jurnal yang diterbitkan MK

Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal yang diterbitkan MK

Layanan Perpustakaan

© 0 N o g bk~ w D PE

e e
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Kesesuaian persyaratan pelayanan

Kemudahan prosedur

Kemudahan mendapatkan informasi Sistem Informasi Perpustakaan
Keberadaan Petugas Perpustakaan

Kedisiplinan Petugas Perpustakaan

Keadilan Petugas Perpustakaan

Kesopanan Petugas Perpustakaan

Keramahan Petugas Perpustakaan

Kemampuan Petugas Perpustakaan

. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan

. Kecepatan penyelesaian pelayanan oleh petugas
. Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan

13.

Kondisi sarana prasarana Perpustakaan

Pertanyaan terbuka:

1.
2.
3.

Jenis Media Informasi
Biaya Pelayanan
Bukti pembayaran
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Perihal pembayaran
Keberadaan sarana pengaduan/saran
Pengajuan keluhan/pengaduan terhadap pelayanan di MK

Media penyampaian keluhan/pengaduan

© N o 0 &

Isi keluhan/pengaduan yang disampaikan

4.1.2. Penyusunan Kuisioner

Dalam pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan digunakan kuisioner sebagai alat
bantu pengumpulan data. Kuisioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat
kepuasan masyarakat. Kuisioner dibagi atas 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Bagian I: Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh
responden.

2. Bagian II: Identitas responden, meliputi: umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir.

3. Bagian IlI: Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat
kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

4. Bagian IV: Harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan
dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur
pelayanan yang ditanyakan.

5. Bagian V: Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

4.1.3. Penyusunan Bentuk Jawaban
4.1.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Bentuk jawaban untuk menentukan Indeks Kepuasan melalui pertanyaan dari
setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan di
Mahkamah Konstitusi mulai dari kategori sangat puas dengan tidak puas. Untuk kategori
tidak puas diberi nilai persepsi 1, cukup puas diberi nilai persepsi 2, puas diberi nilai
persepsi 3 dan sangat puas diberi nilai persepsi 4. Penilaian terhadap unsur prosedur

pelayanan:
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1. Diberi nilai 1 (tidak puas) apabila banyak aspek yang perlu diperbaiki, misalnya
pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu
banyak sehingga prosesnya tidak efektif.

2. Diberinilai 2 (cukup puas) apabila beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, misal
pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.

3. Diberi nilai 3 (puas) apabila pelayanan sudah baik namun masih ada hal yang perlu
diperbaiki, misal pelaksanaan prosedur pelayanan dirasakan mudah, sederhana, tidak
berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat puas) apabila tidak ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki,
misal pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana

sehingga prosesnya mudah dan efektif.

4.1.3.2. Harapan

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan
sesuai dengan harapannya. Range nilai jawaban adalah 1 sampai 4. Maksud dari nilai
harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/harapan
responden terhadap mutu pelayanan yang ideal.

4.1.3.3. Saran Perbaikan
Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kinerja dari Mahkamah Konstitusi.

4.1.4. Penetapan Responden dan Lokasi
4.1.4.1. Sampel Responden

Responden adalah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Mahkamah
Konstitusi. Jumlah responden yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini

dihitung menggunakan rumus Krejcie Morgan sebagai berikut:



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

S={\* N.P.Q}/{d* (N-1) + A2 P. Q}

Keterangan:
S = Jumlah Sampel
A2 = Lamda (Faktor pengali) dengan dk=1,
(taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841)
N = Populasi
P (populasi menyebar normal) = Q =0,5
d = 0,09

Selain menggunakan perhitungan di atas, jumlah responden yang digunakan
dalam survei kepuasan masyarakat ini juga dihitung menggunakan rumus Cochran

sebagai berikut:

n= —(le,,.:_?"pq
d?

Keterangan:
n = Jumlah Sampel
Zqs, = nilai standar normal dengan alfa 5%= 1,96
p = Proporsi pemohon yang puas =0,5
q = proporsi pemohon yang tidak puas (q=1-p)=0,5
d = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang

masih ditorelir

4.1.4.2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang memenuhi kriteria di atas
dengan proporsional terhadap waktu dan banyaknya pengunjung. Pengambilan data
dilakukan di lokasi responden dan Tim Konsultan dengan menggunakan telesurvei dan

survei online.

10
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4.2. Penyusunan Data

a. Data Primer
Pengumpulan data pada 3 (tiga) ruang lingkup Mahkamah Konstitusi dilakukan
dengan 2 metode survei, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi google form)
dan wawancara langsung dengan para responden melalui telephone.

b. Data Sekunder
Selain dilakukan pengumpulan data secara langsung juga dilakukan pengumpulan
data internal untuk memahami visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta profil

pelayanan di Mahkamah Konstitusi.

4.3. Pengolahan Data

Survei Pengukuran Kinerja di 3 (tiga) ruang lingkup Mahkamah Konstitusi
dihitung dengan menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Perhitungan hasil Survei
Pengukuran Kinerja terhadap masing-masing indikator pelayanan yang dikaji adalah
menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Menjumlahkan nilai persepsi masing-masing indikator

2. Menjumlahkan nilai dari perhitungan nomor 1, selanjutnya disebut total skor

3. Menentukan skor tertinggi dalam penelitian, dalam hal ini skor tertinggi adalah 4
karena menggunakan skala 4, lalu mengalikan dengan jumlah responden

4. Apabila indikator lebih dari 1, maka penyebut dikalikan sekali lagi dengan sejumlah
variabel yang digunakan

5. Menghitung nilai indeks menggunakan rumus di bawah ini

Nilai indeks masing-masing indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

Total Skor

100
Skor Tertinggi x Jumlah Respondenx

Nilai Indeks (%) =

Nilai indeks total menggunakan rumus sebagai berikut:

Total Skor

100
Skor Tertinggi x Jumlah Responden x Jumlah Variabel x

Nilai Indeks (%) =

11
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Pengolahan data akan menghasilkan output yang dikategorikan sebagai berikut:

o Nilai Nterval Kinerja Unit
Nilai Interval ) Mutu Pelayanan
Konversi Pelayanan
1,00 — 2,5996 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik

4.4, Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan

menggunakan software statistik SPSS. Output lain yang dihasilkan adalah Diagram

Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance and Performance Matrix)

yang dianalisa menggunakan software statistik SPSS.

Tinggi/High
Kuadran | Kuadran Il
w
% Kategori: Kategori:
'n_: Perbaikan/Improve Pemeliharaan/Maintenance
e
=
<
2
<
O
= Kuadran IlI Kuadran IV
>
w Kategori: Kategori:
&
x Pemeliharaan/Maintenance Peninjauan ulang/De-emphasize

Rendah/Low —Tinggi/mgh

HASIL KERJA/PERFORMANCE
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Kuadran |

Kuadran 11

Kuadran |1

Kuadran 1V

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting
oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai
dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat
rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus
ditingkatkan. Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara
terus-menerus sehingga hasil kerja/performance unsur pelayanan yang
ada dalam kuadran ini akan meningkat.

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting
oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan
sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya
relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini
harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur
tersebut unggul dimata pelanggan.

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang
penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu
istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran
ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap
manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang
penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-
variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi
dapat melakukan penghematan, terutama dalam hal penghematan

biaya.

Tahapan akhir berisi kesimpulan serta saran rekomendasi tindak lanjut yang

harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan pada 3 (tiga) ruang lingkup Mahkamah

Konstitusi.

13
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4.5. Penyusunan Laporan

Hasil pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilakukan akan disusun dalam
Laporan Akhir untuk diserahkan kepada pihak terkait.

14
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan mempunyai kewajiban dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan, berupaya
memberikan pelayanan publik yang berfokus atau berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan di Mahkamah
Konstitusi, maka dilakukan Survei Pengukuran Indeks. Penyusunan Survei Pengukuran
Indeks merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pengguna
layanan di Mahkamah Konstitusi, baik pengguna internal maupun eksternal.

Responden merupakan pihak yang dipakai sebagai sampel dalam sebuah penelitian.
Karakteristik responden akan mempengaruhi teknik sampling yang digunakan dalam
penelitian. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan karakteristik
pada layanan-layanan Mahkamah Konstitusi dan diambil jumlah minimal responden yang
telah ditetapkan. Peran responden ialah memberikan tanggapan dan informasi terkait data
yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Terdapat dua jenis pembagian responden yakni responden pada pelayanan internal
Mahkamah Konstitusi dan pelayanan eksternal Mahkamah Konstitusi. Secara umum
responden dibagi dalam karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan,
dan karakteristik khusus lainnya.

Tingkat kepuasan penerima layanan pada Mahkamah Konstitusi diperoleh melalui
penyusunan Survei Pengukuran Kinerja tahun 2020 menunjukkan hasil berdasarkan
penerima layanan Mahkamah Konstitusi. Tingkat kepuasan penerima layanan Mahkamah
Konstitusi pada 3 (tiga) layanan berada pada kategori Baik yaitu dengan range nilai rata-
rata tertimbang nilai indeks antara 3,064 — 3,532 atau konversi IKM 76,61 — 88,30.

Berikut pada Tabel 5.1 merupakan nilai indeks penerima layanan Mahkamah Konstitusi.

15
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Tabel 5. 1 Nilai indeks penerima layanan Mahkamah Konstitusi

_ Nilai Nilai Mutu
No Jenis Layanan ]
Indeks | Konversi | Pelayanan
1 |Pelayanan Penanganan Perkara )
o 3.481 87.0 Baik
Konstitusi
2  |Pelayanan Sistem Informasi )
o 3.501 87.5 Baik
Mahkamah Konstitusi
3  |Pelayanan Administrasi Umum
terhadap Penelitian Pengkajian dan _
3.360 84.0 Baik
Perkara, dan Pengelolaan
Perpustakaan
Rata-rata 3.447 86.167 Baik

Tabel di atas menunjukkan hasil Indeks Penilaian Kinerja yang diperoleh dari hasil
survei yang di dalamnya memuat unsur-unsur dalam kuesioner. Unsur tersebut dapat
dijadikan sebuah acuan untuk melihat kinerja suatu sistem pelayanan dan dapat dijadikan
pedoman dalam perbaikan kinerja. Sehingga dari nilai indeks per unsur dapat ditinjau
untuk melihat kekurangan pelayanan di Mahkamah Konstitusi.

Hasil analisis dan pembahasan masing-masing ruang lingkup dibahas dalam
pembahasan selanjutnya.

5.1. Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2021 yakni
salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja
merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan
Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi
dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Mahkamah

Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.
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5.1.1.

Karakteristik Responden

Responden pada survei ini ditujukan pada masyarakat yang telah mendapatkan

Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi. Dominasi masing-masing Kkarakteristik

responden pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi dapat dilihat pada gambar 5.1

dan 5.2. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung secara keseluruhan perlu

mendapat perhatian secara khusus, sehingga dengan mengetahui tipe mayoritas

pelanggan diharapkan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi dapat mempersiapkan

strategi dan pelayanan yang spesifik.

Tabel 5.1.1 Persentase Karakteristik Responden Pelayanan Penanganan Perkara

Konstitusi
o Dominasi
Karakteristik
Keterangan Persentase
Jenis Kelamin Laki-laki 95,2%
Umur 36-45 26,9%
Pendidikan Terakhir Strata 1 45,2%
Kedudukan dalam Berperkara Pemohon 95,2%
Peran dalam Mengajukan
Perorangan 65,4%
Permohonan
Jenis Perkara Pengujian Undang-Undang 84,6%
Jumlah Berperkara 1 Kali 41,3%
Lama Penyelesaian Perkara 3-6 Bulan 44,2%

5.1.2.

Tingkat Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Pelayanan

Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2021 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan

nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,481 atau konversi IKM sebesar 87,0. Berikut

adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan

Kinerja unit pelayanan:
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Tabel 5. 2 Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit

Pelayanan
Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
IKM Konversi IKM Pelayanan Pelayanan
1 1,00-2,5999 | 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 — 3,532 | 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 | 88,31 - 100,00 A Sangat Baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk
melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan
kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan
dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur
yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan
dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator
efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat,
kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator
sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak
terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan
oleh masyarakat.

Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi terdiri dari enam jenis layanan yakni 1)
Layanan Penerimaan Permohonan, 2) Layanan Ketepatan Waktu Persidangan, 3)
Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara, 4) Layanan Penyerahan Salinan
Permohonan, 5) Layanan Layanan Putusan dan 6) Layanan Tingkat Transparansi
Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada keenam

jenis Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.
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Tabel 5. 3 Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Layanan Penerimaan Permohonan 3.491 BAIK
2 Ketepatan Waktu Persidangan 3.446 86.1 B BAIK
3 Layanan Persidangan (Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara) 3.473 86.8 B BAIK
4 Layanan Penyerahan Salinan Permohonan 3.380 845 B BAIK
5 Layanan Putusan 3.514 87.9 B BAIK
6 Tingkat Transparansi Penanganan Perkara 3.522 88.0 B BAIK

TOTAL SKOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI R B BAIK

Tabel 5. 4 Nilai Pelayanan Unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No Layanan Penanganan Perkara Nilai Kualitas

Layanan Layanan

Layanan Penerimaan Permohonan

1 Kemudahan proses pengajuan permohonan 3,478 Baik

4 Kecepatan petugas pelayanan 3,457 Baik
5 Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan 3,478 Baik
6 Kemudahan penyerahan hasil perbaikan 3,435 Baik
7 Kejelasan informasi penerimaan dokumen 3,478 Baik
Nilai Indeks 3,481 Baik
Nilai Konversi 87,0 Baik
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Layanan Ketepatan Waktu Persidangan

8 Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang 3,413 Baik

9 Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang 3,478 Baik
Nilai Indeks 3,446 Baik
Nilai Konversi 86,1 Baik

Layanan Persidangan (Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara)

10 | Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang | 3,304 Baik

11 | Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan | 3,261 Baik
MK terkait permohonan yang diajukan dalam proses

pemeriksaan pendahuluan

12 | Kepuasan proses pemeriksaan persidangan 3,130 Baik

Nilai Indeks 3,473 Baik

Nilai Konversi 86,8 Baik

Layanan Penyerahan Salinan Permohonan

18 | Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan | 3,370 Baik
Permohonan kepada DPR dan Presiden
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19 | Kesesuaian berkas pemohonan yang diserahkan | 3,391 Baik
dengan berkas permohonan yang diperiksa

Nilai Indeks 3,380 Baik

Nilai Konversi 84,5 Baik
Layanan Putusan

20 | Kecepatan Penyampaian putusan kepada para pihak | 3,522 Baik

21 | Kemudahan memperoleh informasi putusan 3,478 Baik

Nilai Indeks

3,514

Baik

Nilai Konversi

87,9

Baik

Layanan Tingkat Transparansi Informasi Penanganan Perkara

26 | Kemudahan melaporkan  perbuatan  yang | 3,326 Baik
berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui
aplikasi whistleblowing system

Nilai Indeks 3.522 Baik

21




LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

Nilai Konversi 88,0 Baik
Rata-rata nilai indeks 3,481 Baik
Rata-rata nilai konversi 87,0 Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 6 (enam) aspek layanan
terdapat 26 unsur layanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai layanan tertinggi dan unsur
nilai terendah. Unsur nilai layanan tertinggi yakni Kesopanan dan Keramahan Petugas
Pelayanan serta unsur nilai terendah yakni kemudahan melaporkan melalui
whistleblowing system. Berikut pada subbab selanjutnya dibahas analisa dan pembahasan
setiap unsur layanan.

1. Layanan Penerimaan Permohonan

Penilaian Layanan Penerimaan Permohonan dapat dilihat dari bagaimana mitra
Mahkamah Konstitusi melakukan pengajuan permohonan perkara ke Mahkamah
Konstitusi. Secara umum, Layanan Penerimaan Permohonan sudah baik dengan nilai

layanan 3,491.

Layanan Penerimaan Permohonan

Kemudahan Penyerahan Hasil
Kecepatan Petugas Pelayanan
Kejelasan Informasi Penerimaan Dokumen

Kesopanan dan keramahan Petugas

Kemudahan Prosedur Penyerahan Dokumen

Kemampuan Petugas Layanan

Grafik 5. 1 Grafik Nilai Layanan Penerimaan Permohonan
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a. Kemudahan Proses Pengajuan Permohonan

Kepuasan responden terhadap kemudahan proses pengajuan permohonan perkara
melalui pendaftaran langsung kepada Kepaniteraan di Gedung Mahkamah Konstitusi
mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,479. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kemudahan proses pengajuan

permohonan.

Tabel 5. 5 Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Proses
Pengajuan Permohonan

Kategori Persentase
Kurang Puas 6.5
Puas 39.2
Sangat Puas 543

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 6,5% responden memberikan nilai
kurang puas terhadap kemudahan proses pengajuan permohonan.

b. Kemudahan Prosedur Penyerahan Dokumen

Kepuasan responden terhadap kemudahan prosedur penyerahan dokumen asli (hard
copy) dan fotokopi permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai layanan 3,543. Pada tabel di bawah
ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kemudahan prosedur penyerahan

dokumen beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5. 6 Persentase Persepsi Responden Terhadap
Kemudahan Prosedur Penyerahan Dokumen

Kategori Persentase
Tidak Puas 2.2
Kurang Puas 2.2

Puas 34.7
Sangat Puas 60.9
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2,2% responden yang menyatakan tidak puas dan
2,2% responden menyatakan kurang puas terhadap kemudahan prosedur penyerahan
dokumen. Alasan responden tersebut dokumen berkas pengajuan gugatan yang
dipersyaratkan terlalu banyak dan memberatkan operasional bagi pemohon terutama yang
perseorangan.

c. Kemampuan Petugas

Kepuasan responden terhadap kemampuan petugas (jelas, tepat, tanggap, dan
mudah dimengerti) dalam melayani konsultasi dan menjelaskan hasil pemeriksaan
dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi mendapatkan kualitas yang sangat baik
dengan nilai layanan 3,565. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi
responden terhadap kemampuan petugas dalam melayani konsultasi dan menjelaskan

hasil pemeriksaan dokumen.

Tabel 5. 7 Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemampuan Petugas Pelayanan

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 39.1
Sangat Puas 58.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih ada responden yang memberikan nilai
kurang puas terhadap kemampuan petugas pelayanan, yaitu sebesar 2,2%.

d. Kecepatan Petugas

Kepuasan responden terhadap kecepatan petugas layanan penerimaan permohonan
perkara mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,457. Pada tabel di bawah
ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kecepatan petugas.
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Tabel 5. 8 Persentase Persepsi Responden Terhadap Kecepatan Petugas

Kategori Persentase
Tidak Puas 2.2
Kurang Puas 6.5
Puas 34.8
Sangat Puas 56.5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih ada responden yang memberikan
nilai tidak puas sebesar 2,2% dan menyatakan kurang puas terhadap kemampuan petugas
pelayanan, yaitu sebesar 6,5%.

e. Kesopanan dan Keramahan Petugas

Kepuasan responden terhadap kesopanan dan keramahan petugas penerimaan
permohonan perkara mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai layanan 3,478.
Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kesopanan dan

keramahan petugas penerimaan permohonan perkara.

Tabel 5.9 Persentase Persepsi Responden Terhadap Kesopanan dan Keramahan

Petugas
Kategori Persentase
Tidak Puas 2.2
Kurang Puas 2.2
Puas 41.3
Sangat Puas 54.3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih ada responden yang memberikan
nilai tidak puas sebesar 2,2% dan menyatakan kurang puas terhadap kemampuan petugas
pelayanan, yaitu sebesar 2,2%.

f. Kemudahan Penyerahan Hasil Perbaikan

Kepuasan responden terhadap kemudahan proses penyerahan hasil perbaikan atau
melengkapi dokumen permohonan perkara mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai
layanan 3,435. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap
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kemudahan proses penyerahan hasil perbaikan atau melengkapi dokumen permohonan
perkara.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa masih ada responden yang menyatakan

kurang puas terhadap kemampuan petugas pelayanan, yaitu sebesar 8,7%.

Tabel 5. 10 Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Penyerahan Hasil

Perbaikan
Kategori Persentase
Kurang Puas 8.7
Puas 39.1
Sangat Puas 52.2

g. Kejelasan Informasi Penerimaan Dokumen

Kepuasan responden terhadap kejelasan informasi penerimaan dokumen
permohonan yang telah memenuhi syarat akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,478. Pada tabel di
bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kejelasan informasi
penerimaan dokumen permohonan yang telah memenuhi syarat akan dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi.

Tabel 5. 11 Persentase Persepsi Responden Terhadap Kejelasan Informasi Penerimaan
Dokumen

Kategori Persentase
Kurang Puas 6.5
Puas 39.1
Sangat Puas 54.3

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa masih ada responden yang menyatakan
kurang puas terhadap kemampuan petugas pelayanan, yaitu sebesar 6,5%.
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h. Media Informasi

Jumlah persentase responden media responden untuk memperoleh informasi

tentang layanan di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada grafik berikut.

60.0

41.3 413
40.0 +
200 +
13.0

Petugas Layanan Website Brosur Lainnya

Grafik 5. 2 Persentase Media Informasi Responden

i. Permintaan Informasi tentang Peraturan/Keputusan MK

Jumlah persentase responden yang pernah meminta informasi tentang

Peraturan/Keputusan MK dapat dilihat pada grafik berikut.

80.0

I 717
60.0 |
40.0 |
283
R -
0.0
Ya

Tidak

j.  Kemudahan Memperoleh Informasi tentang Peraturan/Keputusan MK

Jumlah persentase responden media responden untuk memperoleh informasi

tentang layanan di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 5. 3 Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Memperoleh
Informasi tentang Peraturan/Keputusan MK

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 13,1% responden yang menyatakan tidak/kurang
puas terhadap kemudahan prosedur penyerahan dokumen. Alasan responden tersebut

yaitu petugas/pihak Mahkamah Konstitusi tidak memberikan peraturan yang diminta.

k. Biaya Pengajuan Permohonan Perkara
Jumlah persentase responden yang dikenakan biaya dalam pengajuan permohonan

perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada grafik berikut.

1200
100.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
0.0

Tidak Dikenakan Biaya Dikenakan Biaya

Grafik 5. 4 Persentase Responden Terhadap Biaya Pengajuan Permohonan Perkara

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa 100,00% responden tidak
dikenakan biaya pengajuan permohonan perkara. Sehingga, pembahasan pertanyaan
terbuka mengenai pemberian kuitansi/bukti pembayaran resmi dari MK dan
jenis/keperluan biaya dan besaran biaya ditiadakan dalam laporan ini.
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I. Sarana Pengaduan/Saran
Pada grafik di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden mengenai

keberadaan sarana pengaduan/saran.

45.7 435

8.7

2.2
0.0
Sangat Puas Puas Kurang Puas Tidak Puas

Grafik 5. 5 Persentase Persepsi Responden Terhadap Sarana Pengaduan/Saran

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 10,9% responden yang menyatakan tidak/kurang
puas terhadap keberadaan sarana pengaduan/saran.

m. Penanganan Pengaduan

Penanganan terhadap keluhan atau pengaduan responden menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik merupakan salah satu kewajiban yang
harus dilakukan oleh penyelenggara layanan publik. Oleh karena itu, pada survei ini juga
dihimpun mengenai pengaduan yang pernah diajukan oleh responden, media yang
digunakan dalam menyampaikan pengaduan, ketanggapan petugas penerima pengaduan,

dan kesesuaian tidak lanjut pengaduan.
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Grafik 5. 6 Persentase Responden yang Pernah Mengajukan Keluhan/Saran

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 17,4% responden pernah mengajukan
keluhan/saran.

n. Opini Responden Terhadap Layanan Penerimaan Permohonan

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli
untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden
sangat  diperlukan.  Selama  pelaksanaan  survei, surveyor  menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap Layanan Penerimaan Permohonan.

No Saran Presentase

1 | Keberatan atas tidak ditanggapi permohonan | 4,3 %

informasi

2 | Tidak toleransi keterlambatan 22%

3 | Saat pengujian UU, jadwalnya tidak kunjung | 2,2 %
diberikan

4 | Petugas persidangan merokok di dalam Gedung MK | 2,2 %

5 | Mengenai jadwal sidang 2,2 %
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6 | Mahkamah (Hakim Ketua dan Hakim Anggota) tidak | 1,1%

menerapkan hukum acara persidangan

7 | Keberatan atas saksi termohon pada proses | 1,1%

persidangan

Total 15,3%

2. Layanan Ketepatan Waktu Persidangan

Penilaian layanan ketepatan waktu persidangan dapat dilihat dari bagaimana para
pihak berperkara Mahkamah Konstitusi mendapatkan fasilitas kesesuaian waktu
pemberitahuan jadwal sidang dan realisasi jadwal persidangan penanganan perkara.
Secara umum, layanan ketepatan waktu Persidangan sudah baik dengan nilai layanan
3,446.

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

1 Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang 3.413 BAIK
2 Ketepatan realisasi jadwal sidang 3.478 87.0 B BAIK
TOTAL SKOR KETEPATAN WAKTU PERSIDANGAN 3.446 86.1 B BAIK

a. Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang

Kepuasan responden terhadap Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang di
Gedung Mahkamah Konstitusi mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan
3,413. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap
Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang beserta alasan responden yang
menyatakan kurang puas dan tidak puas.
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Tabel 5. 12 Persentase Persepsi Responden Terhadap
Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 50.0
Sangat Puas 45.7

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4,3% responden yang menyatakan kurang puas
terhadap kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang. Alasan responden tersebut
yakni karena sidang ditunda mendadak pada saat sebelum sidang.

b. Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang

Kepuasan responden terhadap Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang Mahkamah
Konstitusi terkait permohonan yang diajukanmendapatkan kualitas yang baik dengan
nilai layanan 3,478. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden

terhadap Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang.

Tabel 5. 13 Persentase Persepsi Responden Terhadap Ketepatan Realisasi Jadwal

Sidang
Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 43.5
Sangat Puas 52.2

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4,3% responden yang menyatakan kurang puas
terhadap kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang. Alasan responden tersebut

yakni karena sidang ditunda mendadak pada saat sebelum sidang.
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c. Penerimaan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (APRK)
Jumlah persentase persepsi responden terhadap penerimaan Akta Registrasi Perkara
Konstitusi (APRK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Persentase
Sudah 79,1%
Belum 21,9%
Total 100%

d. Lama Waktu Pemberitahuan Kepastian Jadwal Sidang Setelah Menerima
APRK
Jumlah persentase persepsi responden terhadap lama waktu yang dibutuhkan oleh
pemohon perkara dalam mengetahui kepastian jadwal sidang setelah menerima APRK
dapat dilihat pada grafik berikut.

60.0

45.7

40.0

20.0 17.4 15.2

8.7 8.7
4.3

0.0
3 - 7 Hari 1 -3 Minggu 1- 2 Hari 1-2Bulan > 2 Bulan Lainnya

Grafik 5. 7 Persentase Responden Terhadap Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang

e. Ketepatan Waktu Sidang dengan Pengumuman Jadwal Sidang
Jumlah persentase persepsi responden terhadap tepat tidaknya waktu sidang dengan

pengumuman jadwal sidang dapat dilihat pada tabel berikut.
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Kategori Persentase
Ya, Tepat 91,3%
Tidak Tepat/Berubah 8,7%
Total 100%

f. Kepastian waktu perubahan jadwal sidang
Jumlah persentase persepsi responden terhadap kepastian waktu perubahan jadwal

sidang dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 5. 8 Persentase Responden Terhadap kepastian waktu perubahan jadwal sidang

g. Waktu yang dibutuhkan dalam menunggu perubahan jadwal sidang
Jumlah persentase persepsi responden terhadap waktu yang dibutuhkan dalam

menunggu perubahan jadwal sidang dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 5. 9 Persentase Responden Terhadap waktu yang dibutuhkan dalam menunggu
perubahan jadwal sidang

0.0
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h. Alasan Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan jadwal sidang
Jumlah persentase persepsi responden terhadap informasi alasan Mahkamah

Konstitusi melakukan perubahan jadwal sidang dapat dilihat pada grafik berikut

Pandemi covid
Menunggu anggota majelis hakim lengkap 4.3
Kepadatan jadwal sidang 4.3
kekurangan siapan pihak pihak yan berperkara 2.2
Libur Hari Besar 2.2
Karena efesiensi 2.2
Jadwal sidang yang bersamaan 2.2
Pemberi keterangan tidak siap 1.1
0 1 2 3 4 5 6

Grafik 5. 10 persentase persepsi responden terhadap informasi alasan Mahkamah
Konstitusi melakukan perubahan jadwal sidang

i. Opini Responden Terhadap Ketepatan Waktu Persidangan

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli
untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden
sangat  diperlukan.  Selama  pelaksanaan  survei,  surveyor  menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap Ketepatan Waktu Persidangan.
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No Saran Persentase

1 | Apabila ada reschedule jadwal sidang selain via 1,3%
email, ada baiknya diberitahukan via telepon
langsung ke HP bukan nomor telepon kantor.

2 | Waktu sidang telah tepat tetapi menunggu 1,2%
kepastian waktu sidang masih terlalu lama.

Total 2,5%

3. Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara

Penilaian hospitality keprotokolan penanganan perkara dapat dilihat dari bagaimana
para pihak berperkara Mahkamah Konstitusi mendapatkan fasilitas pelayanan dalam
proses persidangan penanganan perkara. Secara umum, hospitality keprotokolan
penanganan perkara sudah baik dengan nilai layanan 3,473.

Tabel 5. 14 Nilai Indeks Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang 3.304 BAIK
2 Ezjltaelrisg:oisr;?;r:;s;r?;sr;::s;f;erl‘;\;?Liiisampaikan MK terkait permohonan yang diajukan 2250 e o DA
3 Kepuasan proses pemeriksaan persidangan 3.130 78.3 B BAIK
4  Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan persidangan 3.543 88.6 A SANGAT BAIK
5 Pengamanan di dalam persidangan 3.565 89.1 A SANGAT BAIK
6 Kebersihan Ruang Sidang 3.696 92.4 A SANGAT BAIK
7 Kenyamanan Ruang Tunggu persidangan 3.652 91.3 A SANGAT BAIK
8 Kemampuan petugas kepaniteraan dalam melayani persidangan 3.630 90.8 A SANGAT BAIK

TOTAL SKOR LAYANAN PERSIDANGAN 3.473 86.8 B BAIK

a. Kejelasan Pemberitahuan Ketetapan Jadwal Sidang

Kepuasan responden terhadap Kejelasan Pemberitahuan Ketetapan Jadwal Sidang
mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,304. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kepuasan proses pemeriksaan

persidangan beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.
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Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 6,5% memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap Kejelasan Pemberitahuan Ketetapan Jadwal Sidang. Namun,

responden tidak memberikan alasan terhadap penilaian tersebut.

Tabel 5. 15 Persentase responden terhadap Kejelasan
Pemberitahuan Ketetapan Jadwal Sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 6.5
Puas 56.5
Sangat Puas 37.0

b. Kejelasan Informasi dan Nasihat yang Disampaikan Mahkamah
Konstitusi
Kepuasan responden terhadap kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan
mahkamah konstitusi terkait permohonan yang diajukan dalam proses pemeriksaan
pendahuluan mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,261. Pada tabel di
bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kejelasan informasi dan
nasihat yang disampaikan mahkamah konstitusi terkait permohonan yang diajukan dalam
proses pemeriksaan pendahuluan beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas

dan tidak puas.

Tabel 5. 16 Persentase responden terhadap kejelasan
informasi dan nasihat yang disampaikan mahkamah

konstitusi
Kategori Persentase
Kurang Puas 13.1
Puas 47.8
Sangat Puas 39.1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 13,1% memberikan penilaian tidak/kurang
puas terhadap Kejelasan Informasi dan Nasihat Pada Proses Pemeriksaan Pendahuluan.

Namun, responden tidak memberikan alasan terhadap penilaian tersebut.

37



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

c. Kepuasan Proses Pemeriksaan Persidangan

Kepuasan responden terhadap kepuasan proses pemeriksaan persidangan
mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,130. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kepuasan proses pemeriksaan

persidangan beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5. 17 Persenase responden terhadap kepuasan proses
pemeriksaan persidangan

Kategori Persentase
Tidak Puas 4.4
Kurang Puas 13.0

Puas 47.8
Sangat Puas 34.8

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 17,4% memberikan penilaian tidak/kurang
puas terhadap Kepuasan Proses Pemeriksaan Persidangan. Namun, responden tidak

memberikan alasan terhadap penilaian tersebut.

d. Ketersediaan dan Kondisi Fasilitas Sarana Prasarana Layanan
Persidangan

Kepuasan responden terhadap ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana
prasarana layanan persidangan mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai
layanan 3,543. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap
ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan persidangan
beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 2,2% memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap Ketersediaan dan Kondisi (Berfungsi) Fasilitas Sarana
Prasarana Layanan Persidangan. Namun, responden tidak memberikan alasan terhadap

penilaian tersebut.
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Tabel 5. 18 Persentase responden terhadap ketersediaan dan
kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan
persidangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 41.3
Sangat Puas 56.5

e. Pengamanan di dalam Persidangan
Kepuasan responden terhadap pengamanan di dalam persidangan mendapatkan
kualitas yang sangat baik dengan nilai layanan 3,565. Pada tabel di bawah ini diperoleh

persentase persepsi responden terhadap pengamanan di dalam persidangan.

Tabel 5. 19 Persentase responden terhadap pengamanan di
dalam persidangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 34.8
Sangat Puas 60.9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,3% memberikan penilaian tidak/kurang
puas terhadap Kepuasan Proses Pemeriksaan Persidangan. Namun, responden tidak
memberikan alasan terhadap penilaian tersebut.

f. Kebersihan Ruang Sidang

Kepuasan responden terhadap kebersihan ruang sidang mendapatkan kualitas yang
sangat baik dengan nilai layanan 3,696. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase
persepsi responden terhadap kebersihan ruang sidang.
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Tabel 5. 20 Persentase responden terhadap kebersihan ruang

sidang
Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 26.1
Sangat Puas 71.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2,2% memberikan penilaian tidak/kurang
puas terhadap Kepuasan Proses Pemeriksaan Persidangan. Namun, responden tidak
memberikan alasan terhadap penilaian tersebut.

g. Kenyamanan Ruang Tunggu Persidangan

Kepuasan responden terhadap kenyamanan ruang tunggu persidangan mendapatkan
kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,505. Pada tabel di bawah ini diperoleh
persentase persepsi responden terhadap kenyamanan ruang tunggu persidangan beserta

alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5. 21 Persentase responden terhadap kenyamanan ruang

tunggu
Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 26.1
Sangat Puas 69.6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,3% memberikan penilaian tidak/kurang
puas terhadap kenyamanan ruang sidang. Alasan yang diberikan responden adalah AC
ruangan kurang dingin.

h. Kemampuan Petugas Kepaniteraan dalam Melayani Persidangan

Kepuasan responden terhadap Kemampuan Petugas Kepaniteraan mendapatkan
kualitas yang sangat baik dengan nilai layanan 3,630. Pada tabel di bawah ini diperoleh
persentase persepsi responden terhadap Kemampuan Petugas Kepaniteraan beserta alasan

responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.
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Tabel 5. 22 Persentase responden terhadap Kemampuan
Petugas Kepaniteraan

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 26.1
Sangat Puas 71.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2,2% memberikan penilaian tidak/kurang
puas terhadap Kepuasan Proses Pemeriksaan Persidangan. Namun, responden tidak
memberikan alasan terhadap penilaian tersebut.

i. Fasilitas Sarana

Jumlah persentase persepsi responden terhadap ada tidaknya fasilitas sarana yang
perlu ditambahkan atau diperbaiki untuk layanan persidangan dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 5. 23 Persentase Persepsi Responden Terhadap Fasilitas Sarana
Yang Perlu Ditambahkan Atau Diperbaiki

Kategori Persentase
Ya 21,7%
Tidak 78,3%
TOTAL 100,00%

Jumlah persentase persepsi responden terhadap fasilitas sarana yang perlu
ditambahkanatau diperbaiki untuk layanan persidangan dapat dilihat pada grafik berikut.
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Mesin fotokopi dan printer _ 22
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Grafik 5. 11 Persepsi Responden Terhadap Fasilitas Sarana yang Perlu
Ditambahkan/Diperbaiki

J. Fasilitas Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)
Jumlah persentase responden yang menggunakan fasilitas persidangan jarak jauh

(videoconference) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 24 Persentase Responden yang Menggunakan Video Conference

Kategori Persentase
Ya 52,2%
Tidak 47,8%
TOTAL 100,00%

Jumlah persentase lokasi mengakses fasilitas video conference media responden

dapat dilihat pada tabel berikut.

5.0

¥
33
I 11 11 11 11
00 - - - -

rumah Melalui Zoom Karawang Terakhir di Dumai Universitas Andalas  UNS Surakarta

Grafik 5. 12 Persentase Video Conference Responden
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Pada tabel di bawah ini diperoleh jumlah persentase persepsi responden terhadap
kemudahan mengakses tayangan video conference (page load time)

Tabel 5. 25 persentase persepsi responden terhadap
kemudahan mengakses tayangan video conference

Kategori Persentase
Kurang Puas 17.4
Puas 41.3
Sangat Puas 41.3

Pada tabel di bawah ini diperoleh jumlah persentase persepsi responden terhadap
Kesesuaian waktu tayang jadwal video conference dengan jadwal sidang.

Tabel 5. 26 persentase persepsi responden terhadap
Kesesuaian waktu tayang jadwal video conference dengan
jadwal sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 15.2
Puas 47.8
Sangat Puas 37.0

Pada tabel di bawah ini diperoleh jumlah persentase persepsi responden terhadap

kualitas visual grafik (gambar) tayangan video conference sidang.

Tabel 5. 27 persentase persepsi responden terhadap kualitas
visual grafik (gambar) tayangan video conference sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 10.9
Puas 45.7
Sangat Puas 43.4
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Pada tabel di bawah ini diperoleh jumlah persentase persepsi responden terhadap
kualitas audio (suara) tayangan video conference sidang.

Tabel 5. 28 persentase persepsi responden terhadap kualitas
audio (suara) tayangan video conference sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 15.2
Puas 348
Sangat Puas 50.0

Pada tabel di bawah ini diperoleh jumlah persentase persepsi responden terhadap
kesesuaian durasi tayangan video conference sidang dengan waktu sidang.
Tabel 5. 29 persentase persepsi responden terhadap

kesesuaian durasi tayangan video conference sidang dengan
waktu sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 13.0
Puas 43.5
Sangat Puas 435

k. Saran Terhadap Layanan Sidang

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli
untukmemberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden
sangat  diperlukan. Selama  pelaksanaan  survei,  surveior = menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap Layanan Persidangan.
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Sudah bagus, mohon dipertahankan saja _ 15.2

Petugas harus siaga dari persiapan sidang sampai akhir

Para hakim di mahkamah sesuai dengan backgroundnya

Hakim harus antusias

Dipercepat Proseshya

Kualitas suara mesti ditingkatkan . 2.2
0
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Grafik 5. 13 saran dari responden terhadap Layanan Persidangan

4. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan

Penilaian layanan penyerahan salinan permohonan dapat dilihat dari bagaimana
para pihak berperkara Mahkamah Konstitusi mendapatkan fasilitas informasi penyerahan
salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR dan Presiden. Secara umum,

Layanan penyerahansalinan permohonan sudah baik dengan nilai layanan 3.380.

Tabel 5. 30 Nilai Indeks Layanan Penyerahan Salinan Permohonan

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden 3.370 BAIK
Kfeses.uaian berkas pemohonan yang diserahkan dengan berkas permohonan yang 3391 818 B BAIK
diperiksa

TOTAL SKOR LAYANAN PENYERAHAN SALINAN PERMOHONAN 3.380 84.5 B BAIK

a. Ketepatan Waktu Penyerahan Salinan Permohonan

Kepuasan responden terhadap Ketepatan waktu Mahkamah Konstitusi
menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden mendapatkan kualitas yang
Baik dengan nilai layanan 3,370. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi
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responden terhadap Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada
DPR dan Presiden.
Tabel 5. 31 Persentase responden terhadap Ketepatan waktu

Mahkamah Konstitusi menyerahkan Salinan Permohonan
kepada DPR dan Presiden

Kategori Persentase
Tidak Puas 2.2
Kurang Puas 10.9
Puas 34.8
Sangat Puas 52.1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 13,1% responden yang memberikan nilai
tidak/kurang puas terhadap ketepatan waktu Mahakamah Konstitusi Menyerahkan
Salinan Permohonan.

b. Kesesuaian Berkas Permohonan yang Diserahkan

Kepuasan responden terhadap kesesuaian berkas pemohonan yang diserahkan
dengan berkas permohonan yang diperiksa mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai
layanan 3,391. Padatabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap
kesesuaian berkas pemohonan yang diserahkan dengan berkas permohonan yang
diperiksa.

Tabel 5. 32 Persentase responden terhadap kesesuaian berkas
pemohonan yang diserahkan dengan berkas permohonan yang

diperiksa
Kategori Persentase
Kurang Puas 10.9
Puas 39.1
Sangat Puas 50.0

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 10,9% responden yang memberikan nilai

tidak/kurang puas terhadap kesesuaian berkas permohonan.
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c. Salinan Permohonan Diserahkan Kepada DPR dan Presiden
Jumlah persentase responden yang telah sudah belumnya mengetahui salinan
permohonan telah diserahkan kepada DPR dan Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 33 Persentase Responden yang Mengetahui Penyerahan Salinan Permohonan

Kategori Persentase
Ya, Mengetahui 32,60%
Tidak Mengetahui 67,40%
TOTAL 100,00%

Berdasarkan peraturan lama waktu yang dibutuhkan Salinan Permohonan telah
diserahkan kepada DPR dan Presiden (Pengujian Undang-Undang) maksimal 7 hari kerja
sejak Saudaramenerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi. Jumlah persentase persepsi

responden terhadap lama waktu yang dibutuhkan dalam penyerahan Salinan Permohonan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 34 Persentase Responden Terhadap Waktu Penyerahan Salinan Permohonan

Kategori Persentase
Kurang dari 1 Hari 13%
1-2 hari 15,2%

3 -7 hari 47,8%
1 -3 minggu 19,6%
1-2 bulan 3,3%
Lebih dari 1 Bulan 1,1%

TOTAL 100%

5. Layanan Putusan

Penilaian Layanan Putusan dapat dilihat dari bagaimana para pihak berperkara
Mahkamah Konstitusi mendapatkan pelayanan putusan setelah proses persidangan.

Secara umum, Layanan Putusan sudah baik dengan nilai layanan 3,476
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Tabel 5. 35 Nilai Layanan Putusan

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Kecepatan Penyampaian putusan kepada para pihak 3.522 BAIK

2 Kemudahan memperoleh informasi putusan 3.478 87.0 B BAIK
3 Kecepatan penerbitan salinan putusan 3.543 88.6 A SANGAT BAIK

TOTAL SKOR LAYANAN PUTUSAN 3.514 879 B BAIK

a. Kecepatan Penyampaian Putusan

Kepuasan responden terhadap kecepatan penyampaian putusan kepada para pihak
mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,522. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kecepatan penyampaian putusan

kepada para pihak.

Tabel 5. 36 Persentase responden terhadap kecepatan
penyampaian putusan

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 39.2
Sangat Puas 56.5

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 4,3% responden yang memberikan nilai

tidak/kurang puas terhadap kecepatan penyampaian putusan.

b. Kemudahan Memperoleh Informasi Putusan

Kepuasan responden terhadap kemudahan memperoleh informasi putusan perkara
mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,478. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kemudahan memperoleh informasi
putusan perkara.
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Tabel 5. 37 Persentase Responden Terhadap Kemudahan
Memperoleh Informasi Putusan Perkara

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 435
Sangat Puas 52.2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 4,3% responden yang memberikan nilai

tidak/kurang puas terhadap kemudahan memperoleh informasi putusan perkara.

c. Kecepatan Penerbitan Salinan Putusan

Kepuasan responden terhadap kecepatan penerbitan salinan putusan perkara
mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai layanan 3,543. Pada tabel di bawah
ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kecepatan penerbitan salinan

putusan beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5. 38 Persentase Persepsi Responden Terhadap
Kecepatan Penerbitan Salinan Putusan

Kategori Persentase
Kurang Puas 6.5
Puas 32.6
Sangat Puas 60.9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 4,3% responden yang memberikan nilai

tidak/kurang puas terhadap Kecepatan Penerbitan Salinan Putusan perkara.

d. Putusan Perkara
Jumlah persentase responden yang perkaranya telah diputuskan dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 5. 39 persentase responden yang perkaranya telah diputuskan

Kategori Persentase
Kurang dari 1 Hari 41,3%
2-3 hari 26,1%

3 -7 hari 17,4%
1-3 minggu 13,0%
1-2 bulan 2,2%
Lebih dari 2 Bulan 0,00%

TOTAL 100%

Keterangan : Salinan Putusan diberikan kepada Para
Pihak berperkaramaksimal 7 hari kerja sejak putusan

dibacakan

Jumlah persentase media responden untuk menerima informasi putusan dapat
dilihat pada grafik berikut.

43.5

39.1
0.0

Website Petugas Lainnya

Grafik 5. 14 persentase media responden untuk menerima
informasi putusan

Jumlah persentase waktu responden dalam memperoleh informasi putusan dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Kategori Persentase
Sudah 87%
Belum 13%

TOTAL 100,00%

Jumlah persentase responden terhadap penyerahan langsung putusan kepada Para
Pihakberperkara dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Persentase
Ya 89,1%
Tidak 10,9%
TOTAL 100%

Jumlah persentase persetujuan responden apabila salinan putusan diserahkan

melalui e-mail dapat dilihat pada tabel berikut beserta alasan responden yang menyatakan

tidak setuju.
Kategori Persentase
Setuju 100,00%
Tidak Setuju 0,00%
TOTAL 100,00%

e. Opini Responden Terhadap Layanan Putusan

Untuk memotivasi dan memperbaiki Kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli
untukmemberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden
sangat  diperlukan. Selama  pelaksanaan  survei,  surveior = menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap Layanan Putusan.
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Jika bisa di berikan langsung lebih bagus _
Di buat Protokol penyerahan putusan secara resmi _ 4.3
Putusan segera diberikan dalam minggu yang sama
bisa kirim ke email

Dipercepat Proseshya

Diserahkan Sesaat setelah pembacaan putusan - 1.1
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Grafik 5. 15 saran dari responden terhadap Layanan Putusan

6. Layanan Transparansi Informasi Penanganan Perkara

Penilaian transparansi informasi penanganan perkara dapat dilihat dari
bagaimana para pihak berperkara Mahkamah Konstitusi mendapatkan fasilitas
ketersediaan, kelengkapan, dan keterbukaan informasi pelayanan persidangan. Secara
umum, Layanan penyerahan salinan permohonan sudah baik dengan nilai layanan
3,522.

Tabel 5. 40 Nilai Indeks Layanan Transparansi Informasi Penanganan Perkara

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada Sistem Informasi

Penanganan Perkara di Website MK pada laman https://mkri.id/ e e SN LIS
Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada SIMPEL (Sistem Informasi
2 Permohonan Eektronik) pada laman https://simpel.mkri.id/ 3.587 89.7 A SANGAT BAIK
3 Tingkat transparansi atau kejf-z!asan informasi pada Whistleblowing System 3565 891 A SANGAT BAIK
pada laman https://wbs.mkri.id/
4 I(.emudahan Amel::‘]por.kan‘perbuataAn yang berindikasi pelanggaran yang terjadi 3326 332 B BAIK
di MK melalui aplikasi whistleblowing system
TOTAL SKOR TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA 3.522 88.0 B BAIK
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f. Transparansi atau Kejelasan Informasi

Transparansi atau kejelasan informasi dinilai berdasarkan tiga saluran
informasi atausistem yang disediakan Mahkamah Konstitusi, yakni:

1. Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman
https://mkri.id/

2. SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Eektronik) pada laman
https://simpel.mkri.id/

3. Whistleblowing System pada laman https://wbs.mkri.id/

Kepuasan responden terhadap transparansi atau kejelasan informasi pada tiga
saluran informasi tersebut mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,522.
Pada tabel di bawah ini diperolehpersentase persepsi responden terhadap transparansi
atau kejelasan informasi.

Tabel 5. 41 Tingkat transparansi atau kejelasan informasi

pada Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK
pada laman https://mkri.id/

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 34.8
Sangat Puas 63.0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2,2% responden yang memberikan nilai
tidak/kurang puas terhadap Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada Sistem
Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman https://mkri.id/

Tabel 5. 42 Tingkat transparansi atau kejelasan informasi
pada SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Eektronik)
pada laman https://simpel.mkri.id/

Kategori Persentase
Puas 41.3
Sangat Puas 58.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang memberikan

nilai tidak/kurang puas terhadap Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada
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SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Eektronik) pada laman https://simpel.mkri.id/
5.1.3.  Analisis Persepsi dan Harapan

Pada survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi
dan harapan responden terhadap mutu layanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-
unsur layanan yangmenjadi prioritas untuk ditingkatkan. Analisa persepsi dan harapan
dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat
pelanggan atas keadaan suatu unsur layanansaat ini.

Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana
matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu Kuadran I: Attributes to Improve,
Kuadran I1: Attributes to Maintain, Kuadran I11: Attributes to Maintain, Kuadran
IV: Attributes to De-emphasize.

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan
kepuasan parapihak berperkara pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.
Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing unsur dalam kuadran.
Harapan pelanggan yang tinggi terhadap beberapa unsur berpotensi membuat unsur-
unsur tersebut masuk ke dalam kuadran 1, namun demikian tidak berarti semua unsur
tersebut merupakan unsur yang menjadi prioritas dalam perbaikan. Unsur yang telah
mendapatkan nilai tinggi pada kuadran I, dapat juga dipahami sebagaiunsur yang

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
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Gambar 5. 1Matriks Persepsi dan Harapan Pelayanan
Penanganan Perkara Konstitusi
Tabel 5. 43 Variabel pada Tiap Kuadran
Kuadran Variabel
1A Kemudahan proses pengajuan permohonan melalui
pendaftaran langsung
Kuadran | Kejelasan informasi penerimaan dokumen permohonan yang
(Prioritas Utama Untuk 1G | telah memenuhi syarat akan dicatat dalam Buku Registrasi
ditangani) Perkara Konstitusi
2A | Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang
3A | Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang
Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait
3B | permohonan yang diajukan dalam proses pemeriksaan
pendahuluan
4B | Kecepatan Penyampaian putusan kepada para pihak
5B | Kecepatan penerbitan salinan putusan
Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi
6D | pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi whistleblowing
system
Kemampuan petugas (jelas, tepat, tanggap, dan mudah
1C | dimengerti) dalam melayani konsultasi dan menjelaskan hasil
pemeriksaan dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi
Kuadran i 3E | Pengamanan di dalam persidangan
(Pertahankan Prestasi) 3H | Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan
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kepada DPR dan Presiden

5A | Kemudahan memperoleh informasi putusan

Kemampuan petugas (jelas, tepat, tanggap, dan mudah
1C | dimengerti) dalam melayani konsultasi dan menjelaskan hasil
pemeriksaan dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi

3E | Pengamanan di dalam persidangan

5C | Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada:

Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada

6A laman https://mkri.id/

SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Eektronik) pada laman

68 https://simpel.mkri.id/

6C | Whistleblowing System pada laman https://wbs.mkri.id/

1D | Kecepatan petugas pelayanan penerimaan permohonan
Kuadran Ill

Kesopanan dan keramahan petugas penerimaan

P . . R h
(Prioritas Rendah) 1E | permohonan

Kemudahan penyerahan hasil perbaikan/melengkapi dokumen

1F
permohonan

2B | Ketepatan realisasi jadwal sidang

3C | Kepuasan proses pemeriksaan persidangan

Kesesuaian berkas pemohonan yang diserahkan dengan berkas

aA permohonan yang diperiksa

Kemudahan prosedur penyerahan dokumen asli (hard copy) dan

18 fotokopi permohonan kepada Kepaniteraan MK

Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana

3D .
layanan persidangan

3F | Kebersihan Ruang Sidang

Kuadran IV
(Berlebihan) 3G | Kenyamanan Ruang Tunggu persidangan

Dari diagram matriks persepsi dan harapan pelanggan di atas, dapat dilihat bahwa
terdapat 6 unsur yang termasuk dalam kategori prioritas untuk diperbaiki (kuadran I).

5.1.4. Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja

Secara umum indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan
perkara konstitusi sudah baik dengan skor mencapai 87,0 atau meningkat dibanding

tahun lalu yang mendapat skor 86,9.
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Dari 26 indikator yang di uji, 5 indikator yang memperoleh skor tertinggi yaitu :

1.
2.
3.

Kebersihan ruang sidang dengan skor 92,39

Kenyamanan ruang tunggu persidangan dengan skor 91,30

Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan
Presiden dengan skor 90,76

Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman
https://mkri.id/ dengan skor 90,22

SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Eektronik) pada laman

https://simpel.mkri.id/ dengan skor 89,67

Sedangkan 5 indikator yang memperoleh skor terendah yaitu :

Kepuasan proses pemeriksaan persidangan dengan skor 78,26

Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait permohonan
yang diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan dengan skor 81,52
Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang dengan skor 82,61
Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi
di MK melalui aplikasi whistleblowing system dengan skor 83,15
Kesesuaian berkas pemohonan yang diserahkan dengan berkas permohonan

yang diperiksa dengan skor 84,24

Hasil uji performance importance menunjukkan bahwa ada setidaknya 5

indikator yang masuk dalam kuadran I, yaitu indikator yang dianggap penting oleh

responden namun kinerja nya masih dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas

untuk ditingkatkan :

1. Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang
terjadi di MK melalui aplikasi whistleblowing system

2. Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang

3. Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait
permohonan yang diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan

4. Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang

5. Kecepatan Penyampaian putusan kepada para pihak
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Sementara itu ada setidaknya 3 indikator yang dianggap penting oleh responden

dan kinerja nya sudah maksimal, sehingga perlu dipertahankan :

1.

Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman
https://mkri.id/

SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Eektronik) pada laman

https://simpel.mkri.id/

Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR
dan Presiden

Terkait aspek kebersihan dan kenyamanan ruang sidang, walaupun secara

penilaian mendapatkan skor tertinggi, namun responden menganggap hal tersebut tidak

memiliki urgensitas yang tinggi. Sehingga kedua aspek tersebut bisa dipertahankan.

Beberapa fasilitas yang diusulkan untuk ditambahkan dan diperbaiki pada

layanan persidangan adalah :

1.
2.

Mesin fotocopy & printer gratis

Ruang tunggu dan ruang diskusi untuk para advokat, yang dilengkapi juga
dengan bahan bacaan dan televisi yang juga menyiarkan video sidang.
Cafetaria disekitar ruang siding

Ketersediaan penerjemah

Ketersediaan perangkat audio yang memadai sehingga tidak sering terjadi
gangguan saat sidang.

Sementara itu beberapa masukan terkait dengan pelayanan perkara konstitusi

adalah :

© o k~ w N e

Petugas harus lebih responsif menanggapi permohonan informasi

Jangan mentolerir keterlambatan para pihak

Hukum acara persidangan harus lebih diperhatikan oleh mahkamah
Petugas tidak merokok di dalam gedung Mahkamah Konstitusi

Percepat Kepastian Jadwal sidang

Petugas sidang harus siaga hingga akhir sidang, sehingga ketika ada

masalah dapat segera diatasi
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7. Hakim yang bertugas harus sesuai dengan backgroundnya
8. Salinan putusan sebaiknya diberikan secara langsung
9. Dibuat protokol / acara resmi penyerahan putusan

10. Putusan diberikan / di email segera setelah sidang selesai

5.2. Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2021
yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kualitas Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi. Penyusunan Survei Pengukuran
Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima
pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkatkepuasan terhadap kinerja Mahkamah
Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program
Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

5.2.1. Karakteristik Responden

Responden pada survei ini ditujukan pada masyarakat yang telah mendapatkan
Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi. Dominasi masing-masing karakteristik
responden pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi dapat dilihat pada tabel.
Karakteristik responden yang mewakilipengunjung secara keseluruhan perlu mendapat
perhatian secara khusus, sehingga dengan mengetahui tipe mayoritas pelanggan
diharapkan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi dapat mempersiapkan strategi
dan pelayanan yang spesifik.
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Tabel 5.1 1 Karakteristik Responden

Dominasi
Karakteristik
Keterangan Persentase
Jenis Kelamin Laki-laki 88,50%
Umur 26 — 35 tahun 30,80%
Pendidikan Terakhir Strata 2 50,00%
Kedudukan dalam Berperkara Pemohon 85,88%
Peran dalam Mengajukan
Perorangan 92,3%
Permohonan
Jenis Perkara Pengujian Undang-Undang 93,3%
Jumlah Berperkara 1 Kali 49,00%
Lama Penyelesaian Perkara 3-6 Bulan 51,00%

5.2.2.  Tingkat Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Pelayanan
Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2021 mempunyai kategori

BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,501 atau konversi IKM

sebesar 87.5. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM,interval konversi

IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:
Tabel 5.1 2 Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit

Pelayanan
Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi IKM Konversi IKM Pelayanan Pelayanan
1 1,00 - 2,5999 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 — 100,00 A Sangat Baik
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Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan
untuk melihat sistem layanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan
kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan
dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan,
unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus
diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor layanan publik, pertama adalah
indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur layanandipahami oleh
masyarakat, kecepatan layanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua
adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari
masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam layanan serta layanan yang ada

memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara terdiri dari enam jenis layanan
yakni 1)Layanan Jadwal Sidang Elektronik, 2)Layanan Live Streaming, 3)Layanan
Penelusuran Risalah, 4)Layanan Penelusuran Putusan, 5)Layanan Berita, dan
6)Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai

indeks pada keenam jenis layanan Sistem Informasi.

No Layanan Sistem Informasi Nilai Kualitas
Penanganan Perkara Layanan Layanan

Layanan Jadwal Sidang Elektronik di Website MK

1 Ketepatan waktu pengumuman jadwal 3,543 Sangat Baik
sidang di website MK
2 Kemudahan mencari jadwal sidang 3,652 Sangat Baik

perkara yang dituju di website MK

3 Kesesuaian rincian jadwal sidang 3,565 Sangat Baik
Nilai Indeks 3,587 Sangat Baik
Nilai Konversi 89,7 Sangat Baik
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Layanan Live Streaming

Kemudahan mengakses tayangan Live 3500 Baik
Streaming (page load time) '
Kesesuaian ~ waktu tayang Live Baik
) ) _ 3.478
Streaming dengan jadwal sidang
Kesesuaian isi Live Streaming dengan 3478 Baik
acara sidang '
Kualitas visual grafik (gambar) tayangan 3478 Baik
Live Streaming sidang '
Kualitas audio (suara) tayangan Live 3348 Baik
Streaming sidang '
Kesesuaian durasi tayangan Live 3457 Baik
Streaming dengan waktu sidang '
Nilai Indeks 3.457 Baik
Nilai Konversi 86.4 Baik

Layanan Penelusuran Risalah

Nilai Indeks

3.582

Sangat Baik

Nilai Konversi

89.5

Sangat Baik
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Layanan Penelusuran Putusan
14 lljeceé)atan pél}llyimpalan salinan putusan Baik
epada para piha 3478
berkepentingan dalam perkara
15 Kemudahan mengunduh salinan putusan 3.587 Sangat Baik
16 Kualitas taxt putusan (softcopy) 3.630 Sangat Baik
17 Kecepatan penerimaan sainan putusan 3413 Baik
melalui email .
Nilai Indeks 3.527 Baik
Nilai Konversi 88.2 Baik
Layanan Berita
18 Kemudahan mencari berita melalui 3.370 Baik
indeks berita/daftar berita .
19 Kesesuaian isi berita dengan judul berita 3.413 Baik
20 Kejelasan gaya bahasa penulisan berita 3.326 Baik
Nilai Indeks 3.370 Baik
Nilai Konversi 84.2 Baik
Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara
21 Kecepatan mengakses informasi di Baik
Website MK (page load time) pada 3457
Putusan,  Jadwal  Sidang, Live .
Streaming, Berita, Risalah.
22 Kemudahan memahami informasi yang Baik
ditampilkan di website MK (user 3.522
friendly) pada Putusan, Jadwal Sidang,
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Live Streaming, Berita, Risalah.
23 Keindahan dan kerapihan susunan Baik
tampilan website MK (display layout) 3500
pada Putusan, Jadwal Sidang, Live '
Streaming, Berita, Risalah
Nilai Indeks 3.493 Baik
Nilai Konvers 87.3 Baik
Rata-rata Nilai Indeks 3.501 Baik
Rata-rata Nilai Konversi 87.5 Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari enam aspek layanan,
terdapat 23 unsur layanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai tertinggi dan unsur nilai
terendah. Nilai unsur tertinggi yakni Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil
persidangan. Nilai unsur terendah yakni Kejelasan gaya bahasa penulisan berita.

Berikut pada subbab selanjutnya dibahas analisa danpembahasan setiap unsur layanan.
1. Layanan Jadwal Sidang Elektronik

Penilaian Layanan Jadwal Sidang Elektronik dapat dilihat dari tingkat kepuasan
mitra Mahkamah Konstitusi terhadap pelayanan informasi mengenai jadwal sidang di
website MK (www.mkri.id). Secara umum, Layanan Jadwal Sidang Elektronik sudah

sangat baik dengan nilai layanan 3.587.

Tabel 5.1 3 Nilai Layanan Jadwal Sidang Elektronik

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

1 Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website MK 3.543 SANGAT BAIK
2 Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website MK 3.652 91.3 A SANGAT BAIK
3 Kesesuaian rincian jadwal siding 3.565 89.1 A SANGAT BAIK

TOTAL SKOR LAYANAN JADWAL SIDANG ELEKTRONIK 3.587 89.7 A SANGAT BAIK
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a. Ketepatan Waktu Pengumuman Jadwal Sidang di Website MK

Kepuasan responden terhadap ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di
website MK: www.mkri.id (pemberitahuan jadwal sidang 5 hari kerja sebelum hari
persidangan) mendapatkan kualitas yang Sangat Baik dengan nilai layanan 3,543.
Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap ketepatan
waktu pengumuman jadwal sidang beserta alasan responden yang menyatakan kurang

puas dan tidak puas.

Tabel 5.1 4 persentase persepsi responden terhadap ketepatan
waktu pengumuman jadwal sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 8.7
Puas 28.3
Sangat Puas 63.0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8,7%% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap unsur ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website.
Alasan responden tersebut adalah waktu penyampaian perubahan jadwal sidang kurang
dari 5 hari kerja sebelum jadwal sidang.

b. Kemudahan Mencari Jadwal Sidang Perkara yang Dituju di Website MK

Kepuasan responden terhadap kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang
dituju di website MK: www.mkri.id mendapatkan kualitas yang Sangat Baik dengan
nilai layanan 3,652. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden

terhadap kemudahan mencari jadwal sidang.

Tabel 5.1 5 persentase persepsi responden terhadap
kemudahan mencari jadwal sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 26.1
Sangat Puas 69.6
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,3% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap unsur ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website.
Namun responden tidak memberikan alasan atas kekurang puasannya terhadap

kemudahan mencari jadwal sidang di website MK.
c. Kesesuaian Rincian Jadwal Sidang

Kepuasan responden terhadap kesesuaian rincian jadwal sidang yang terdiri dari
tanggal dan jam sidang, nomor perkara, pokok perkara, kuasa hukum, agenda acara
sidang, dan ruang sidang mendapatkan kualitas yang Sangat Baik dengan nilai layanan
3,565. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap
kesesuaian rincian jadwal sidang beserta alasan responden yang menyatakan kurang
puas dan tidak puas.

Tabel 5.1 6 persentase persepsi responden terhadap
kesesuaian rincian jadwal sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 6.5
Puas 30.4
Sangat Puas 63.1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6,5% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap unsur ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website.
Namun responden tidak memberikan alasan atas persepsinya terhadap kesesuaian

rincian jadwal sidang.
d. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit layanan pemerintah yang
peduli untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat
responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, surveyor menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran,dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
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memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut
merupakan saran dari responden terhadap Layanan Jadwal Sidang Elektronik.

Mahkanah konstitusi memberikan update untuk sidang daring | 4.3

Jadwal sidang agar tidak terjadi penundaan _ 43

Maksimalkan media sosial seperti WA, instagram, podcast, twitter untuk jadwal sidang [ NN ;3
Tayangan/video tentang sidang seharusnya di kirimkan kepada pemohon _ 2.2
Tampilan jadwal lebih dipermudah untuk mencari _ 2.2
Sinyal dan jaringan diperkuat, perlu dibuat virtual background yg resmi utk sidang _ 2.2
mohon akses web ke mahkamah konstitusi, akses dipermudah _ 2.2
gugatan saya dijadwalkan setelah debat presiden, MK seperti tidak murni _ 2.2
Diemailnya dari jauh hari, jangan dekat-dekat hari [ NN 2.2
Berkas hardcopy tidak perlu diantar lagi ke MK dan dicetak [N 2.2

Lebih Cepat, tepat, mudah dan akurat lagi _ 11

0 1 2 3 4 5

Grafik 5. 16 Saran dari Responden Terhadap Layanan Jadwal Sidang
Elektronik

2. Layanan Live Streaming di Website MK: www.mkri.id

Penilaian Layanan Live Streaming dapat dilihat dari tingkat kepuasan mitra
Mahkamah Konstitusi terhadap Layanan Live Streaming sidang di website MK
(www.mkri.id). Secara umum, Layanan Live Streaming sudah Baik dengan nilai
layanan 3,457. Unsur kemudahan mengakses tayangan live streaming (page load time)
memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan yang lainnya, oleh karena itu unsur ini

masih dalam kategori baik.

Tabel 5.1 7 Penilaian Layanan Live Streaming

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (page load time) 3.500 BAIK

2 Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal sidang 3.478 87.0 B BAIK
3 Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang 3.478 87.0 B BAIK
4 Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang 3.478 87.0 B BAIK
5 Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang 3.348 83.7 B BAIK
6 Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu sidang 3.457 86.4 B BAIK
TOTAL SKOR LAYANAN LIVE STREAMING 3.457 86.4 B BAIK
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a. Kemudahan Mengakses Tayangan Live Streaming

Kepuasan responden terhadap kemudahan mengakses tayangan Live Streaming
sidang di website MK: www.mkri.id (page load time) mendapatkan kualitas yang
Baik dengan nilai layanan 3.500. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase
persepsi responden terhadap kemudahanmengakses tayangan beserta alasan responden

yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5.1 8 persentase persepsi responden terhadap
kemudahan mengakses tayangan live streaming

Kategori Persentase
Tidak Puas 2.2
Kurang Puas 6.5

Puas 30.4
Sangat Puas 60.9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8,7% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap unsur kemudahan mengakses tayangan live streaming.
Alasan responden tersebut adalah karena terputus oleh jaringan internet yang tidak
stabil.

b. Kesesuaian Waktu Tayang Live Streaming dengan Jadwal Sidang

Kepuasan responden terhadap kesesuaian waktu tayang Live Streaming sidang di
website MK: www.mkri.id dengan jadwal sidang mendapatkan kualitas yang Baik
dengan nilai layanan 3.478. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi

responden terhadap kesesuaian waktu tayang.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa ada 13% responden yang memberikan
nilai tidak/kurang puas terhadap kesesuaian waktu tayang live streaming dengan jadwal

sidang. Namun demikian responden tidak memberikan alasannya.

68



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

Tabel 5.1 9 persentase persepsi responden terhadap
kesesuaian waktu tayang

Kategori Persentase
Kurang Puas 13.0
Puas 26.1
Sangat Puas 60.9

c. Kesesuaian isi Live Streaming dengan Acara Sidang

Kepuasan responden terhadap kesesuaian isi Live Streaming sidang di website
MK: www.mkri.id dengan acara sidang mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai
layanan 3.478. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden
terhadap kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang.

Tabel 5.1 10 persentase persepsi responden terhadap
kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 10.9
Puas 30.4
Sangat Puas 58.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 10,9% responden memberikan penilaian
tikurang puas terhadap unsur kesesuaian isi live streaming dengan acara sidang, namun

demikian responden tidak memberikan alasannya.
d. Kualitas Visual (grafik) Tayangan Live Streaming Sidang

Kepuasan responden terhadap kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live
Streaming sidang di website MK: www.mkri.id mendapatkan kualitas yang Baik
dengan nilai layanan 3.478. Padatabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi
responden terhadap kualitas visual grafik (gambar) tayangan beserta alasan responden

yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.
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Tabel 5.1 11 persentase persepsi responden terhadap kualitas
visual grafik (gambar) tayangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 8.7
Puas 34.8
Sangat Puas 56.5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8,7% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming
sidang di website MK: www.mkri.id namun tidak memberikan alasan untuk

jawabannya.
e. Kualitas Audio (Suara) Tayangan Live Streaming Sidang

Kepuasan responden terhadap kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming
sidang di website MK: www.mkri.id mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai
layanan 3.348. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden
terhadap kualitas audio (suara) tayangan.

Tabel 5.1 12 persentase persepsi responden terhadap kualitas
audio (suara) tayangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 10.9
Puas 43.5
Sangat Puas 45.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 10,9% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang di

website MK: www.mkri.id namun tidak memberikan alasan untuk jawabannya.
f. Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu Sidang

Kepuasan responden terhadap kesesuaian durasi tayangan Live Streaming di
website MK: www.mkri.id dengan waktu sidang mendapatkan kualitas yang Baik

dengan nilai layanan 3.457. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi
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responden terhadap kesesuaian durasi tayangan.

Tabel 5.1 13 persentase persepsi responden terhadap
kesesuaian durasi tayangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 8.7
Puas 37.0
Sangat Puas 54.3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 10,9% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kesesuaian durasi tayangan Live Streaming sidang di

website MK: www.mkri.id namun tidak memberikan alasan untuk jawabannya.
g. Penggunaan Fasilitas Live Streaming

Jumlah persentase responden yang menggunakan fasilitas Live Streaming
persidangan di website MK: www.mkri.id dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 14 persentase responden yang menggunakan fasilitas Live Streaming

Kategori Persentase
Menggunakan Fasilitas 71.7%
Tidak Menggunakan Fasilitas 28.3%

TOTAL 100,00%

h. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit layanan pemerintah yang
peduli untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat
responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, surveyor menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran,dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap Layanan Live Streaming.
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Grafik 5. 17 Saran dari Responden Terhadap Layanan Live Streaming

3. Layanan Penelusuran Risalah di Website MK

Penilaian Layanan Penelusuran Risalah dapat dilihat dari tingkat kepuasan mitra

Mahkamah Konstitusi terhadap Layanan Penelusuran Risalah sidang di website MK

(www.mkri.id). Secara umum, Layanan Penelusuran Risalah sudah Sangat Baik

dengan nilai layanan 3,582. Unsur kemudahanmengunduh file rekaman suara risalah

memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendatidemikian unsur ini

masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 5.1 15 Penilaian Layanan Penelusuran Risalah

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK
2 Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang
3 Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan

4 Kejelasan isi risalah sidang

TOTAL SKOR LAYANAN PENELUSURAN RISALAH

3.565 SANGAT BAIK
3.435 85.9 B BAIK

3.674 91.8 A SANGAT BAIK
3.652 ShL A SANGAT BAIK

3.582 895 A SANGAT BAIK

a. Kecepatan Pengunggahan Risalah pada Laman MK

Kepuasan responden terhadap kecepatan pengunggahan risalah sidang di website

MK: www.mkri.id (page load time) mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan
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nilai layanan 3,565. Pada tabeldi bawah ini diperoleh persentase persepsi responden
terhadap kecepatan pengunggahan risalah beserta alasan responden yang menyatakan

kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5.1 16 persentase persepsi responden terhadap
kecepatan pengunggahan risalah

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 34.8
Sangat Puas 60.9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,3% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kecepatan pengunggahan risalah sidang di website MK:
www.mkri.id (page load time). Alasan responden tersebut adalah risalah sidang susah
diakses.

b. Kemudahan Mengunduh File Rekaman Suara Risalah Sidang

Kepuasan responden terhadap kemudahan mengunduh file tertulis (pdf) risalah
sidang diwebsite MK: www.mkri.id dengan jadwal sidang mendapatkan kualitas yang
Baik dengan nilai layanan3,435. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi
responden terhadap kemudahan mengundubh file tertulis risalah.

Tabel 5.1 17 diperoleh persentase persepsi responden
terhadap kemudahan mengunduh file

Kategori Persentase
Tidak Puas 2.2
Kurang Puas 6.5
Puas 37.0
Sangat Puas 54.3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8,7% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kemudahan mengunduh file tertulis risalah sidang di
website MK: www.mkri.id (page load time). Alasan responden tersebut adalah risalah

sidang susah diakses.
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c. Kesesuaian Isi Risalah Sidang dengan Hasil Sidang

Kepuasan responden terhadap kesesuaian isi risalah sidang di website MK:
www.mKkri.id dengan acara sidang mendapatkan kualitas yang Sangat Baik dengan nilai
layanan 3,674. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden
terhadap kesesuaian isi risalah sidang beserta alasan responden yang menyatakan
kurang puasdan tidak puas.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 8,7% responden memberikan
penilaian tidak/kurang puas terhadap kesesuaian isi risalah sidang di website MK:

www.mkri.id (page load time). Responden tidak memberikan alasan atas pilihannya.

Tabel 5.1 18 persentase persepsi responden terhadap
kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 28.3
Sangat Puas 69.5

d. Kejelasan Isi Risalah Sidang

Kepuasan responden terhadap kejelasan isi risalah sidang di website MK
(www.mkri.id) dengan hasil persidangan mendapatkan kualitas yang Sangat Baik
dengan nilai layanan 3,652. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi
responden terhadap kejelasan isi risalah sidang dengan hasilpersidangan beserta alasan
responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.
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Tabel 5.1 19 persentase persepsi responden terhadap
kejelasan isi risalah sidang dengan hasil persidangan

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 26.1
Sangat Puas 69.6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,3% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kejelasan isi risalah dengan hasil persidangan. Alasan
responden tersebut adalah perlu lebih mengelaborasi sesuai fakta persidangan.

e. Pengetahuan Tentang Risalah Sidang

Jumlah persentase responden yang memiliki pengetahuan tentang risalah sidang
dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Persentase
Mengetahui 95,7%
Tidak Mengetahui 4,3%

TOTAL 100,00%

f.  Waktu untuk Memperoleh Risalah Sidang

Jumlah persentase waktu responden untuk memperoleh risalah sidang dapat
dilihat padagrafik berikut.
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4.3
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Grafik 5. 18 persentase waktu responden untuk memperoleh risalah sidang
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g. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit layanan pemerintah yang
peduli untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat
responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, surveyor menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran,dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap Layanan Penelusuran Risalah.

Bisa lebih cepat diterbitkan 13.1
Risalah sidang agar bisa di email kepada para pihak 4.3
Diunggah di hari yg sama dgn pembacaan putisan 4.3
tolong akses dipermudah 2.2
Page risalahnya loading susah banget 2.2
Mencari kata kunci kadang tidak sesuai dengan yg diharapkan 2.2
maintain terus agar update 2.2
Harus di informasikan kepada para pihak 2.2
maksimal diunggah h +1 setelah sidang 2.2
Pencarian ditambahkan keyword 1.1
Agar fitur pencarian dapat disederhanakan 1.1
o 5 10 15

Grafik 5. 19 saran dari responden terhadap Layanan Penelusuran Risalah

4. Layanan Penelusuran Putusan di Website MK

Penilaian Layanan Penelusuran Putusan dapat dilihat dari tingkat kepuasan mitra
Mahkamah Konstitusi terhadap Layanan Penelusuran Putusan sidang di website MK
(www.mkri.id). Secara umum, Layanan Penelusuran Putusan sudah Baik dengan nilai
layanan 3,527. Unsur kecepatan penyampaian salinan putusan melalui email
memilikinilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati demikian unsur ini

masih dalam kategori baik.
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Tabel 5.1 20 Penilaian Layanan Penelusuran Putusan

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak

berkepentingan dalam perkara 3.478 7.0 BAIK
2 Kemudahan mengunduh salinan putusan 3.587 89.7 A SANGAT BAIK
3 Kualitas taxt putusan (softcopy) 3.630 90.8 A SANGAT BAIK
4 Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui email 3.413 85.3 B BAIK
TOTAL SKOR LAYANAN PENELUSURAN PUTUSAN 3.527 88.2 B BAIK

a. Kecepatan Penyampaian Salinan Putusan

Kepuasan responden terhadap kecepatan penyampaian salinan putusan kepada
para pihak berkepentingan dalam perkara melalui website MK (www.mkri.id)
mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,478. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kecepatan penyampaian salinan

putusan beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas.

Tabel 5.1 21 persentase persepsi responden terhadap
kecepatan penyampaian salinan putusan

Kategori Persentase
Puas 52.2
Sangat Puas 47.8

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang memberikan

penilaiantidak/kurang puas terhadap kecepatan penyampaian salinan putusan.

b. Kemudahan Mengunduh Salinan Putusan

Kepuasan responden terhadap kemudahan mengunduh salinan putusan di website
MK: www.mkri.id dengan jadwal sidang mendapatkan kualitas yang Sangat Baik
dengan nilai layanan 3,587. Padatabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi

responden terhadap kemudahan mengunduh salinanputusan.
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Tabel 5.1 22 persentase persepsi responden terhadap
kemudahan mengunduh salinanputusan

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 32.6
Sangat Puas 63.1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,3% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kecepatan penyampaian salinan putusan dengan alasan
putusan sudah didengar di muka persidangan, namun bukti salinan penting sebagai

pegangan.

c. Kualitas Taxt Putusan (Softcopy)

Kepuasan responden terhadap kualitas text putusan (softcopy) di website MK:
www.mkri.id dengan acara sidang mendapatkan kualitas yang Sangat Baik dengan
nilai layanan 3,630. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden
terhadap kualitas text putusan (softcopy)beserta alasan responden yang menyatakan

kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5.1 23 persentase persepsi responden terhadap kualitas
text putusan (softcopy)

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 28.3
Sangat Puas 67.4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,3% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kecepatan penyampaian salinan putusan, namun demikian
responden tidak memberikan alasannya.

d. Kecepatan Penerimaan Salinan Putusan Melalui Email

Kepuasan responden terhadap kecepatan penerimaan salinan putusan melalui

email mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,413. Pada tabel di
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bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kecepatan penerimaan
salinan putusan melalui email beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas
dan tidak puas.

Tabel 5.1 24 persepsi responden terhadap kecepatan
penerimaan salinan putusan melalui email

Kategori Persentase
Kurang Puas 8.7
Puas 41.3
Sangat Puas 50.0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8,7%% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email

dengan alasan putusan tidak segera dikirim setelah pembacaan di muka persidangan.

e. Penerimaan Salinan Putusan

Jumlah persentase responden yang menerima salinan putusan dapat dilihat pada
tabel berikut.

Kategori Persentase
Menerima 100%
Tidak Menerima %

TOTAL 100,00%

f. Waktu Memperoleh Salinan Putusan

Jumlah persentase waktu responden untuk memperoleh salinan putusan dapat
dilihatpada grafik berikut.
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Grafik 5. 20 waktu responden untuk memperoleh salinan putusan

g. Opini Responnden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit layanan pemerintah yang
peduli untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat
responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, surveyor menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran,dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap Layanan Penelusuran Putusan.

dibuat lebih mudah dan User Friendly 8.7

Untuk online sangat cepat, offline nya yg lama 2.2

Putusan seharusnya juga dikirim via email ke pemohon 2.2

Diinformasikan dengan jelas kepada para pihak 2.2

Bagus jika disampaikan melalui pesan what's app 2.2
akses dipermudah 1.1
Agar fitur pencarian dapat disederhanakan 1.1
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Grafik 5. 21 saran dari responden terhadap Layanan Penelusuran Putusan
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5. Layanan Berita di Website MK

Penilaian Layanan Berita dapat dilihat dari tingkat kepuasan mitra Mahkamah
Konstitusi terhadap Layanan Berita di website MK (www.mkri.id). Secara umum,
Layanan Berita sudah baik dengan nilai layanan 3.370. Unsur kejelasan gaya bahasa
penulisan berita memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati

demikian unsur ini masih dalam kategori baik.

Tabel 5.1 25 Penilaian Layanan Berita

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

1 Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita 3.370 BAIK
2 Kesesuaian isi berita dengan judul berita 3.413 85.3 B BAIK
3 Kejelasan gaya bahasa penulisan berita 3.326 83.2 B BAIK

TOTAL SKOR LAYANAN BERITA 3.370 84.2 B BAIK

a. Kemudahan Mencari Berita Melalui Indeks Berita

Kepuasan responden terhadap kemudahan mencari berita melalui indeks/daftar
berita di website MK (www.mkri.id) mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai
layanan 3.370. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden
terhadap kemudahan mencari berita melalui indeks/daftar berita beserta alasan
responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 10,9% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kemudahan mencari berita melalui indeks/daftar berita di
website MK (www.mkri.id) denganalasan penyajian informasi kurang ringan untuk

dibaca.
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Tabel 5.1 26 persentase persepsi responden terhadap
kemudahan mencari berita melalui indeks/daftar berita

Kategori Persentase
Kurang Puas 10.9
Puas 41.3
Sangat Puas 47.8

b. Kesesuaian Isi Berita dengan Judul Berita

Kepuasan responden terhadap kesesuaian isi berita dengan judul berita di website
MK: www.mkri.id mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3.413. Pada
tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kesesuaian isi

berita dengan judul berita.

Kategori Persentase
Kurang Puas 8.7
Puas 41.3
Sangat Puas 50.0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8,7% responden memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kemudahan mencari berita melalui indeks/daftar berita di

website MK (www.mkri.id), namun demikian responden tidak memberikan alasannya.

c. Kejelasan Gaya Bahasa Penulisan Berita

Kepuasan responden terhadap kejelasan gaya bahasa penulisan berita di website
MK: www.mkri.id mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3.326. Pada
tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kejelasan gaya
bahasa penulisan berita.
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Tabel 5.1 27 persentase persepsi responden terhadap
kejelasan gaya bahasa penulisan berita

Kategori Persentase
Kurang Puas 10.9
Puas 45.7
Sangat Puas 43.5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 10,9% responden yang memberikan

penilaiantidak/kurang puas terhadap kejelasan gaya bahasa penulisan berita di website
MK (www.mKri.id).

d. Pencarian Jenis Berita

Jumlah presentase responden terhadap pencarian jenis berita di website
MahkamahKonstitusi dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Persentase
Berita Sidang 84.38%
Berita Non Sidang 15.63%

TOTAL 85,83%

e. Kemudahan Mengakses/Mengunduh File Video

Jumlah presentase responden terhadap kemudahan mengakses/mengunduh file

video untuk berita yang memiliki file video dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Persentase
Tidak Puas 0.00%
Kurang Puas 0.00%
Puas 87.50%
Sangat Puas 12.50%
TOTAL 100,00%
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f.  Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit layanan pemerintah yang
peduli untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat
responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, surveyor menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran,dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap Layanan Berita.

Ditingkatkan lagi agar lebih update untuk setiap sidang 4.3
Perlu diberagamkan jadi tidak harus masalah MK saja 2.2
penggunaan kata-kata (redaksi) nya dibenahi 2.2
Pullblikasikan melalui media visual agar bisa sebagai pembelajaran ke warga negara 2.2
Perbanyak berita terbaru mengenai kajian-kajian putusan MK 2.2
Judul dan isi dibaca lebih teliti, krn ada beda penafsiran 2.2
Perlu dipublikasikan lebih luas 2.2

permudah akses (sering loading lama) 11
0 1 2 3 4

Grafik 5. 22 saran dari responden terhadap Layanan Berita

6. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK

Penilaian Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara dapat dilihat dari tingkat
kepuasan mitra Mahkamah Konstitusi terhadap layanan Sistem Informasi
Penanganan Perkara di website MK (www.mkri.id). Secara umum, layanan Sistem
Informasi Penanganan Perkara sudah Baik dengan nilai layanan 3.493. Unsur
kecepatan mengakses informasi di website memiliki nilai yang terendah dibandingkan

yang lainnya, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori baik.
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Tabel 5.1 28 Penilaian Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

Kecepatan mengakses informasi di Website MK (page load time)

pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah. Eh S il

Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website

2 MK (user friendly) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, 3.522 88.0 B BAIK
Berita, Risalah.
Keindahan dan kerapihan susunan tampilan website MK (display

3 layout) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, 3.500 87.5 B BAIK
Risalah
TOTAL SKOR LAYANAN SISTEM INFORMASI
PENANGANAN PERKARA SRR e = AL

a. Kecepatan Mengakses Informasi di Website MK

Kepuasan responden terhadap kecepatan mengakses informasi (page load time) di
website MK (www.mkri.id) yang terdiri dari akses putusan, jadwal sidang, Live
Streaming, berita, risalah, annotasi putusan, dan ikhtisar putusan mendapatkan kualitas
yang Baik dengan nilai layanan 3.457. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase
persepsi responden terhadap kecepatan mengakses informasi beserta alasan responden
yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5.1 29 persentase persepsi responden terhadap
kecepatan mengakses informasi

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.3
Puas 45.7
Sangat Puas 50.0

Dari jawaban responden terdapat 4,3% responden yang memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap kecepatan mengakses informasi (page load time) di website
MK (www.mkri.id) namun responden tidak memberikan alasan terhadap pilihan
jawabannya.
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b. Kemudahan Memahami Informasi yang Ditampilkan di Website

Kepuasan responden terhadap kemudahan memahami informasi yang ditampilkan
di website di website MK (www.mKkri.id) yang terdiri dari akses putusan, jadwal sidang,
Live Streaming, berita, risalah, annotasi putusan, dan ikhtisar putusan mendapatkan
kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3.522. Pada tabel di bawah ini diperoleh
persentase persepsi responden terhadap kemudahan memahami informasi yang

ditampilkan.

Tabel 5.1 30 persentase persepsi responden terhadap
kemudahan memahami informasi yang ditampilkan

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.2
Puas 43.5
Sangat Puas 54.3

Dari tabel di atas ada 2,2% responden yang memberikan penilaian tidak/kurang puas
terhadap kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website di website MK

(www.mkri.id). Namun demikian responden tidak memberikan alasan atas pilihannya.
c. Keindahan dan Kerapihan Susunan Tampilan Website MK

Kepuasan responden terhadap keindahan dan kerapihan susunan tampilan di
website di website MK (www.mKkri.id) yang terdiri dari akses putusan, jadwal sidang,
Live Streaming, berita, risalah, annotasi putusan, dan ikhtisar putusan mendapatkan
kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3.500. Pada tabel di bawah ini diperoleh
persentase persepsi responden terhadap keindahan dan kerapihan susunan tampilan
beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5.1 31 persentase persepsi responden terhadap
keindahan dan kerapihan susunan tampilan

Kategori Persentase
Kurang Puas 43
Puas 41.3
Sangat Puas 54.3
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Dari jawaban responden terdapat 4,3% responden yang memberikan penilaian
tidak/kurang puas terhadap keindahan dan kerapihan susunan tampilan di website di
website MK (www.mkri.id), namun responden tidak memberikan alasan terhadap
pilihan jawabannya.

d. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit layanan pemerintah yang
peduli untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat
responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, surveyor menampung
masukan/opini/pendapat berupa saran,dengan harapan aspirasi dari responden dapat
diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk
memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut

merupakan saran dari responden terhadap layanan Sistem Informasi Penanganan

Perkara.

Dibuat lebih simpel dan mudah dipahami utk semua lapisan 6.5

Sudah terjadwal hanya perlu dipercepat tanpa kurangi kualitas 2.2

Setelah agenda sidang perbaikan ke cara sidang selanjutnya lebih dipercepat 2.2

Sering request time out, server lebih baik ditingkatkan 2.2

mohon akses dan komunikasi dipermudah 2.2

Agar dokumen dan keterangan para pihak diupload juga 2.2

Diperluas dengan Hukim Acara, Bukti Surat tak perlu hardcopy semua 2.2

0 2 4 6 8

Grafik 5. 23 saran dari responden terhadap layanan Sistem Informasi Penanganan
Perkara.

5.2.3.  Analisis Persepsi dan Harapan

Pada survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi
dan harapan responden terhadap mutu layanan unit layanan publik, sehingga dapat
diketahui unsur-unsur layanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Analisa
persepsi dan harapan dapat melihatseberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan
persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur layanan saat ini. Keadaan

persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut
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terdiri dari 4 kuadran, yaitu Kuadran I: Attributes to Improve, Kuadran 11: Attributes
to Maintain, Kuadran I11: Attributes to Maintain, Kuadran 1V: Attributes to De-

emphasize.

Indeks Variabel

1A Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website MK

1B Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di
website MK

1C Kesesuaian rincian jadwal siding

2A Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (page load
time)

2B Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal sidang

2C Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang

2D Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang

2E Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang

2F Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu
sidang

3A Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK

3B Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang

3C Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan
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3D Kejelasan isi risalah sidang

4A Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak
berkepentingan dalam perkara

4B Kemudahan mengunduh salinan putusan

4C Kualitas taxt putusan (softcopy)

4D Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui email

5A Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita

5B Kesesuaian isi berita dengan judul berita

5C Kejelasan gaya bahasa penulisan berita

6A Kecepatan mengakses informasi di Website MK (page load
time) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita,
Risalah.

6B Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website
MK (user friendly) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live
Streaming, Berita, Risalah.

6C Keindahan dan kerapihan susunan tampilan website MK

(display layout) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming,
Berita, Risalah

89




LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja

Mahkamah Konstitusi Rl — Tahun 2021

3700+

3600

IMPORTANCE
7

3400

3,300+

KUADRAN |

KUADRAN I

d
15|
o=
c
]
A=)
38 1C
5. 0.
18]
iD
G5
4=
KUADRAN II x KUADRAN I/
2F G
38
NE
A=
40
S
HED
2E
o
&
T T T T T
3.600 3.700 3.800 3.900 4.000
PERFORMANCE

Grafik 5. 24Matriks Persepsi dan Harapan Layanan Sistem Informasi

Penanganan Perkara

Kuadran

Variabel

Kuadran |

2A

load time)

Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (page

6C

Streaming, Berita, Risalah

Keindahan dan kerapihan susunan tampilan website MK

(display layout) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live

Kuadran
I

1A

MK

Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website

1B

website MK

Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di
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1C Kesesuaian rincian jadwal siding

3A Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK

3C Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan

3D Kejelasan isi risalah sidang

4B Kemudahan mengunduh salinan putusan

4C Kualitas taxt putusan (softcopy)

6B Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di
website MK (user friendly) pada Putusan, Jadwal Sidang,
Live Streaming, Berita, Risalah.

Kuadran | 2B Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal
Il sidang

2C Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang

2D Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming
sidang

2E Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang

2F Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan
waktu sidang

3B Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah
sidang

5A Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar
berita

5C Kejelasan gaya bahasa penulisan berita

Kuadran | 4A Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para
v pihak berkepentingan dalam perkara

91




LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

4D Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui email

5B Kesesuaian isi berita dengan judul berita

6A Kecepatan mengakses informasi di Website MK (page
load time) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming,

Berita, Risalah.

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing
variabel dalam kuadran. Unsur-unsur yang terdapat di Kuadran | merupakan unsur-
unsur yang dinilai responden memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun
harapan responden terhadap kualitas pelayanan unsur tersebuttinggi sehingga pada

unsur-unsur yang masuk di Kuadran | perlu dilakukan perbaikan.

Hasil uji performance importance menunjukkan bahwa ada setidaknya 2 indikator
yang masuk dalam kuadran |, yaitu indikator yang dianggap penting oleh responden
namun kinerja nya masih dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk

ditingkatkan:
1. Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (page load time)

2. Keindahan dan kerapihan susunan tampilan website MK (display

layout) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah

Sementara itu ada 4 indikator yang dianggap cukup penting namun Kinerjanya

jauh dibawabh rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan :
Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal sidang
Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang

Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang

A w0 Do

Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu sidang

Sementara itu setidaknya ada 9 indikator yang dianggap penting oleh responden
dan kinerja nya sudah maksimal, sehingga perlu dipertahankan :

1. Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website MK
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Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website MK
Kesesuaian rincian jadwal siding

Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK

Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan

Kejelasan isi risalah sidang

Kemudahan mengunduh salinan putusan

Kualitas taxt putusan (softcopy)

© © N o o Bk~ w D

Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website MK
(user friendly) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita,
Risalah.

524, Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja

Secara umum indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi
sudah baik dengan skor mencapai 87,5 atau meningkat dibanding tahun lalu yang
mendapat skor 84,2. Dari 6 variabel yang di uji, variabel yang paling banyak mendapat
skor diatas rata rata adalah layanan jadwal sidang elektronik dengan skor 89,7. Dari 23
indikator yang di uji, 5 indikator yang memperoleh skor tertinggi yaitu:

1. Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan dengan skor 91.85

2. Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website MK
dengan skor 91,30

3. Kejelasan isi risalah sidang dengan skor 91,30

4. Kualitas taxt putusan (softcopy) dengan skor 90,76

5. Kemudahan mengunduh salinan putusan dengan skor 89,67

Dari 6 variabel yang di uji, variabel yang paling banyak mendapat skor dibawah
rata rata adalah layanan berita di website MK dengan skor 84,2. Sedangkan 5 indikator
yang memperoleh skor terendah yaitu:

1. Kejelasan gaya bahasa penulisan berita dengan skor 83,15
2. Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang dengan skor
83,70
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3. Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita dengan skor
84,24
4. Kesesuaian isi berita dengan judul berita dengan skor 85,33

5. Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui email dengan skor 85,33

5.3. Kepuasan Terhadap Pelayanan Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan

Pengelolaan Perpustakaan

Untuk mengidentifikasi tingkat kualitas pelayanan Pelayanan Administrasi
Umum terhadap Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan di
Mahkamah Konstitusi, maka dilakukan Survei Pengukuran Kinerja. Penyusunan
Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk
mengakomodasi harapan pegawai, menilai tingkat kepuasan terhadap Kkinerja dari
Mahkamah Konstitusi serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah

yang efektif dan tepat sasaran.
5.3.1. Karakteristik Responden

Responden pada survei ini ditujukan pada pegawai yang telah mendapatkan
layanan Pelayanan Administrasi Umum terhadap Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi. Dominasi masing-masing
karakteristik responden pada layanan Pelayanan Administrasi Umum terhadap
Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan di Mahkamah
Konstitusi dapat dilihat pada tabel 5.3.1. Karakteristik responden yang mewakili
pengunjung layanan Pelayanan Administrasi Umum terhadap Penelitian dan
Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi secara
keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga dengan mengetahui tipe
mayoritas pegawai diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mempersiapkan strategi

dan pelayanan yang spesifik.
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Tabel 5.3 1 Karakteristik Responden

Karakteristik Dominasi
Keterangan Persentase

Umur 26-35 tahun 38,3%

Jenis Kelamin Pria 57,5%

Pendidikan Terakhir Strata 1 49,7%

Biro Tempat Bekerja Hukum dan Administrasi | 18,6%
Kepaniteraan

Jumlah dan karakteristik responden secara lengkap dapat dilihat di lampiran
5.3.2. Tingkat Kepuasan Pegawai

Hasil penyusunan Survei Kepuasan Pegawai untuk pelayanan Pelayanan
Administrasi Umum terhadap Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan
Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 mempunyai kategori BAIK, yaitu
dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,360 atau konversi IKM sebesar 84,0.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu
pelayanan dankinerja unit pelayanan:
Tabel 5.3 2 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi IKM Konversi IKM Pelayanan Pelayanan
1 1,00 - 2,5999 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324 — 4,00 88,31 — 100,00 A Sangat Baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan

untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman
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perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat
kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan pegawai, hal-hal yang harus

diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor
pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya
prosedur pelayanan dipahami oleh pelanggan dan kecepatan pelayanan. Kedua adalah
indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari
pelanggan, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada

memang dibutuhkan oleh pelanggan.

No Variabel Pelayanan Nilai Kualitas

Layanan | Layanan

Layanan Penelitian dan Pengkajian Perkara

1 Kemudahan mendapatkan informasi Hasil
3.275 | BAIK
Penelitian

2 Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian 3.293 BAIK

3 Kemudahan mendapatkan informasi
Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku | 3.299 | BAIK
yang dilaksanakan oleh MK

4 Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan
dan Peluncuran Buku yang dilaksanakan | 3.323 BAIK
oleh MK
5 Kemudahan mendapatkan informasi Jurnal
3365 | BAIK
yang diterbitkan MK
6 Kemudahan mendapatkan akses file digital
3.341 BAIK
Jurnal yang diterbitkan MK
Nilai Indeks 3.316 BAIK
Nilai Konversi 82.9 BAIK

Layanan Pengelolaan Perpustakaan
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7 Kesesuaian persyaratan pelayanan 3.299 BAIK
8 Kemudahan prosedur 3.365 BAIK
9 Kemudahan mendapatkan informasi Sistem BAIK
Informasi Perpustakaan 3339
10 Keberadaan Petugas Perpustakaan 3.365 BAIK
11 Kedisiplinan Petugas Perpustakaan 3.365 BAIK
12 Keadilan Petugas Perpustakaan 3.395 BAIK
13 Kesopanan Petugas Perpustakaan 3.467 BAIK
14 Keramahan Petugas Perpustakaan 3.455 BAIK
15 Kemampuan Petugas Perpustakaan 3.443 BAIK
16 Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan 3.407 BAIK
17 Kecepatan penyelesaian pelayanan oleh 3365 BAIK
petugas

18 Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan 3.347 BAIK

19 Kondisi sarana prasarana Perpustakaan 3.335 BAIK
Nilai Indeks 3.380 BAIK

Nilai Konversi 84.5 BAIK

Rata-rata Nilai Indeks 3.360 BAIK

Rata-rata Nilai Konversi 84.0 BAIK

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kinerja
Pelayanan Administrasi Umum terhadap Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi sudah baik dengan indeks sebesar
3,360. Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa Kesopanan Petugas Perpustakaan
mendapatkan penilaian indeks kepuasan paling tinggi. Sedangkan unsur Kemudahan
mendapatkan informasi Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku yang dilaksanakan
oleh MK mendapatkan penilaian indeks kepuasan terendah. Berikut pada subbab

selanjutnya dibahas analisa dan pembahasan setiap unsur layanan.
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1. Layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara

Penilaian Pelayanan Administrasi Umum Penelitian dan Pengkajian dapat dilihat
dari tingkatpegawai Mahkamah Konstitusi terhadap Layanan Administrasi Umum
Penelitian dan Pengkajian. Secara umum, Layanan Administrasi Umum Penelitian dan

Pengkajian sudah Baik dengan nilai layanan 3,316.

Tabel 5.3 3Penilaian Pelayanan Administrasi Umum Penelitian dan Pengkajian
N [ A Py
Konversi Pelayanan

Kemudahan mendapatkan informasi Hasil Penelitian 3.275 81.9 BAIK

2 Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian 3.293 82.3 B BAIK

Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku

yang dilaksanakan oleh MK 3.299 825 8 BAIK

Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku yang 3.323

4 dilaksanakan oleh MK S & Ll

5 Kemudahan mendapatkan informasi Jurnal yang diterbitkan MK 3.365 84.1 B BAIK

6 Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal yang diterbitkan MK 3.341 83.5 B BAIK
TOTAL SKOR LAYANAN PUSAT PENELITIAN

3.316 829 B BAIK

DAN PENGKAJIAN PERKARA

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kemudahan mendapatkan
informasi jurnal yang diterbitkan MK mendapatkan penilaian indeks kepuasan paling
tinggi dikarenakan para pegawai MK merasa dapat dengan mudah mendapatkan jurnal-
jurnal yang diterbitkan oleh MK. Sedangkan unsur kemudahan mendapatkan informasi
kegiatan penulisan dan peluncuran buku yang diadakan oleh MK mendapatkan
penilaian indeks kepuasan terendah karena pegawai MK menganggap kurang adanya
sosialisasi terkait kegiatan tersebut.

Secara keseluruhan pegawai MK memberikan penilaian baik terhadap Pelayanan
Penelitian dan Pengkajian. Namun terdapat responden yang memberikan penilaian

kurang baik terhadap layanan Penelitian dan Pengkajian Perkara ini.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden berkaitan dengan layanan

Penelitian dan Pengkajian Perkara dapat dilihat pada Tabel
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Tabel 5.3 4 Alasan Responden terhadap layanan Penelitian dan Pengkajian Perkara

informasi Jurnal yang diterbitkan
MK

No Unsur Alasan Persentase
1 Kemudahan mendapatkan Kurang publikasi di 2.2
informasi Hasil Penelitian dashboard dan sosialisasi

internal.
2 Kemudahan mendapatkan Hasil | Perlu  sosialisasi hasil | 4,2
Penelitian penelitian  tanpa
bersifat segmented.
3 Kemudahan mendapatkan Kurangnya pemberitahuan | 1,1
informasi Kegiatan Penulisandan | dan informasi.
Peluncuran Buku yang
dilaksanakan oleh MK
4 Kemudahan mengikuti Kegiatan | Undangan tidak 3,2
Penulisan dan Peluncuran Buku | menyeluruh kepada
yang dilaksanakan oleh MK semuapegawai.
5 Kemudahan mendapatkan Kurang tersosialisasikan. | 4,3

a. Kemudahan mendapatkaninformasi Hasil Penelitian

Hasil
Penelitian di MK mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,275. Pada

Kepuasan responden terhadap Kemudahan mendapatkan informasi
tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap Kemudahan
mendapatkan informasi Hasil Penelitian di MK beserta alasan responden yang

menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Kategori Persentase
Kurang Puas 8.4
Puas 55.7
Sangat Puas 359
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8,4%% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap Kemudahan mendapatkaninformasi Hasil Penelitian di MK.

Namun demikian responden tidak memberikan alasan atas pendapatnya.
b. Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian

Kepuasan responden terhadap Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian di MK
mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,293. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap Kemudahan mendapatkan Hasil
Penelitian di MK beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak
puas. Tabel 5.3 5 persentase persepsi responden

terhadap Kemudahan mendapatkan Hasil
Penelitian di MK

Kategori Persentase
Kurang Puas 6.6
Puas 57.5
Sangat Puas 35.9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8,4%% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian di MK. Namun
demikian responden tidak memberikan alasan atas pendapatnya.

c. Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan Penulisandan Peluncuran

Buku yang dilaksanakan oleh MK

Kepuasan responden terhadap Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan
Penulisandan Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK mendapatkan kualitas
yang Baik dengan nilai layanan 3,299. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase
persepsi responden terhadap Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian di MK beserta

alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 6,6%% responden memberikan
penilaian kurang puas terhadap Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan
Penulisan dan Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK. Namun demikian

responden tidak memberikan alasan atas pendapatnya.
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Tabel 5.3 6 persentase persepsi responden
terhadap Kemudahan mendapatkan Hasil
Penelitian di MK

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.2
Puas 61.7
Sangat Puas 34.1

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 4,2% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan Penulisan dan
Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK. Namun demikian responden tidak
memberikan alasan atas pendapatnya.

d. Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku yang
dilaksanakan oleh MK

Kepuasan responden terhadap Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan
Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK mendapatkan kualitas yang Baik
dengan nilai layanan 3,323. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi
responden terhadap KegiatanPenulisan dan Peluncuran Bukuyang dilaksanakan oleh
MK beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5.3 7 persentase persepsi responden
terhadap Kegiatan Penulisan dan Peluncuran

Buku
Kategori Persentase
Kurang Puas 3.6
Puas 60.5
Sangat Puas 35.9

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 3,6% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap KegiatanPenulisan dan Peluncuran Bukuyang dilaksanakan oleh

MK. Namun demikian responden tidak memberikan alasan atas pendapatnya.
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e. Kemudahan mendapatkaninformasi Jurnal yang diterbitkan MK

Kepuasan responden terhadap Kemudahan mendapatkaninformasi Jurnal yang
diterbitkan MK mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,365. Pada
tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap Kemudahan
mendapatkan informasi Jurnal yang diterbitkan MK beserta alasan responden yang
menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5.3 8 persentase persepsi responden
terhadap Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku
yang dilaksanakan oleh MK

Kategori Persentase
Kurang Puas 3.6
Puas 56.3
Sangat Puas 40.1

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 3,6% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap Kemudahan mendapatkaninformasi Jurnal yang diterbitkan MK.

Namun demikian responden tidak memberikan alasan atas pendapatnya.
f. Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal yang diterbitkan MK

Kepuasan responden terhadap Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal
yang diterbitkan MK mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,341.
Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap Kemudahan
mendapatkan akses file digital Jurnal yang diterbitkan MK beserta alasan responden
yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Tabel 5.3 9 persepsi responden terhadap
Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.8
Puas 56.3
Sangat Puas 38.9
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Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 4,8% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal yang
diterbitkan MK. Namun demikian responden tidak memberikan alasan atas
pendapatnya

g. Opini Responden

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap Layanan

Penelitian dan Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi.

Tabel 5.3 10 masukan/opini/pendapat dari responden terhadap Layanan Penelitian dan
Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi

No. Saran Persentase

Akses untuk mengetahui perkembangan penulisan karya 1,43%
L | ilmiah agarlebih dipermudah.

Pembuatan ringkasan singkat mengenai hasil penelitan 1,43%
2. agar dapatdipublikasikan oleh Humas melalui media sosial.

Mohon untuk diberikan informasi secara meluas terkait 1,43%
3. | peluncuran buku serta buku-buku apa saja yang dapat
dibaca/dikonsumsi  setelah buku dipublikasikan oleh
Sekretariat Mahkamah Konstitusi.

Apabila ada informasi mengenai penelitian, penulisan jurnal, 1,43%
penulisan buku, FGD, dan kuliah umum agar bisa diakses
4. | informasinya secaramudah dan terpercaya melalui SIKD ke
seluruh pegawai (internal) yang berminat untuk turut serta
dalam kegiatan tersebut.

Perlu meningkatkan penelitian yang terkait langsung dengan 1,43%
5. | kewenangan MK dalam menangani perkara, sehingga
hasilnya dapat digunakan secara langsung oleh Mahkamah
Konstitusi.

Adanya evaluasi berkala kinerja peneliti, kocok ulang dengan 1,43%
6. | mekanisme pengisian formasi by seleksi, bisa open
recruitment atau berdasar karya-karya ilmiah yg dihasilkan.

TOTAL 8,57%
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2. Layanan Perpustakaan

Penilaian Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan dapat dilihat dari tingkat pegawai
Mahkamah Konstitusi terhadap Layanan Pengelolaan Perpustakaan. Secara umum,

Layanan Pengelolaan Perpustakaan sudah Baik dengan nilai layanan 3,380.

Tabel 5.3 11 Penilaian Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan

Nilai Kualitas
Konversi Pelayanan

1 Kesesuaian persyaratan pelayanan 3.299 825 B BAIK
2 Kemudahan prosedur 3.365 84.1 B BAIK
3 Kemudahan mendapatkan informasi Sistem Informasi Perpustakaan 3.335 834 B BAIK
4 Keberadaan Petugas Perpustakaan 3.365 84.1 B BAIK
5 Kedisiplinan Petugas Perpustakaan 3.365 84.1 B BAIK
6 Keadilan Petugas Perpustakaan 3.395 84.9 B BAIK
7  Kesopanan Petugas Perpustakaan 3.467 86.7 B BAIK
8 Keramahan Petugas Perpustakaan 3.455 86.4 B BAIK
9 Kemampuan Petugas Perpustakaan 3.443 86.1 B BAIK
10 Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan 3.407 85.2 B BAIK
11 Kecepatan penyelesaian pelayanan oleh petugas 3.365 84.1 B BAIK
12 Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan 3.347 83.7 B BAIK
13 Kondisi sarana prasarana Perpustakaan 3.335 834 B BAIK

TOTAL SKOR LAYANAN PERPUSTAKAAN 3.380 845 B BAIK

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa kesopanan petugas perpustakaan
mendapatkan penilaian indeks kepuasan paling tinggi dikarenakan menurut responden
petugas perpustakaan selalu melakukan pelayanan dengan ramah dan baik kepada
setiap pengunjung. Sedangkan kesesuaian persyaratan pelayanan mendapatkan
penilaian indeks kepuasan terendah karena tidak tersedianya kotak pengaduan di

perpustakaan.

Secara keseluruhan pegawai MK memberikan penilaian baik terhadap Pelayanan
Pengelolaan Perpustakaan. Namun terdapat responden yang memberikan penilaian

kurang baik terhadap layananLayanan Pengelolaan Perpustakaan ini
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a. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan

Kepuasan responden terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan perpustakaan
mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,299. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan
perpustakaan.

Tabel 5.3 12 persentase persepsi responden
terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan

perpustakaan
Kategori Persentase
Kurang Puas 3.6
Puas 62.9
Sangat Puas 335

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,8% responden memberikan penilaian

kurang puas terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan perpustakaan.
b. Kemudahan Prosedur
Kepuasan responden terhadap kemudahan prosedur pelayanan perpustakaan
mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,365. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kemudahan prosedur pelayanan

perpustakaan.

Tabel 5.3 13 persentase persepsi responden
terhadap kemudahan prosedur pelayanan

perpustakaan.
Kategori Persentase
Kurang Puas 4.2
Puas 55.1
Sangat Puas 40.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,2% responden memberikan penilaian

kurang puas terhadap kemudahan prosedur pelayanan perpustakaan.
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c. Kemudahan Mendapatkan Informasi Sistem Informasi Perpustakaan

Kepuasan responden terhadap kemudahan mendapatkan informasi sistem
informasi perpustakaan mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,335.
Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap mendapatkan

informasi sistem informasi perpustakaan.

Tabel 5.3 14 persentase persepsi responden
terhadap mendapatkan informasi sistem
informasi perpustakaan

Kategori Persentase
Kurang Puas 4.8
Puas 56.9
Sangat Puas 38.3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4,8% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap mendapatkan informasi sistem informasi perpustakaan.
d. Keberadaan Petugas Perpustakaan
Kepuasan responden terhadap keberadaan petugas perpustakaan mendapatkan
kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,365. Pada tabel di bawah ini diperoleh

persentase persepsi responden terhadap keberadaan petugas perpustakaan.

Tabel 5.3 15 persentase persepsi responden
terhadap keberadaan petugas perpustakaan

Kategori Persentase
Kurang Puas 6.6
Puas 50.3
Sangat Puas 431

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6,6% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap keberadaan petugas perpustakaan.

e. Kedisiplinan Petugas Perpustakaan

Kepuasan responden terhadap kedisiplinan petugas perpustakaan mendapatkan

106



LAPORAN AKHIR
Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi RI — Tahun 2021

kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,365. Pada tabel di bawah ini diperoleh
persentase persepsi responden terhadap kedisiplinan petugas perpustakaan.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 5,4% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap kedisiplinan petugas perpustakaan

Tabel 5.3 16 persentase persepsi
responden terhadap kedisiplinan petugas

perpustakaan
Kategori Persentase
Kurang Puas 5.4
Puas 52.7
Sangat Puas 41.9

f. Keadilan Petugas Perpustakaan
Kepuasan responden terhadap keadilan petugas perpustakaan mendapatkan
kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,395. Pada tabel di bawah ini diperoleh
persentase persepsi responden terhadap kedisiplinan petugas perpustakaan.
Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 3,6% responden memberikan penilaian

kurang puas terhadap keadilan petugas perpustakaan

Tabel 5.3 17 persentase persepsi responden
terhadap keadilan petugas perpustakaan

Kategori Persentase
Kurang Puas 3.6
Puas 53.3
Sangat Puas 43.1

g. Kesopanan Petugas Perpustakaan

Kepuasan responden terhadap kesopanan petugas perpustakaan mendapatkan
kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,467. Pada tabel di bawah ini diperoleh

persentase persepsi responden terhadap kesopanan petugas perpustakaan.
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Tabel 5.3 18 persentase persepsi responden
terhadap kesopanan petugas perpustakaan

Kategori Persentase
Kurang Puas 3.0
Puas 47.3
Sangat Puas 49.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3,0% responden memberikan penilaian

kurang puas terhadap kesopanan petugas perpustakaan.
h. Keramahan Petugas Perpustakaan
Kepuasan responden terhadap keramahan petugas perpustakaan mendapatkan

kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,455. Pada tabel di bawah ini diperoleh
persentase persepsi responden terhadap keramahan petugas perpustakaan.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 1,8% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap keramahan petugas perpustakaan

Tabel 5.3 19 persentase persepsi responden terhadap keramahan petugas perpustakaan

Kategori Persentase
Kurang Puas 1.8
Puas 50.9
Sangat Puas 47.3

i. Kemampuan Petugas Perpustakaan

Kepuasan responden terhadap kemampuan petugas perpustakaan mendapatkan
kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,443. Pada tabel di bawah ini diperoleh

persentase persepsi responden terhadap kemampuan petugas perpustakaan.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 2,4% responden memberikan penilaian

kurang puas terhadap kemampuan petugas perpustakaan
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Tabel 5.3 20 persentase persepsi responden
terhadap kemampuan petugas perpustakaan

Kategori Persentase
Kurang Puas 2.4
Puas 50.9
Sangat Puas 46.7

J. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pelayanan

Kepuasan responden terhadap ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan
perpustakaan mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,407. Pada tabel
di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap ketepatan waktu
pelaksanaan pelayanan perpustakaan.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 3,6% responden memberikan penilaian
kurang puas terhadap ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan perpustakaan
Tabel 5.3 21 persentase persepsi responden

terhadap ketepatan waktu pelaksanaan
pelayanan perpustakaan

Kategori Persentase
Kurang Puas 3.6
Puas 52.1
Sangat Puas 44.3

k. Kecepatan Penyelesaian Pelayanan oleh Petugas

Kepuasan responden terhadap kecepatan penyelesaian pelayanan oleh petugas
perpustakaan mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,365. Pada tabel
di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap kecepatan penyelesaian

pelayanan oleh petugas perpustakaan.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 3,0% responden memberikan penilaian

kurang puas terhadap kecepatan penyelesaian pelayanan oleh petugas perpustakaan.
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Tabel 5.3 22 persentase persepsi responden
terhadap kecepatan penyelesaian pelayanan oleh
petugas perpustakaan

Kategori Persentase
Kurang Puas 3.0
Puas 57.5
Sangat Puas 39.5

|. Ketersediaan Sarana Prasarana Perpustakaan
Kepuasan responden terhadap ketersediaan sarana prasarana perpustakaan
mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,347. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana
perpustakaan.
Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 0,6% responden memberikan penilaian

tidak/kurang puas terhadap ketersediaan sarana prasarana perpustakaan.

Tabel 5.3 23 persentase persepsi
responden terhadap ketersediaan sarana
prasarana perpustakaan

Kategori Persentase
Tidak Puas 0.6
Kurang Puas 4.8

Puas 53.9
Sangat Puas 40.7

m. Kondisi Sarana Prasarana Perpustakaan
Kepuasan responden terhadap kondisi sarana prasarana perpustakaan
mendapatkan kualitas yang Baik dengan nilai layanan 3,335. Pada tabel di bawah ini
diperoleh persentase persepsi responden terhadap kondisi sarana prasarana
perpustakaan.
Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa 6,6% responden memberikan penilaian

tidak/kurang puas terhadap kondisi sarana prasarana perpustakaan.
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Tabel 5.3 24 persentase persepsi responden
terhadap kondisi sarana prasarana

perpustakaan.

Kategori Persentase
Tidak Puas 0.6
Kurang Puas 6.0

Puas 52.7
Sangat Puas 40.7

a. Sumber Media Mengetahui Hasil Penelitian

Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase media yang digunakan responden untuk
mengetahui informasi mengenai Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 5.3 25 persentase media yang digunakan responden untuk mengetahui informasi
mengenai Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Kategori Persentase
Website MK 81,4
Sekretariat Puslitka 7,2
Sumber Media Lainnya | 11,4

Dari Tabel di atas dapat diketahui mayoritas responden mendapatkan informasi
mengenai perpustakaan Mahkamah Konstitusi melalui website MK.
b. Biaya Pelayanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan
Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase responden yang dikenakan biaya

ketika mendapatkan pelayanan di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Kategori Persentase
Ya 0,61%
Tidak 99,39%
TOTAL 100,00%
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Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa responden tidak dikenakan biaya untuk

mendapatkan pelayanan di perpustakaan Mahkamah Konstitusi
c. Keberadaan sarana pengaduan/saran
Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase tingkat kepuasan responden

terhadap keberadaan sarana pengaduan/saran Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 5.3 26 persentase tingkat kepuasan
responden terhadap keberadaan sarana

pengaduan/saran
Kategori Persentase
Tidak Puas 0.6
Kurang Puas 6.0
Puas 52.7
Sangat Puas 40.7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6,6% responden menyatakan tidak/kurang puas

terhadap keberadaan sarana pengaduan/saran di perpustakaan mahkamah konstitusi.
d. Pengajuan keluhan/pengaduan terhadap pelayanan di MK

Berikut ini adalah isi keluhan responden terhadap pelayanan perpustakaan.

Tabel 5.3 27 Keluhan Responden Terhadap Pelayanan

No | Isi Keluhan Persentase
1 | Berikan pelayanan terbaik untuk MK dan kepada masyarakat | 2,4
2 Kesulitan mencari buku referensi tentang 1T 1,2
3 | Sosialisasi peminjaman buku diperjelas lagi 1,2
4 | Sarana dan prasarana diperbagus lagi 1,2
5 | Ruangan lebih dipernyaman lagi agar 0,6
6 | Sosialisi SOP Pelayanan 0,2
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Berikut ini adalah isi saran responden terhadap pelayanan perpustakaan.

Tabel 5.3 28 saran responden terhadap pelayanan perpustakaan

No Isi Saran

1 | Perbanyak koleksi buku fisik, penelitian dan jurnal

2 | Inventarisir penelitian yang sifatnya terbuka maupun tertutup

3 | Perlu sosialisasi massif untuk karya penelitian, karya dan penelitian di

kalangan MK

4 | Tingkatkan mutu pelayanan

5 | Tingkatkan perpustakaan digital

6 | Perlengkap koleksi penelitian untuk meningkatkan kualitas putusan

5.3.3. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap
persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat

diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.
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Grafik 5. 25 Diagram Matriks Persepsi dan Harapan
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Tabel 5.3 29 Indeks Variabel

Indeks Variabel Pelayanan

1A Kemudahan mendapatkan informasi Hasil Penelitian

1B Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian

1C Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan Penulisan dan
Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK

1D Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku
yang dilaksanakan oleh MK

1E Kemudahan mendapatkan informasi Jurnal yang diterbitkan MK

1F Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal yang
diterbitkan MK

2A Kesesuaian persyaratan pelayanan

2B Kemudahan prosedur

2C Kemudahan mendapatkan informasi Sistem Informasi
Perpustakaan

2D Keberadaan Petugas Perpustakaan

2E Kedisiplinan Petugas Perpustakaan

2F Keadilan Petugas Perpustakaan

2G Kesopanan Petugas Perpustakaan

2H Keramahan Petugas Perpustakaan

21 Kemampuan Petugas Perpustakaan

2] Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan

2K Kecepatan penyelesaian pelayanan oleh petugas

2L Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan

2M Kondisi sarana prasarana Perpustakaan
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Kuadran Variabel Pelayanan
Kuadran | 2C | Kemudahan mendapatkan informasi Sistem Informasi
I Perpustakaan
2L | Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan
2D | Keberadaan Petugas Perpustakaan
Kuadran | 2E | Kedisiplinan Petugas Perpustakaan
I 2F | Keadilan Petugas Perpustakaan
2G | Kesopanan Petugas Perpustakaan
2H | Keramahan Petugas Perpustakaan
21 | Kemampuan Petugas Perpustakaan
2) | Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan
2K | Kecepatan penyelesaian pelayanan oleh petugas
Kuadran | 1A | Kemudahan mendapatkan informasi Hasil Penelitian
1 1B | Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian
1C | Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan Penulisan dan
Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK
1D | Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan Peluncuran
Buku yang dilaksanakan oleh MK
1F | Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal yang
diterbitkan MK
2A | Kesesuaian persyaratan pelayanan
Kuadran | 1E | Kemudahan mendapatkan informasi Jurnal yang diterbitkan
v MK
2B | Kemudahan prosedur
2M | Kondisi sarana prasarana Perpustakaan
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Hasil uji performance importance menunjukkan bahwa ada setidaknya 3 indikator
yang masuk dalam kuadran I, yaitu indikator yang dianggap penting oleh responden
namun Kkinerja nya masih dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk
ditingkatkan :

1. Kemudahan mendapatkan informasi Sistem Informasi Perpustakaan

2. Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan
3. Kondisi sarana prasarana Perpustakaan

Sementara itu ada 2 indikator lain yang dianggap cukup penting namun Kinerjanya
dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan :
1. Kesesuaian persyaratan pelayanan
2. Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal yang diterbitkan MK

Sementara itu setidaknya ada 4 indikator yang dianggap penting oleh responden
dan kinerja nya sudah maksimal, sehingga perlu dipertahankan :
1. Kesopanan Petugas Perpustakaan
2. Keramahan Petugas Perpustakaan
3. Kemampuan Petugas Perpustakaan
4

Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan

Ada 4 indikator lain yang dianggap cukup penting oleh responden dan kinerja nya
diatas rata rata, sehingga perlu dipertahankan :
1. Keberadaan Petugas Perpustakaan
2. Kedisiplinan Petugas Perpustakaan
3. Keadilan Petugas Perpustakaan
4. Kecepatan penyelesaian pelayanan oleh petugas

5.3.4. Ringkasan Hasil Survei

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Kepuasan Pegawai pada layanan Pelayanan
Administrasi Umum terhadap Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan
Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi periode Tahun 2021, didapatkan ringkasan

sebagai berikut:
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No.

Kesimpulan

Keterangan

Nilai IKM

3,360

Nilai IKM konversi

84,0

Kategori

Baik

El I A

Unsur Tertinggi

Kesopanan Petugas Perpustakaan dengan skor 86,68
Keramahan Petugas Perpustakaan dengan skor 86.38
Kemampuan Petugas Perpustakaan dengan skor 86,08
Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan dengan skor|
85,18

Keadilan Petugas Perpustakaan dengan skor 84,88

Unsur Terendah

Kemudahan mendapatkan informasi Hasil Penelitian
dengan skor 81,89

Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian dengan
skor 82,34

Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan skor 82,49
Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan
Penulisan dan Peluncuran Buku yang dilaksanakan
oleh MK dengan skor 82,49

Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan
Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK dengan
skor 83,08

Prioritas Perbaikan

Kemudahan mendapatkan informasi Sistem Informasi
Perpustakaan

Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan

Kondisi sarana prasarana Perpustakaan
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah

Konstitusitahun 2021, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1.

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi pada Tahun
2021 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penerima layanan Mahkamah Konstitusi
berada pada kategori Baik, yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks
antara 3,064 — 3,532 atau konversi IKM 76,61 — 88,30.

Berdasarkan hasil survei, didapatkan nilai Indeks Survei Pengukuran Kinerja

Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

No Jenis Lavanan Nilai Nilai Mutu
¥ Indeks |Konversi |Pelayanan
1 | Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi 3,491 87,3 Baik
2 | Pelayanan Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi 3,501 87,5 Baik
3 Pelayanan Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan 3,360 84,0 Baik
Pengelolaan Perpustakaan
Rata-rata 3,383 84,5 Baik

Terdapat kategori unsur dengan urutan 3 nilai unsur tertinggi dan urutan 3 nilai unsur
terendahpada setiap layanan. Unsur dengan urutan tertinggi merupakan penilaian
yang tertinggi dibandingkan unsur lainnya sehingga unsur layanan yang baik ini
perlu mendapat apresiasi dansangat penting untuk tetap dipertahankan agar dapat
memberikan kepuasan pelanggan. Sedangkan unsur dengan urutan terendah
merupakan unsur layanan kategori baik namun berada di urutan terendah
dibandingkan unsur lainnya. Berikut merupakan unsur layanan tertinggi dan

terendah:
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. Ketepatan

persidangan dengan skor
91,30

MK
menyerahkan Salinan
Permohonan kepada DPR
dan Presiden dengan skor
90,76

waktu

No. Jenis Layanan Unsur Tertinggi Unsur Terendah
1 | Pelayanan 1. Kebersihan ruang sidang | 1.Kepuasan proses
PenangananPerkara dengan skor 92,39 pemeriksaan persidangan
Konstitusi 2. Kenyamanan ruang tunggu | dengan skor 78,26

2.Kejelasan informasi dan
nasihat yang disampaikan
MK terkait permohonan
yang diajukan dalam proses
pemeriksaan pendahuluan
dengan skor 81,52

3.Kejelasan pemberitahuan
ketetapan jadwal sidang
dengan skor 82,61

2 | Pelayanan Sistem
Informasi
PenangananPerkara

. Kesesuaian

. Kemudahan

isi  risalah
sidang  dengan  hasil
persidangan dengan skor
91.85

mencari
jadwal sidang perkara yang
dituju di website MK
dengan skor 91,30

. Kejelasan isi risalah siding

dengan skor 91,30

4.Kejelasan gaya bahasa
penulisan berita dengan
skor 83,15

5.Kualitas audio (suara)
tayangan Live Streaming
sidang dengan skor 83,70

6.Kemudahan mencari berita
melalui indeks berita/daftar
berita dengan skor 84,24

3 | Pelayanan terhadap
Penelitian Pengkajian
dan Perkara, dan
Pengelolaan
Perpustakaan

\I

. Kesopanan

. Keramahan

. Kemampuan

Petugas
Perpustakaan dengan skor
86,68
Petugas
Perpustakaan dengan skor
86.38
Petugas
Perpustakaan dengan skor
86,08

7.Kemudahan mendapatkan
Kemudahan mendapatkan
informasi Hasil Penelitian
dengan skor 81,89

8.Kemudahan mendapatkan
Hasil Penelitian dengan
skor 82,34

9.Kesesuaian persyaratan
pelayanan dengan skor
82,49

4. Berikut merupakan
unsur

dilakukan perbaikan:

unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan
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No. Jenis Layanan Prioritas Perbaikan

1 | Pelayanan Penanganan 1. Kemudahan melaporkan perbuatan yang
Perkara Konstitusi berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui
aplikasi whistleblowing system

2. Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang

3. Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan
MK terkait permohonan yang diajukan dalam
proses pemeriksaan pendahuluan

4. Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang

5. Kecepatan Penyampaian putusan kepada para

pihak
2 | Pelayanan Sistem 1. Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming
Informasi Penanganan (page load time)
Perkara 2. Keindahan dan kerapihan susunan tampilan
website MK (display layout) pada
3 | Pelayanan terhadap 1. Kemudahan mendapatkan informasi Sistem
Penelitian Pengkajian Informasi Perpustakaan
dan Perkara, dan 2. Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan
Pengelolaan
Perpustakaan 3. Kondisi sarana prasarana Perpustakaan
6.2. Saran

Berdasarkan analisa persepsi dan harapan serta saran dari beberapa responden
didapatkan unsur yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan. Berikut merupakan

analisis atas faktor penyebab,dan rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan:
1. Pelayanan PenangananPerkara Konstitusi

Beberapa fasilitas yang diusulkan untuk ditambahkan dan diperbaiki pada layanan

persidangan adalah :
a. Mesin fotocopy & printer gratis

b. Ruang tunggu dan ruang diskusi untuk para advokat, yang dilengkapi

juga dengan bahan bacaan dan televisi yang juga menyiarkan video
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sidang.
c. Cafetaria disekitar ruang sidang
d. Ketersediaan penerjemah

e. Ketersediaan perangkat audio yang memadai sehingga tidak sering

terjadi gangguan saat sidang.

Sementara itu beberapa masukan terkait dengan pelayanan perkara konstitusi

adalah :

o

Petugas harus lebih responsif menanggapi permohonan informasi
b. Jangan mentolerir keterlambatan para pihak

c. Hukum acara persidangan harus lebih diperhatikan oleh mahkamah
d. Petugas tidak merokok di dalam gedung Mahkamah Konstitusi

e. Percepat Kepastian Jadwal siding

f. Petugas sidang harus siaga hingga akhir sidang, sehingga ketika ada

masalah dapat segera diatasi
g. Hakim yang bertugas harus sesuai dengan backgroundnya
h. Salinan putusan sebaiknya diberikan secara langsung
i. Dibuat protokol / acara resmi penyerahan putusan
j.  Putusan diberikan / di email segera setelah sidang selesai
2. Pelayanan SistemInformasi Penanganan Perkara
Adapun beberapa masukan terkait dengan layanan Live Streaming adalah :
a. Perbaikan kualitas suara agar tidak terlalu kecil dan terputus putus.
b. Bandwith internet ditambah agar video streming tidak terputus putus.

c. Video tidak hanya memuat majelis dan dokumen saja, namun juga

memuat argumentasi para pihak lainnya.
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f.

g.

Judul video memuat nama undang undang yang diuji sehingga

memudahkan pencarian.
Video juga di upoad di Youtube
Pengeditan Video tidak mengurangi esensi dari persidangan.

Server website ditingkatkan agar tidak error (request time out)

Sementara itu beberapa masukan lain terkait dengan sistem informasi antara lain :

a.

Website dibuat lebih simpel, agar dapat difahami oleh masyarakat yang

lebih awam.

Secepatnya mengupdate jadwal sidang, putusan maupun risalah sidang
dan menginformasikannya kepada para pihak menggunakan berbagai
media komunikasi baik itu email ataupun WhatsApp.

Memudahkan para pihak dengan tidak perlu mewajibkan menyediakan

dan membawa hardcopy dokumen.

Berita yang ditampilkan harus dibuat lebih beragam, tidak hanya terkait
dengan MK saja sehingga menarik minat publik yang lebih luas.
Termasuk berita berita tentang kajian atau diskusi publik terkait putusan

putusan MK juga perlu diperbanyak.

Gaya penulisan dan kesesuaian antara judul berita dengan isinya harap

lebih diperhatikan, karena ada yang beda penafsiran.

3. Pelayanan terhadap Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan

Perpustakaan

Beberapa masukan terkait dengan Layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan antara lain :

a. Perbanyak koleksi buku, penelitian dan jurnal. Baik fisik maupun digital

yang salah satu muaranya akan meningkatkan kualitas putusan.

b. Layanan perlu ditingkatkan berbasis ICT.
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Perlu dibuat sistem inventarisasi buku, jurnal dan penelitian yang akses
dan updatenya dapat secara real time diketahui oleh karyawan
Mahkamah Konstitusi.

Perlu ada SOP pelayanan/peminjaman, sehingga identitas dan tujuan

pemanfaatan informasi yang diminta dapat lebih jelas.

Ruangan perpustakaan dibuat lebih memadai sehingga mampu menarik

orang untuk membaca.

Layanan perpustakaan dikembangkan dan diperluas bagi kalangan

akademisi dibidang hukum dan masyarakat umum.
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Lampiran
Nilai Corrected Valid/
No I. Layanan Penerimaan Permohonan Item-Total Tidak
Correlation valid
1 1.1 Kemudahan proses pengajuan permohonan 0.636 Valid
2 1.2 Kemudahan prosedur penyerahan dokumen 0.420 Valid
3 1.3 Kemampuan petugas pelayanan 0.583 Valid
4 1.4 Kecepatan petugas pelayanan 0.613 Valid
5 1.5 Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan 0.670 Valid
6 1.6 Kemudahan penyerahan hasil pernbaikan 0.670 Valid
7 1.7 Kejelasan informasi penerimaan dokumen 0.697 Valid
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,822
Uji 2 arah dengan a=5%, Df=n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
Nilai Corrected Valid/
No Il. Ketepatan Waktu Persidangan Item-Total Tidak
Correlation valid
1 1.1 Kemudahan proses pengajuan permohonan 0.708 Valid
2 1.2 Kemudahan prosedur penyerahan dokumen 0.725 Valid
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,993
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
Lampiran B Karakteristik Responden  Hal. 1 dari 11




LAPORAN AKHIR

Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi Rl - Tahun 2020

Nilai Valid/
Ill. Layanan Persidangan (Hospitality Keprotokolan Hlai Corrected
No Item-Total Tidak
Penanganan Perkara) .
Correlation Valid
3.1 Kejelasan Informasi dan Nasehat yang Valid
1 . . 0.779
Disampaikan MK
2 3.2 Kepuasan Pemeriksaan Persidangan 0.690 Valid
3 3.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana 0.418 Valid
4 | 3.4 Pengamanan di Dalam Persidangan 0.753 Valid
5 | 3.5Kebersihan Ruang Sidang 0.680 Valid
6 3.6 Kenyamanan Ruang Tunggu Persidangan 0.651 Valid
7 | 3.7 Kemampuan Petugas Kepaniteraan 0.630 Valid
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,779
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
Nilai Corrected Valid/
No IV. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan Item-Total Tidak
Correlation valid
1 4.1 Ketepatan Waktu MK Menyerahkan Salinan Valid
Permohonan ke DPR dan Presiden 0.640
2 4.2 Kesesuaian Berkas Permohonan yang Diserahkan 0.705 Valid

Nilai Cronbach’s Alpha = 1,00
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28

Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel

Lampiran B Karakteristik Responden  Hal. 2 dari 11
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Nilai Corrected Valid/
No V. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan Item-Total Tidak
Correlation Valid
5.1 Kecepatan Penyampaian Putusan Kepada Para Valid
1 , 0.593
Pihak
2 5.2 Kemudahan Memperoleh Informasi Putusan 0.669 Valid
3 | 5.3 Kecepatan Penerbitan Salinan Putusan 0.586 Valid
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,996
Uji 2 arah dengan a=5%, Df=n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
Nilai Corrected Valid/
No I. Jadwal Sidang Elektronik Item-Total Tidak
Correlation valid
1 1.1. Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di 0.988 Valid
website
) 1.2. Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang 0.978 Valid
dituju di website
3 1.3. Kesesuaian informasi rincian jadwal sidang di 0.960 Valid
website
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,989
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
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Nilai Corrected Valid/
No Il. Live Streaming Item-Total Tidak
Correlation Valid
1 2.1. Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming 0.996 Valid
) 2.2. Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan 0.996 Valid
jadwal sidang
3 2.3. Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang 0.991 Valid
4 2.4. Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live 0.993 Valid
Streaming sidang
5 2.5. Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming 0.986 Valid
sidang
6 2.6. Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming 0.996 Valid
dengan waktu sidang
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,998
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
Nilai Corrected Valid/
No lll. Penelusuran Risalah Item-Total Tidak
Correlation Valid
1 3.1. Kecepatan pengunggahan risalah pada laman 0.952 Valid
) 3.2. Kemudahan mengunduh file tertulis (pdf) risalah 0.968 Valid
sidang
3 3.3. Kemudahan mengunduh file rekaman suara 0.973 Valid
risalah sidang
4 3.4. Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil 0.975 Valid
persidangan
5 3.5. Kejelasan isi risalah sidang 0.981 Valid

Nilai Cronbach’s Alpha = 0,990
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28

Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
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Nilai Corrected Valid/
No IV. Penelusuran Putusan Item-Total Tidak
Correlation valid
1 4.1. Kecepatan penyampaian salinan putusan 0.991 Valid
2 4.2. Kemudahan mengunduh salinan putusan 0.997 Valid
3 4.3. Kualitas taxt putusan (softcopy) 0.997 Valid
4 4.4, Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui 0.996 Valid
email
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,998
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
Nilai Corrected Valid/
No V. Layanan Berita Item-Total Tidak
Correlation Valid
1 5.1. Kemudahan mencari berita melalui indeks berita / 0.935 Valid
daftar berita
2 5.2. Kesesuaian isi berita dengan judul berita 0.935 Valid
3 5.3. Kejelasan gaya bahasa penulisan berita 0.906 Valid
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,965
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
Nilai Corrected Valid/
No VI. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Item-Total Tidak
Correlation valid
1 6.1. Kecepatan mengakses informasi di Website 0.867 Valid
) 6.2. Kemudahan memahami informasi yang 0.867 Valid
ditampilkan di website
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3 6.3. Keindahan dan kerapihan susunan tampilan 0.867 Valid
website
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,936
Uji 2 arah dengan a=5%, Df=n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
i Valid/
I. Layanan Administrasi Umum Penelitian dan Nilai Corrected
No .. Item-Total Tidak
Pengkajian .
Correlation valid
1 1.1 Kemudahan mendapatkan informasi Hasil 0.969 Valid
Penelitian
2 1.2 Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian 0.969 Valid
1.3 Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan 0.969 Valid
3 Penulisan dan Peluncuran Buku yang dilaksanakan
oleh MK
4 1.4 Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan 0.894 Valid
Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK
1.5 Kemudahan mendapatkan informasi Jurnal yang 0.969 Valid
5 . .
diterbitkan MK
1.6 Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal 0.894 Valid
6 . .
yang diterbitkan MK
Nilai Cronbach’s Alpha = 0,984
Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28
Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel
Nilai Corrected Valid/
No Il. Layanan Perpustakaan Item-Total Tidak
Correlation Valid
1 2.1 Kesesuaian persyaratan 0.738 Valid
2 2.2 Kemudahan prosedur 0.910 Valid
3 2.3 Kemudahan mendapatkan informasi 0.788 Valid
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4 2.4 Keberadaan petugas perpustakaan 0.851 Valid
5 2.5 Kedisiplinan petugas perpustakaan 0.738 Valid
6 2.6 Keadilan petugas perpustakaan 0.851 Valid
7 2.7 Kesopanan petugas perpustakaan 0.851 Valid
8 2.8 Keramahan petugas perpustakaan 0.755 Valid
9 2.9 Kemampuan petugas perpustakaan 0.851 Valid
10 | 2.10 Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan 0.749 Valid
11 | 2.11 Kecepatan penyelesaian pelayanan 0.842 Valid
12 | 2.12 Ketersediaan sarana prasarana perpustakaan 0.665 Valid
13 | 2.13 Kondisi sarana prasarana perpustakaan 0.703 Valid
14 | 2.14 Sarana pengaduan/saran di MK 0.584 Valid

Nilai Cronbach’s Alpha = 0,960

Uji 2 arah dengan a=5%, Df= n-2 =30-2 = 28

Nilai r tabel 0,361, valid jika nilai corrected item > r tabel

Lampiran B Karakteristik Responden  Hal. 7 dari 11




LAPORAN AKHIR

Survei Pengukuran Kinerja
Mahkamah Konstitusi Rl - Tahun 2020

1. Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

A. Umur
Umur
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid 17-25th 19 22,1 22,1 22,1
26-35 th 12 14,0 14,0 36,0
36-45 th 29 33,7 33,7 69,8
46-55 th 19 22,1 22,1 91,9
56-65 th 7 8,1 8,1 100,0
>65 th 0 0,0 0,0 100,0
Total 86 100,0 100,0
B. Jenis Kelamin
Jenis_Kelamin
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid Laki-laki 73 84,9 84,9 84,9
Perempuan 13 15,1 15,1 100,0
Total 86 100,0 100,0
C. Pendidikan Terakhir
Pendidikan
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid SMA 16 18,6 18,6 18,6
D3 0 0,0 0,0 18,6
S-1 41 47,7 47,7 66,3
S-2 22 25,6 25,6 91,9
S-3 7 8,1 8,1 100,0
Total 86 100,0 100,0
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D. Jumlah Berperkara

Jumlah Berperkara
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid 1 kali 54 62,8 62,8 62,8

2 kali 13 15,1 15,1 77,9
3 kali 10 11,6 11,6 89,5
4 kali 3 3,5 3,5 93,0
5 kali 0 0,0 0,0 93,0
Lebih dari 5 kali 6 7,0 7,0 100,0
Total 86 100,0 100,0

E. Kedudukan Dalam Berperkara

Kedudukan Dalam Berperkara
Frequency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Pemohon 74 86,0 86,0 86,0
Termohon 6 7,0 7,0 93,0
Pihak Terkait 6 7,0 7,0 100,0
Jurnalis 0 0,0 0,0 100,0
Valid

Pemerhati MK 0 0,0 0,0 100,0
Akademisi 0 0,0 0,0 100,0
Total 86 100,0 100,0
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F. Peran Dalam Berperkara

Peran Dalam Berperkara
Frequenc Percent Valid Cumulative
q ¥ Percent Percent

Perorangan 51 59,3 59,3 59,3
Badan Hukum 16 18,6 18,6 77,9
Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat 0 0,0 0,0 77,9

Valid Lembaga Negara 0 0,0 0,0 77,9
Lainnya 19 22,1 22,1 100,0
Total 86 100,0 100,0

G. lJenis Perkara
Jenis Berperkara
Frequenc Percent Valid Cumulative
q y Percent Percent

Pengujian Undang- 86 100,0 | 100,0 100,0
Undang
Sengketa Kewenangan 0 0,0 0,0 100,0
Lembaga Negara
PerT1|.oubaran Partai 0 0,0 0,0 100,0
Politik
Pemlllhgn Umum 0 0,0 0,0 100,0
Legislatif

Valid Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil 0 0,0 0,0 100,0
Presiden
Pemilihan Kepala 0 0,0 0,0 100,0
Daerah
Pendapat DPR 0 0,0 0,0 100,0
Lainnya 0 0,0 0,0 100,0
Total 86 100,0 100,0
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H. Lama Penyelesaian

Lama Penyelesaian
Frequency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent

<1 Bulan 20 23,3 23,3 23,3

1-2 Bulan 12 14,0 14,0 37,2

3-6 Bulan 29 33,7 33,7 70,9
Valid 7-11 Bulan 12 14,0 14,0 84,9

1-2 Tahun 10 11,6 11,6 96,5

Lainnya 3 3,5 3,5 100,0

Total 86 100,0 100,0
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Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

A. Umur
Umur
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid 17-25 th 11 11,5 11,5 11,5
26-35 th 14 14,6 14,6 26,0
36-45 th 34 35,4 35,4 61,5
46-55 th 14 14,6 14,6 76,0
56-65 th 23 24,0 24,0 100,0
>65 th 0 0,0 0,0 100,0
Total 96 100,0 100,0
B. Jenis Kelamin
Jenis_Kelamin
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid Laki-laki 82 85,4 85,4 85,4
Perempuan 14 14,6 14,6 100,0
Total 96 100,0 100,0
C. Pendidikan Terakhir
Pendidikan
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid SMA 8,3 8,3 8,3
D3 2,1 2,1 10,4
S-1 37 38,5 38,5 49,0
S-2 20 20,8 20,8 69,8
S-3 29 30,2 30,2 100,0
Total 96 100,0 100,0
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D. Jumlah Berperkara

Jumlah Berperkara
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid 1 kali 41 49,4 49,4 49,4

2 kali 21 25,3 25,3 74,7
3 kali 14 16,9 16,9 91,6
4 kali 5 6,0 6,0 97,6
5 kali 0 0,0 0,0 97,6
Lebih dari 5 kali 2 2,4 2,4 100,0
Total 83 100,0 100,0

E. Kedudukan Dalam Berperkara

Kedudukan Dalam Berperkara
Erequenc Percent Valid Cumulative
q y Percent Percent

Pemohon 43 44,8 44,8 44,8
Termohon 5 5,2 5,2 50,0
Pihak Terkait 11 11,5 11,5 61,5
Jurnalis 0 0,0 0,0 61,5

Valid
Pemerhati MK 11 11,5 11,5 72,9
Akademisi 26 27,1 27,1 100,0
Total 96 100,0 100,0

F. Peran Dalam Berperkara
Peran Dalam Berperkara
Frequenc Percent Valid Cumulative
q y Percent Percent

Perorangan 35 53,8 53,8 53,8
Badan Hukum 29 44,6 44,6 98,5
Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat ! 15 L5 100,0

Valid Lembaga Negara 0 0,0 0,0 100,0
Lainnya 0 0,0 0,0 100,0
Total 65 100,0 100,0
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G. Jenis Perkara

Jenis Berperkara
Erequenc Percent Valid Cumulative
9 y Percent Percent
Pengujian Undane- 66 100,0 | 100,0 100,0
Undang
Sengketa Kewenangan 0 0,0 0,0 100,0
Lembaga Negara
Perp.bubaran Partai 0 0,0 0,0 100,0
Politik
Pemlllhgn Umum 0 0,0 0,0 100,0
Legislatif
Valid Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil 0 0,0 0,0 100,0
Presiden
Pemilihan Kepala 0 0,0 0,0 100,0
Daerah
Pendapat DPR 0 0,0 0,0 100,0
Lainnya 0 0,0 0,0 100,0
Total 66 100,0 100,0

H. Lama Penyelesaian

Lama Penyelesaian
Frequenc Percent Valid Cumulative
q y Percent Percent
<1 Bulan 0 0,0 0,0 0,0
1-2 Bulan 4 22,2 22,2 22,2
3-6 Bulan 6 33,3 33,3 55,6
Valid 7-11 Bulan 6 33,3 33,3 88,9

1-2 Tahun 2 11,1 11,1 100,0
Lainnya 0 0,0 0,0 100,0
Total 18 100,0 100,0
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Pelayanan Administrasi Umum terhadap Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan

A. Umur
Umur
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid 17-25 th 4 2,3 2,3 2,3
26-35 th 77 44,8 44,8 47,1
36-45 th 62 36,0 36,0 83,1
46-55 th 26 15,1 15,1 98,3
56-65 th 3 1,7 1,7 100,0
>65 th 0 0,0 0,0 100,0
Total 172 100,0 100,0
B. Jenis Kelamin
Jenis_Kelamin
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid Laki-laki 97 56,4 56,4 56,4
Perempuan 75 43,6 43,6 100,0
Total 172 100,0 100,0
C. Pendidikan Terakhir
Pendidikan
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid SMA 8 4,7 4,7 4,7
D3 14 8,1 8,1 12,8
S-1 68 39,5 39,5 52,3
S-2 78 45,3 45,3 97,7
S-3 4 2,3 2,3 100,0
Total 172 100,0 100,0
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D. Biro Asal
Biro Asal
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid Kepaniteraan 13 7,6 7,6 7,6
Inspektorat 13 7,6 7,6 15,1
Biro Perencanaan dan
Keuangan 22 12,8 12,8 27,9
Biro Sumber Daya
Manusia dan 12 7,0 7,0 34,9
Organisasi
Biro Hubungan
Masyarakat dan 25 14,5 14,5 49,4
Protokol
Biro Hukum dan
Administrasi 31 18,0 18,0 67,4
Kepaniteraan
Biro Umum 29 16,9 16,9 84,3
Pusat Pendidikan dan
Konstitusi 13 76 7.6 919
Pusat Teknologi
Informasi 14 8,1 8,1 100,0
Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan 0 0,0 0,0 100,0
Komunikasi
Perpustakaan
Total 172 100,0 100,0
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